BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN, PELAKSANAAN DAN PENETAPAN

Menimbang

Mengingat

a.

RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA
DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor
60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor
60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, dipandang perlu menetapkan
Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pelaksanaan Dana Desa untuk
setiap Desa yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;

bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a di atas, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Ogan Komering Ulua Timur, Kabupaten
Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi
_Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4347);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6827);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang
Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); K
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 53);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang
Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang
Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 1099);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang
Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100j;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang
Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 89);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang
Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib
dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelatihan Masyarakat
(Berita Negara Republik Indonesia Tathun 2016 Nomor 787),

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum
Pendampingan Masyaralkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1262) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentanpg Ferubahan atas
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggai, dan
Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum
Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1569);
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Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan
Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 960);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang
Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk
Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting
Terintegrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 530);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang
Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 1295);

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keunangan,
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
dan Menteri Perencanaan Pembagunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : 140-8698 Tahun
2017, Nomor : 954/KMK.07/2017, Nomor : 116 Tahun 2017,
Nomor : 01/SKB/M.PPN/12/2017 tentang Penyelarasan dan
Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan
Barang/Jasa di Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1455);

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 3
Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2023
(Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun
2022 Nomor 3);

Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomeor 33 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Crganisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan
serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019 Nomor 63)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 63
Tahun 2019 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati
Nemor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dean Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-
Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan di Kabupaten Ogan
Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Uu
Timur Tahun 2019 Nomor 63);




Menetapkan

5

34, Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 70
Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2018 Nomor
70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ogan
Komering Ula Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 70 Tahun
2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2022 Nomor 47);

35. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Neomor 85
Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati dalam
Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kepada Camat
(Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019

Nomor 85);

36. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 74
Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan
Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Tahun 2020 Nomor 74).

MEMUTUSEKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN,
PELAKSANAAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA UNTUK
SETIAP DESA DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Timur.

3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.

4, Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ulu Timur.

5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya
disebut Dinas PMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya
disebut BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Ogan Komerng Ulu Timur.

8. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian
wilayah dari Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang
dipimpin oleh Camat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
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Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama
lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masiyarakat
hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang "fnt“k
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal
usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa
yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Pelanja Daerah
Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan
nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa.

Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri
Dalam Negeri.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD
atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang
melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan
wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan
ditetapkan secara demokratis.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat
dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang
yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegistan yang
meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan
dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya
disingkat (RPJMDes) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa
untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut (RKFDes)
adalah Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut
APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang
ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati
bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa yang
meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usui, kewenangan
lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah
Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan olch
Pemerintah, Pemerintali Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah
Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. f
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Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan
kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat
Desa.

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya menge?:hangkan
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan
pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kjamamFuan,
kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapaﬂf
kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesual
dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan ,.I’ iatau
kegiatan yvang didahulukan dan diutamakan dari pada pilihan
kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

Produk unggulan Desa dan produk unggulan kawasan perdesaan
merupakan upaya membentuk, memperkuat dan memperluas
usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk
unggulan di wilayah Desa atau di wilayah antar-Desa yang dikelola
melalui kerja sama antar-Desa.

Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat
desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat
produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya,
tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan
upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan
kesejahteraan rakyat.

Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut
(BLT) Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga
penerima imanfaat di Desa yang bersumber dar Dana
Desa.

Sustainable Development Goals Desa yang selanjutnya disebut
(SDGs) Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa
kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa
peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli
pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa
tanggap budaya wuntuk percepatan pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan.

Penerirnaan Desa adalah uang yang masuk ke Rekening Fas Desa
(RKD).

Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari Rekening Kas
Desa (RKD).

Pendapatan adalah semua penerimaan desa dalam 1 (satu) Tahun
Anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan
oleh desa.

Sumber Pendapatan Desa adalah sumber penerimaan desa yang
berasal dari Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Daerah, Alokasi Dana Desa, Dana Desa, bantuan dari Pemerintah,
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah, hibah dan
sumbangan dari pihak ketiga serta pinjaman desa.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat
dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang
yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
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Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.

Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan
kewajiban desa dalam 1 (satu) Tahun Anggaran yang tidak akan
diterima kembali oleh desa.

Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik
pada Tahun Anggaran yang bersangkutan maupun pada Tahun
Anggaran berilkutnya.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang
selanjutnya disingkat (PKPKD) adalah Kepala Desa atau sebutan
nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
Pelaksana Pengelola Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat
{(PPKD) adalah Perangkat Desa, yang melaksanakan pengelolaan
keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang
menguasalkan sebagian kekmasaan PKPKD.

Sekretaris Desa adalah perangkat desa yang berkedudukan
sebagai unsur pimpinan sekretariat desa yang menjalankan tugas
sebagai koordinator PPKD.

Kepala urusan, yang selanjutnya disebut (Kaur) adalah perangkat
desa yvang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat desa yang
menjalankan tugas PPKD.

Kepala seksi, vang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat
desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang
menjalankan tugas PPKD.

Pemerintah Pusat, yang selanjuinya disebut Pemerintah adalah
Presiden Republik Indonesia yang memegang Kekuasaan
Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya
disingkat (APBN) adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah
Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Transfer ke Daerah adalah bagian dan Belanja Negara dalam
rangka mendanai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal berupa Dana
Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Transfer Lainnya.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya
disingkat |APBD) adalah Rencana Keuangan Tahunan
Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN,
adalah Rekening tempat Penyimpanan Uang Negara yang
ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum
Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan
membayar seluruh pengeluaran Negara pada Bank Sentral.

T

/
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Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat (RKUD)
adalah Rekening tempat Penyimpanan Uang Daerah yang
ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan
daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank
yang ditetapkan.

Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat (RKD) adalah
tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung
seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar
seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank
yang ditetapkan dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan
Kaur Keuangan.

Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut (BUMDesa) adalan
badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki
oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari
kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola nset, jasa
pelayanan dan usaha lainnya wuntuk sebesar-besarnya
kesejahteraan Masyarakat Desa.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai
kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat
dipenuhi dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.

Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan
desa dengan belanja desa.

Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan
desa dengan belanja desa.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut (SILPA)
adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran
anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat {(DPA)
adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan anggaran
yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan
yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah
ditetapkan dalam APBDesa.

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya
disingkat (DPPA) adalah dokumen Yang memuat perubahan rincian
kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana
untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan
yang telah ditetapkan dalam Perubahan APBDesa dan/atau
Perubahan Penjabaran APBDesa.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya
disingkat (DPAL] adalah dokumen yang memuat kegiatan,
anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan
yang anggarannya berasal dari SILPA Tahun Anggaran
sebelumnya.

Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan
pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh
barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui
swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.

Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat (TPK) adalah
tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, terdiri dari
unsur Pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa
untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa. /
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59. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut (RAK) Desa
adalah dolumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas
keluar yang digunakan mengatur Penarikan dane dari rekening
kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran herdasarkan DPA
yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

60. Rencana Penggunaan Dana yang selanjutnya disingkat (RPD)
adalah Dokumen yang memuat anggaran dan rencana penarikan
dana dari Rekening Kas Desa untuk kegiatan setiap Tahap, per
Sumber dana berdasarkan Rencana Anggaran Kas Desa.

61. Bukti Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat (BPN) adalah
dokumen yang diterbitkan oleh Bank/Pos Persepsi atas transaksi
penerimaan negara dengan teraan Nomor Transaksi Penerimaan
Negara (NTPN) berupa kombinasi huruf dan angka sebanyak 16
(enam belas) digit dan Nomor Transaksi Bank (NTB) atau Nomor
Transaksi Pos (NTP) sebagai sarana administrasi lain yang
kedudukannya disamakan dengan surat setoran.

62. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat (SPP)
adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan
barang dan jasa.

63. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang
direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal dan
transmigrasi yang bertugas pendampingan di tingkat Desa,
Kecamstan, Kabupaten dan Provinsi.

64. Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Menteri, adalah
Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang
Keuangan Negara.

65. Badan Kerja sama Antar Desa yang selanjutnya disingkat (BKAD)
adalah sebuah Lembaga yang dibentuk atas dasar Kesepakatan
Antar Desa di dalam satu wilayah Kecamatan.

66. Aparat Pengawas Internal Pemerintahan yang selanjutnya
disingkat (APIP) adalah Inspektorat Dasrah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Timur.

BAB I
TUJUAN DAN PRINSIP
Pasal 2

Memberikan acuan bagi Desa dalara menyelenggarakan Kewenangan
Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai
Dana Desa.

Pasal 3

Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip :

a. Keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh
warga Desa tanpa membeda-bedakan;

b. Kebutuhan Prioritas, dengan mendahulukan kepenfingan Desa
yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dsn berhubungan
langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa; f
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¢. Terfokus, dengan mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa
pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan
kebutuhan sesuai prioritas Nasional, Provinsi, Kabupaten dan
Desa, dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa yang
dibagi rata;

d. Kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal
usul dan kewenangan lokal berskala Desa;

e. Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa, kreativitas dan
peran serta masyarakat Desa;

f. Swakelola, dengan mengutamakan kemandirian Desa dalam
pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana
Desa;

g. Berdikari, dengan mengutamakan pemnanfaatan Dana Desa dengan
mendayagunakan sumber daya Desa untuk membiayai kegiatan
pembangunan yang dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat Desa
sehingga Dana Desa berputar secara berkclanjutan di wilayah
Desa dan/atau Kabupaten;

h. Berbasis sumber daya Desa, dengan mengutamakan
pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam
yang ada di Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai
Dana Desa, dan

i. Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan
karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan
ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan
kemajuan Desa.

BAB III
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
Pasal 4

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Ogan Komering
Ulu Timur Tahun Anggaran 2023 yakni berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 201/PMK.07 /2022 tentang Pengelolaan Dana Desa
dengan susunan sebagaimana tercantum dalam (Lampiran I)
Peraturan Bupati ini, dengan Rincian Alokasi Transfer ke Daerah
sebesar Rp. 256.846.091.000,- (dua ratus lima puluh cnam miliar
delapan ratus empat puluh enam juta sembilan puluh satu ribu
rupiah).

BAB IV
PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA DESA
Paragraf 1
Tahapan Persyaratan Penyaluran
Pasal 5

(1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD;
(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilalkukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah

Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke
RKD;




(3)

(4)

()

(6)

(7)

(8)

(1)
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Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran
dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa
pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati;

Besaran Pagu Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat {1)

terdiri atas :

a. Pagu Dana Desa untuk non BLT Desa; dan

b. Pagu Dana Desa untuk BLT Desa.

Pagu Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) huruf b di atas merupakan kebutuhan BLT Desa

selama 12 (dua belas) bulan.

Penyaluran Dana Desa untuk non BLT Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) huruf a di atas dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan

ketentuan sebagai berikut : :

a. Tahap I, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa
untuk non BLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat
bulan Januari serta paling lambat bulan Juni;

b. Tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana
Desa untuk non BLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling
cepat bulan Maret serta paling lambat bulan Agustus; dan

c. Tahap III, sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa
untuk non BLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat
bulan Juni.

Penyaluran Dana Desa untuk non BLT Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (6) untuk Desa berstatus Desa mandiri dilakukan dalam 2

(dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa
untuk non BLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat
bulan Januari serta paling lambat bulan Juni; dan

b. Tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana
Desa untuk non BLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling
cepat bulan Maret.

Desa mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan

status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan

ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi dalam indeks Desa membangun.

Pasal 6

Penyaluran Dana Desa untuk non BLT Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (6) dilaksanakan setelah KPA BUN Penyaluran
Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menerima
dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan
benar, dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Tahap I berupa:

1. Peraturan Desa mengenai AFBDesa (softcopy PDF); dan

2. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
b. Tahap II berupa :

1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana

Desa Tahun Anggaran 2022; dan

AR
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2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana
Desa untuk non BLT Desa Tahap I menunjukkan rata-rata
realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh
persen) dan rata-rata capaian kelnaran menunjukkan paling
rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa
untuk non BLT Desa Tahap I dan BLT Desa yang telah
disalurkan; dan

¢. Tahap III berupa :

1. Laporan Realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana
Desa untuk non BLT Desa sampai dengan Tahap II
menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah
sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian
keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh
puluh lima persen) dari Dana Desa untuk non BLT Desa
Tahap Il dan BLT Desa yang telah disalurkan; dan

2. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa
Tahun Anggaran 2022. (Lampiran I}

(2) Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :

a. Tahap I paling lambat tanggal 23 Juni tahun berjalan;

b. Tahap II paling lambat tanggal 24 Agustus tahun berjalan; dan

c. Batas waktu untuk Tahap 1l mengikuti kebijakan langkah-
langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-Undangan.

(3) Penyaluran Dana Desa untuk non BLT Desa untuk Desa berstatus
Desa mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7),
dilaksanakan setelah KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif,
Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menerima dokumen
persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengksp dan benar,
dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Tahap I berupa:
1. Peraturan Desa mengenai APBDesa (softcopy PDF); dan
2. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.

b. Tahap II berupa :

1. Laporan Realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana
Desa tahun anggaran 2022;

2. Laporan Realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana
Desa untuk non BLT Desa Tahap | menunjukkan rata-rata
realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh
persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling
rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa
untuk non BLT Desa Tahap I dan BLT Desa yang telah
disalurkan; dan

3. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa
Tahun Anggaran 2022.

(4) Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dengan ketentuan :

a. Tahap I paling lambat tanggal 23 Juni tahun berjalan; dan fﬁ'
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b. Batas waktu untuk Tahap II mengikuti kebijakan langkah-
langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan.

(5) Desa yang melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2022, selain
persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dan ayat (3) huruf b ditambahkan perekaman realisasi
jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan
bulan kedua belas Tahun Anggaran 2022,

(6) Dalam hal Desa tidak menerima penyaluran Dana Desa untuk
BLT Desa Tahun Anggaran 2022 selama 12 (dua belas) bulan,
Desa melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima
manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan yang disalurkan.

(7) Bupati bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kuasa
pemindahbukuan Dana Desa sebagaimara dimaksud pada ayat
(1) huruf a angka 2 dan ayat (3) huruf a angka 2 untuk seluruh
Desa, dan Wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen
persyaratan penyaluran Tahap [ pertama kali disertai dengan
daftar RKD.

(8) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf b
angka 2 dan huruf ¢ angka 1 serta ayat (3) huruf b angka 2
dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari
seluruh kegiatan setiap Desa.

(9) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf ¢ angka 1,
serta ayat (3) huruf b angka 2 disusun sesuai dengan tabel
referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume
keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.

(10) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (9)
belum memenuhi kebutuhan input data, Bupati menyampaikan
permintaan perubahan tabel referensi kepada KPA BUN
Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan
Keistimewaan untuk dilakukan pemutakhiran.

(11) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (10)
mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian
Dalam Negeri.

(12) Daftar RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan
daftar rekening kas setiap Desa pada Bank umum yang terdaftar
dalam sistem kliring nasional Bank Indonesia dan/atau Bank
Indonesia real time gross settlement sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan.

(13) Dalam hal terdapat perubahan RKD sebagaimana dimaksud pada
ayat (12), Bupati menyampaikan perubahan RKD kepada KPA BUN
Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi KXhusus, dan
Keistimewaan.

(14) Tata cara dan penyampaian perubahan RKD sebagaimana dimaksud
pada ayat (13} dilaksanakan berdasarkan ketentuan mengenai
pengelolaan data supplier dan data kontrak dalam sistem
perbendaharaan dan anggaran negara.




(15}

(16)

(17)

(18)

(1)
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Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (3) disampaikan dengan surat pengantar yang
ditandatangani paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat
Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan
Daerah atau pimpinan organisasi perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat Desa.
Pimpinan organisasi perangkat Daerah sebagaimana dimeksud
pada ayat (15) ditunjuk oleh Bupati.

Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan aya: (3) serta surat pengantar
sebagaimana dimaksud pada ayat (15) disampaikan dalam bentuk
dokumen digital {softcopy).

Dokumen digital (softcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (17)
diolah dan dihasilkan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem
Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN).

Pasal 7

Dana Desa untuk BLT Desa termasuk untuk Desa berstatus Desa

mandiri disalurkan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan
ketiga :

1. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 ayat (1) huruf a atau Pasal 6 ayat (3) huruf a untuk Desa
berstatus Desa mandiri;

2. Melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat
bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan
untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa paling lambat
tanggal 12 Mei 2023;

3. Melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa
layak salur tiap-tiap bulannya;

4, Menyampaikan peraturan Kepala Desa atau Keputusan
Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima
manfaat BLT Desa; dan

5. Permintaan penyaluran BLT Desa bulan kesatu sampai
dengan bulan ketiga diajukan paling cepat bulan Januari
2023.

b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan
bulan kedua belas dilakukan oleh Bupati setelah melakukan
penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur tiap-
tiap bulannya, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan
bulan keenam disalurkan setelah Bupati melakukan
perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang
telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai
dengan bulan ketiga;

2. Permintaan penyaluran BLT Desa bulan keempat sampad
dengan bulan keenam diajukan paling cepat bulan April
2023;
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3. Dana Desa untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan
bulan kesembilan disalurkan setelah Bupati melakukan
perekaman realisasi jumlah keluarga peneriraa manfaat yang
telah menerima pembayaran BLT Desa bulan keempat
sampai dengan bulan keenam;

4. Permintaan penyaluran BLT Desa bulan ketujuh sampai
dengan bulan kesembilan diajukan paling cepat bulan Juli
2023;

5. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan
bulan kedua belas disalurkan setelah Bupati melakukan
perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang
telah menerima pembayaran BLT Desa bulan ketujuh
sampai dengan bulan kesembilan; dan

6. Permintaan penyaluran BLT Desa bulan kesepuluh sampai
dengan bulan kedua belas diajukan paling cepat bulan
Oktober 2023.

{2) Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa untuk
BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan
surat pengantar.

(3) Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditandatangani paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat
daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keunangan
daerah atau pimpinan organisasi perangkat daerah yang
menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat.

(4) Pimpinan organisasi perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) ditunjuk oleh Bupati.

(5) Perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu dan
penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Aplikasi
OM-SPAN.

(6) Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan diperoleh dari
hasil perkalian antara jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa
yang direkam dalam Aplikasi OM-SPAN dengan besaran BLT Desa
setiap bulannya.

(7) Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai
dengan bulan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa untuk
non BLT Desa Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6)
huruf a sepanjang telah memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

(8) Dalam hal terdapat sisa alokasi BLT Desa, sisa alokasi dimaksud
disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa untuk non
BLT Desa Tahap [Il sebagaimana dimaksud dalam Pasal £ ayat (6)
huruf ¢ atau Tahap Il sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7)
huruf b.

(9) Dalam hal kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) belum dilakukan perekaman dalam Aplikasi ~
OM-SPAN, Dana Desa sebagaimana dimalsud dalam Pasal 5 ayat (6)
dan ayat (7) disalurkan paling tinggi sebesar 75% [tujuh puluh lima
persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa. /f
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(10) Bupati wajib melakukan perekaman realisasi  jumlah keluarga
penerima manfaat untuk bulan kesepuluh sampai dengan bulan
kedua belas paling lambat hari kerja terakhir bulan Desember 2023.

(11) Perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sampai
dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud pada ayat (10)
menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap II tahun
anggaran 2024

(12) Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (6), Bupati mengajukan penyaluren tambahan
Dana Desa,

(13) Penyaluran tambahan Dana Desa di tahun anggaran berjelan
sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dilakukan secara sekaligus
paling cepat minggu pertama bulan Agustus 2023.

(14) Penyaluran tambahan Dana Desa di tahun anggaran berjalan
dilaksanakan setelah Bupati melakukan penandaan pengajuan
penyaluran atas tambahan Dana Desa atas Desa layak salur kepada
KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan
Keistimewaan melalui Aplikasi OM-SPAN yang disertai dengan surat
pengantar.

(15) Tambahan Dana Desa di tahun anggaran berjalan disalurkan
setelah Desa menerima penyaluran Dana Desa Tahap | sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5.

(16) Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (14)
ditandatangani paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat
daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolann keuangan
daerah atau pimpinan organisasi perangkat daerah yang
menyelenggarakan urusan pemberdavaan masyarakat.

(17) Pimpinan organisasi perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (16) ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 8

Bupati bertanggung jawab atas :

a. Ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa dan
kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap tahap penyaluran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan

b. Kebenaran perckaman data realisasi jumlah keluarga penerima
manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

Pasal 9

(1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Kepala Desa
menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati
melalui Camat, secara lengkap dan benar dengan ketentuan :

a. Tahap I berupa :
1. Peraturan Desa mengenai APBDesa.
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b. Tahap Il berupa:

1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana
Desa tahun anggaran 2022; dan

2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana
Desa untuk non BLT Desa Tahap I menunjukkan rata-rata
realisasi penyerapan paling rendah sebesar S0% (ima
puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran
menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima
persen) dari Dana Desa untuk non BLT Desa Tahap I dan
BLT Desa yang telah disalurkan; dan

c. Tahap Il berupa:

1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Desa untuk non BLT Desa sampai dengan
tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penycrapan
paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan
rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah
sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dara Desa
untuk non BLT Desa Tahap II dan BLT Desa yang telah
disalurkan; dan

2. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa
tahun anggaran 2022 (hardcopy) beserta Dokumen digital
(Softcopy PDF).

Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran
sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3), Kepala Desa
dengan status Desa Mandiri menyampaikan dokumen persyaratan
penyaluran kepada Bupati melalui Camat, secara lengkap dan
benar dengan ketentuan :

a. Tahap I berupa :

1. Peraturan Desa mengenai APBDesa

b. Tahap Il berupa :

1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana
Desa Tahun Anggaran 2022;

2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana
Desa unutk non BLT Desa Tahap [ menunjukkan rata-rata
realisasi penyerapan paling rendsh sebesar 50% (lima
puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran
menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima
persen) aari Dana Desa untuk non BLT Desa Tahap I dan
BLT Desa yang telah disalurkan; dan

3. Laporan Konvergensi Pencegahan Stunting tingkat Desa
Tahun Anggaran 2022 (hardcopy) beserta Dokumen digital
(Softcopy PDF).

Desa yang melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2022 selama
12 (dua belas) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b ditambahkan
data realisasi pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan
bulan kedua belas.

Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
angka 2 dan huruf ¢ angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2
dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari
seluruh kegiatan setiap Desa.
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Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} huruf b angka 2 dan humf ¢ angka 1,
serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel
referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran,
volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.

Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
belum memenuhni kebutuhan input data, Kepale Desa
menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada
Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.

Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian
Dalam Negeri.

Pasal 10

Dana Desa untuk BLT Desa termasuk untuk Desa berstatus Desa

mandiri disalurkan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai
dengan bulan ketiga dilaksanakan setelah Kepala Desa
menyampaikan :

1. Peraturan Desa mengenai APEDesa; dan

2. Peraturan Kepala Desa atau keputusan Kepala Desa
mengenai penctapan keluarga pénerima manfaat BLT
Desa, kepada Bupati paling lambat tanggal 5 Mei 2023,

b. Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat
sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan dengan
ketentuan sebagai berikut :

1. Penyaliran Dana Desa untulk BLT Desa bulan keempat
sampai dengan bulan keenam dilaksanakan setelah Kepala
Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarza penerima
manfaat yang telah menerima pembayaran BELT Desa
bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;

2. Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan ketujuh
sampal dengan bulan kesembilan dilaksanakan setelah
Kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga
penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT
Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam; dan

3. Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh
sampal dengan bulan kedua belas dilaksanakan setelah
Kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga
penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT
Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan.

Kepala Desa harus menyampaikan data realisasi jumlah keluarga
penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa
bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas kepada Bupati
paling lambat tanggal 15 Desember 2023,

Dalam hal tanggal 15 Desember 2023 bertepatan dengan hari
libur atau hari yang diliburkan, batas wakiu penyampaian data
realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) pada hari kerja berikutnya.
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(4) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi
jumlah keluarga penerima manfaat yang menerima pembayaran
BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 11

(1) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan :
a. Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayzt (1) dan ayat (3}; dan
b. Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, sampai dengan batas
akhir penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana
Desa termasuk BLT Desa, Dana Desa tidak disalurkan dan
menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
(2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Paragraf 2
Persyaratan Pencairan Dana Desa
Pasal 12

Kepala Desa mengajukan dokumen permohonan pencairan Dana Desa
untuk anggaran Lanjutan (DPAL) atau Tahap I kepada Bupati c.q.
Camat (lengkap, benar dan sah) berdasarkan Checklist Kelengkapan
Dokumen dari desa baik Dokumen hardcopy maupun Dokumen Digital
(PDF}, dan ditindaklanjuti dengan Checklist Kelengkapan Dolkumen
dari Kecamatan (lengkap, benar dan sah), selanjutnya Camat
menyampaikan arsip dokumen permohonan pencairan dari Kepala
Desa beserta Dokumen Checklist Kecamatan kepada Kepala Badan
Pengelolaan Kevangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam bentuk Dokumen Digital
(PDF} dan beberapa Dokumen hardcopy, diantaranya :
a. Surat Pengantar dari Kepala Desa. (Dokumen)
b. Peraturan Desa mengenai APBDesa yang sudah disahkan Kepala
Desa dengan lampiran:
. Lampiran 1.a - Perdes APBDesa;
. Lampiran 1.b - Perdes APBDesa;
- RAB 1 - Rincian Anggaran Pendapatan;
. RAB 2 - Rincian Anggaran Belanja;
. RAB 3 - Rincian Anggaran Pembiayaan;
.Ringkasan APBDesa 1.b per sumber dana (PAD, ADD, DDS,
PBH, PBK, PBP, SWD, DLL); dan
7. Lampiran Berita Acara Hasil Musyawarah BFD.
c. Peraturan Kepala Desa mengenai Penjubaran APBDesa yang sudah
disahkan dari Kepala Desa. dengan lampiran :
1. Lampiran l.c - Penjabaran APBDesa.
d. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa
(RKPDes) berserta lampiran Berita Acara Hasil Musyawarah
Penetapan RKPDes;
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Peraturan Desa mengenai Kewenangan berdasarkan hak asal usul
dan kewenangan lokal berskala Desa;

Peraturan Desa mengenai penyertaan modal, (jika tersedia)
berserta lampiran usulan penyertaan modal dari Bumdes;

Rencana Anggaran Kas Desa (RAK), Rencana Kegiatan dan
Anggaran (RKA), Rencana Kegiatan Desa (DPA), dan Kegiatan
Lanjutan (DPAL) (jika ada);

Fotokopi Surat Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala
Desa;

Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa tentang PKPKD dan PPKD;
Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa tentang TPK (Tim
Pelaksana Kegiatan);

Fotokopi Surat Pengangkatan Kaur Keuangan dari Kepala Desa;
Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan
Operator Sistem Keuangan Desa (Siskeudes);

. Fotokopi KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan;

Fotokopi Buku Nomor Rekening Desa;

Fotokopi NP'WP Desa;

Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima

manfaat BLT Desa atau Peraturan Kepala Desa mengenai

penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaan ELT Desa
yang diketahui Camat, beserta lampiran daftar penerima BLT

Desa/tidak terdapat penerima BLT Desa dan dokumen pendukung

lainnya, yaitu :

1. Hasil Berita Acara Musdessus/Musyawarah insidentil daftar
penerima BLT Desa/tidak terdapat penerima BLT Desa.

2. Surat Permohonan Pengesahan/mengetahui Peraturan Kepala
Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa
atau Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat
keluarga penerima manfaat BLT Desa ke Camat. (lampiran III);

Lembar Evaluasi APBDesa yang sudah disetujui Bupati melalui

camat atau sebutan lain guna pengajuan Rancangan Perdes

tentang APBDesa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan

APBDesa sebelum APBDesa Disahkan, (Lampiran IV);

Lembar Ewvaluasi Komposisi Belanja APBDesa yang telah di

tandatangani oleh Tim Evaluasi APBDesa, (Lampiran V);

Permohonan Pencairan Dana Desa (DDS) dari Kepala Desa

(Lampiran VI); (Dekumen)

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap Akhir tahun

sebelumnya/tahap sebelumnya melalui Aplikasi Sistem Keuangan

Desa, (Laporan Realisasi APBDesa per-sumber dana 1.b);

Laporan Output Dana Desa Sampai dengan Tahap Akhir tahun

sebelumnya/tahap sebelumnya melalui Aplikasi Sistem Keuangan

Desa yang ditandatangani Kepala Desa dan dicap basah (Laporan

Daftar Paket Kegiatan Dana Desa dan Realisasi Penyerapannya);

Keputusan Kepala Desa tentang Penggunaan Dana Desa yang

sudah disahkan untuk tahun berjalan, dengan lampiran :

1. Ringkasan APBDesa Dana Desa Tahun berjalan melalui Aplikasi
Sistem Keuangan Desa. (Ringkasan APBDesa l.a dan 1.b per-
sumber dana); dan
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2.Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan Dana Desa tahun
berjalan melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa dengan
dilampirkan Perhitungan RAB fisik (TOS) beserta RAB Gambar.
(RAB 2 — Kegiatan per-sumber dana).

w. Rencana Penggunaan Dana (RPD) sesuai dengan Kode Rekening
Kegiatan dan Belanja pada Siskeudes untuk Anggaran Lanjutan
atau Tahap | (Lampiran VII};

x. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Desa tentang
Penggunaan Dana Desa tahap Akhir tahun sebelumnya,
bermaterai Rp. 10,000 (sepuluh ribu) (LampiranVIII)

y. Surat Pernyataan Fakta Integritas Tanggung .Jawab Mutlak
Penggunaan Dana Desa yang diterima, bermaterai Rp. 10.000
(sepuluh ribu) (Lampiran IX);

aa. Fotokopi bukti bayar pajak kegiatan yang diterbitkan oleh
Bank/Pos Persepsi atas transaksi penerimaan negara dengan
teraan NTPN dan NTB/NTP tahap Tahun lalu/tahap seb:lumnya
(wajib jika ada):

bb. Fotokopi Bukti Setor Balik Sisa dana tahun lalu/tahap sebelumya
yang diterbitkan oleh bank (wajib jika ada);

cc. Fotokopi Dokumen pertanggungjawaban (SPJ) desa Tazhap akhir
tahun sebelumnya yang disampaikan kepada Camat melalui Kasi
PMD Kecamatan (arsip wajib);

dd. Lembar Verifikasi dan Kelengkapan Berkas dari Desa untuk
Permohonan Pencairan. (lengkap, benar dan sah). (Lampiran X.a);

ee. Surat Pengantar dari Camat, (Dokumen)

ff. Surat Permohonan Pencairan desa dari Camat; (Dokumen) dan

gg. Lembar Verifikasi dan Kelengkapan Berkas Desa dari Kecamatan
untuk Permohonan Pencairan yang di verifikasi Tim Verifikasi
Kecamatan (lengkap, benar dan sah), (Lampiran X.b)

Pasal 13

Kepala Desa mengajukan dokumen permohonan pencairan Dana Desa
Tahap I atau Tahap II kepada Bupati c.q. Camat (lengkap, benar dan
sah) berdasarkan Checklist Kelengkapan Dokumen dari desa baik
Dokumen Hardcopy maupun Dokumen Digital (PDF), dan
ditindaklanjuti dengan Checklist Kelengkapan Dokumen dari
Kecamatan (lengkap, benar dan sah), selanjutnya Camat
menyampaikan arsip dokumen permohonan pencairan dari Kepala
Desa beserta Dokumen Checklist Kecamatan kepada Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam bentuk Dokumen Digital
(PDF) dan beberapa Dokumen Hardeopy, diantaranya :

a. Surat Pengantar dari Kepala Desa; (Dokumen)

b. Permohonan Pencairan Dana Desa (DDS) dari Kepala Desa.
(Lampiran VI); (Dokumen)

c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa untuk Anggaran
Lanjutan (DPAL) atau Tahap I tahun anggaran berjalan melalui
Aplikasi Sistem Keuangan Desa, (Laporan Realisasi APBDesa per
sumber dana 1.b); f
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d. Laporan Output Dana Desa s.d. Tahap scbelumnya melalui
Aplikasi Sistem Keuangan Desa yang ditandatangani Kepala Desa
dan dicap basah (Laporan Daftar Paket Kegiatan Dana Desa dan
Realisasi Penyerapannya);

e. Rencana Penggunaan Dana (RPD) sesuai Kode Rekening Kegiatan
dan Belanja Pada Siskeudes Tahap I atau Tahap II (Lampiran VII);

f. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Desa tentang
Penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya tahun berjalan,
bermaterai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah). (Lampiran VIII);

g. Surat Pernyataan Pakta Integritas Tanggung Jawab Mutlak
Penggunaan Dana Desa diterima, bermaterai Rp. 10.000 {sepuluh
ribu rupiah). (Lampiran [X);

h. Fotokopi bukti bayar pajak kegiatan yang diterbitkan oleh
Bank/Pos Persepsi atas transaksi penerimaan negara dengan
teraan NTPN dan NTB/NTP tahap sebelumnya. (wajib jika ada);

i, Fotokopi Bukti Setor Balik Sisa dana tahap sebelumnya tahun
berjalan yang diterbitkan oleh bank (wajib jika ada).

j. Fotokopi Dokumen pertanggungjawaban (SPJ) Desa tahap
sebelumnya yang disampaikan kepada Camat melalui Kasi PMD
kecamatan [arsip wajib);

k. Lembar Verifikasi dan Kelengkapan Berkas dari Desa untuk
Permohonan Pencairan (lengkap, benar dan sah). (Lampiran X.a);

. Surat Pengantar dari Camat; (Dokumen)

m. Surat Permohonan Pencairan desa dari Camat; (Dokumen)

Lembar Verifikasi dan Kelengkapan Berkas Desa dari Kecamatan

untuk Permohonan Pencairan yang diverifikasi Tim Verifikasi

Kecamatan (lengkap, benar dan sah). (Lampiran X.b).

&

Pasal 14

Kepala Desa mengajukan dokumen permohonan pencairan Dana Desa
Tahap Il atau Tahap III kepada Bupati c.q. Camat (lengkap, benar dan
sah) berdasarkan Checklist Kelengkapan Dokumen dari desa baik
Dokumen Hardcopy maupun Dokumen Digital (PDF), dan
ditindaklanjuti dengan Checklist Kelengkapan Dokumen dari
Kecamatan (lengkap, benar dan sah), selanjutnya Camat
menyampaikan arsip dokumen permohonan pencairan dari Kepala
Desa beserta Dokumen Checklist Kecamatan kepada Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam bentuk Dckumen Digital
(PDF) dan beberapa Dokumen Hardeopy, diantaranya :

a. Surat Pengantar dari Kepala Desa; (Dokumen)

b. Permohonan Pencairan Dana Desa (DDS) dari Kepala Desa.
(Lampiran VI); (Dokumen)

c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa untuk Tahap 1 atau
Tahap II tahun anggaran berjalan melalui Aplikasi Sistem
Keuangan Desa.(Laporan Realisasi APBDesa per sumber dana 1.b);

d. Laporan Output Dana Desa sampai dengan Tahap sebelurnnya
melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa yang ditandatangani
Kepala Desa dan dicap basah (Laporan Daftar Paket Kegiatan Dana
Desa dan Realisasi Penyerapannya); f
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Rencana Penggunaan Dana (RPD) sesuai Kode Rekening Keg;islttan
dan Belanja Pada Siskeudes Tahap Il atau Tahap Il (Lampiran
VII);

Surat Pernyataan Tanggung jawab Kepala Desa ;
Penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya tahun berjalan,
bermaterai Rp. 10.000 (sepuluh ribu). (Lampiran VIII);

Surat Pernyataan Pakta Integritas Tanggung Jawab Mutlak
Penggunaan Dana Desa diterima, bermaterai Rp. 10.000 (sepuluh
ribu) (Lampiran IX);

Fotokopi bukti bayar pajak kegiatan yang diterbitkan oleh
Bank/Pos Persepsi atas transaksi penerimaan negara dengan
teraan NTPN dan NTB/NTP tahap sebelumnya,(wajib jika ada);
Fotokopi Bukti Setor Balik Sisa dana tahap sebelumnya tahun
berjalan yang diterbitkan oleh bank, (wajib jika adal;

Fotokopi Dokumen pertanggungjawaban (SPJ) desa tahap
sebelumnya yang disampaikan kepada Camat melalui Kasi FMD
Kecamatan (arsip wajib); :

Lembar Verifikasi dan Kelengkapan Berkas dari Desa untuk
Permohonan Pencairan (lengkap, benar dan sah).(Lampiran X.a);
Surat Pengantar dari Camat; (Dokumen)

tentang

. Surat Permohonan Pencairan desa dari Camat; (Dokumen)

Lembar Verifikasi dan Kelengkapan Berkas Desa dari Kecamatan
untuk Permohonan Pencairan yang di verifikasi Tim Verifikasi
Kecamatan (lengkap, benar dan sah), [Lampiran X.b).

Pasal 15

Camat melalui Kasi Pemberdayaan Masyarekat dan Desa
Kecamatan dibantu staf Kasi PMD Kecamatan (dalam hal ini
Operator/Satgas Siskeudes Kecamatan), mengadakan penelitian
berkas kelengkapan dokumen permohonan sebagai berikut :

a. Memeriksa secara rinci lampiran dokumen permohonan
Penyaluran atau Permohonan pencairan dari desa;

b. Dalam hal dokumen permohonan penyaluran atau pencairan
tidak memenuhi syarat, Camat melalui Kasi Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kecamatan, memerintzhkan penerima
Dana Desa untuk melengkapi dan/atau memperbaiki
doxumen permohonan penyaluran maupun cokumen
pencairan dimaksud; dan

c. Setelah dokumer. permochonan pencairan diteliti dan
dinyatakan memenuhi syarat lengkap, benar dan sah pada
dokumen Checklist Kelengkapan berkas Pencairan dari Desa
dan Checklist Kecamatan, selanjutnya Camat menyampaikan
Surat Permohonan Pencairan dari Camat untuk desa tersebut
yang masuk dalam arsip dokumen permohonan Pencairan dari
Desa, ditujukan kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset
Daerah (BPKAD) melalui Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa untuk meminta Surat Pemohonan
Persetujuan Pencairan Dana Desa bagi desa, guna
disampaikan kepada Bank Sumsel Babel sebagai pengantar
dengan melampirkan Surat Pemohonan Pencairan dari Kepala
Desa dan Surat Permohonan Pencairan dari Camat. K
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Penarikan/pencairan uang tunai di Bank, Kaur Keuangan harus
mengajukan giro per-kegiatan berdasarkan Rencana Penggunaan
Dana (RPD) per sumber dana yang diajukan sésuai dengan alat
pembayaran yang sah, (1 Girc untuk 1 Kegiatan per sumber
dana).

Penerima Dana Desa bertanggung jawab penuh baik formal
maupun material atas penggunaan dana yang diterimanya, sesuai
dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V
PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 16

Dana Desa digunakan untuk membiayai :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan

Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan
Mendesak Desa.

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat [1) huruf a
sampai dengan huruf d dibagi dalam sub bidang dan kegiatan
sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP
Desa, (lampiran XI).

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk
penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang
terjadi di Desa.

ol

Pasal 17

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)

huruf a dibagi dalam sub bidang :

a. Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan
operasional pemerintahan desa;

b. Penyediaan sarana prasarana pemerintahan Desa;

c. Pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil,
statistik, dan kearsipan;

d. Penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan,
keuangan dan pelaporan; dan

e. Pertanahan.

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)

huruf b dibagi dalam sub bidang :

a. Pendidikan;

Kesehatan;

Pekerjaan umum dan penataan ruang;

Kawasan permukiman;

Kehutanan dan lingkungan hidup; f)

® Ao o




(3)

(4)

()

(1)

(2)

(3)

26

f. Perhubungan, komunikasi dan informatika;

g. Energi dan sumber daya mineral; dan

h. Pariwisata.
Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)
huruf c dibagi dalam sub bidang :

a. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan

masyarakat;

b. Kebudayaan dan keagamaan;

¢. Kepemudaan dan olahraga; dan

d. Kelembagaan masyarakat.

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)
huruf d dibagi dalam sub bidang :

a. Kelautan dan perikanan;

b. Pertanian dan perternakan;

¢. Peningkatan kapasitas aparatur Desa;

d. Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan

keluarga;

e. Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM];

{. Dukungan penanaman modal; dan

g. Perdagangan dan perindustrian.

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasai 16 ayat (1)
huruf e dibagi dalam sub bidang :

a. Penanggulangan bencana;

b. Keadaan darurat; dan

c. Keadaan mendesak.

Pasal 18

Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, terdiri

atas :

a. Prioritas Penggunaan Dana Desa;

b. Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa;

¢. Publikasi dan pelaporan; dan

d. Pembinaan.

Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan

kewenangan Desa.

Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan

prioritas yang bersumber dari Dana Desa, diutamakan

penggunaannya untuk :

a. Program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan
penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa
paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25%
(dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa;

b. Dana Operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga
persen) dan anggaran Dana Desa;

¢. Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20%
(dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa termasuk
pembangunan lumbung pangan desa; cdan
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d. Dukungan program sektor prioritas di Desa berupa oantuan
permodalan kepada Badan Usaha Milik Desa, program
kesehatan termasuk penanganan stunting, pariwisata skala desa
sesuai dengan potensi karakteristik desa, serta program atau
kegiatan lain.

(4) Besaran dana desa yang digunakan untuk mendanai kegiatan
prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang
Pengelolaan Dana Desa.

(5) Prioritas Penggunaan Dana Desa secbagaimana dimaksud pada
ayat (2) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan
pencapaian SDGs Desa melalui :

a. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;

b. Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan

¢. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam sesuai
kewenangan desa.

(6) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan
ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang
Prioritas Penggur.aan Dana Desa Tahun 2023.

{(7) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang
tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat |(5) setelah mendapat
persetujuan Bupati melalui Camat.

(8) Dana Desa yang dilaksanakan sebagaimana ayat (5) dan (7) harus
berdasarkan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa
(Musrenbangdes).

(9) Musrenbangdes diadakan untuk membahas dan menyepakati
rancangan RKP Desa/perubahan RKP Desa dan diikuti oleh
Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) serta unsur masyarakat.

(10) Rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa disampaikan
Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga)
hari sejak disepakati untuk dievaluasi, dilengkapi dengan
dokumen paling sedikit :

a. Surat pengantar;

b. Rancangan peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB
Desa;

¢. Peraturan desa mengenai RKP Desa ;

d. Peraturan desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal
usul dan kewenangan lokal berskala desa;

¢. Peraturan desa mengenai pembentukan dana cadangan

dan
g. Berita acara hasil musyawarah BPD.
(11) Persetujuan Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud pada {
ayat (7) diberikan pada saat Evaluasi Rancangan Peraturan Desa
mengenai APBDesa dan Evaluasi Komposisi Pelanja APBDesa. K

(ika tersedia);
f. Peraturan desa mengenai penyertaan modal (jika tersedia); é




(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)
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1. Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
dan Evaluasi Komposisi Belanja APBDesa, terdiri dari :

a. Ketua Tim Evaluasi: Camat

b. Anggota : 1. Kasi PMD Kecamatan.

2. Staf Kasi PMD Kecamatan
(1 orang). (dalam hal ini
Operator/Satgas Siskeudes
Kecamatan).

¢. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah
dievaluasi oleh tim Evaluasi ditetapkan oleh Kepala Desa
menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa paling lambat
tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

d. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang
AFBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran
APBDesa kepada Bupati melalui Camat, paling lama 7
(tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

Daftar Parameter Rekening APBDesa tercantum  dalam
Lampiran XII Peraturan ini.
Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana
dimaksud dalam ayat (3) huruf a diprioritaskan keluarga miskin
yang berdomisili di Desa bersangkutan dan terdaftar dalam
keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan
kemiskinan ekstrem.
Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar
dalam keluarga desil 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (13}, Desa
dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari
keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil
4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar
dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pensasaran
percepatan  penghapusan kemiskinan ekstrern, Desa dapat
menetapkan calon keluarga penerima manfast BLT Desa
berdasarkan kriteria : :
a. Keailangan mata pencarian;
b. Mempunyai anggota keluarga yang rentan  sakit
menahun/kronis dan/atau difabel;
¢. Tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
atau
d. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut
usia.
Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki data pensasaran
percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Pemerintah Daersh
dapat menyampaikan surat permintaan data tersebut kepada Deputi
Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahterasn Sosial, Kementerian
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,
Bupati menyampaikan data pensasaran percepatan penghapusan
kemiskinan ekstrem per Desa kepada Kepala Desa di wilayahnya.
Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat
(13), ayat (14}, dan ayat (15) ditetapkan dengan peraturan Kepala
Desa atau keputusan Kepala Desa.




(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26]

(27)

(28)
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Peraturan Kepala Desa atau keputusan Kepala Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (18) paling sedikit memuat :

a. Nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
b. Rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis
kelompok pekerjaan; dan
c. Jumlah keluarga penerima manfaat.
Besaran BLT Desa ditetapkan sebeser Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu
rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per
keluarga penerima manfaat.
Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat
dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling
banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan
kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a angka 2, pembayaran atas
selisih kelkurangan BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan
kedua belas menggunakan Dana Desa non BLT Desa setiap bulan.
Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (18) mengalami perubahan karena meninggal
dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat
sebagaimana dimaksud pada ayat (13), Kepala Desa wajib mengganti
dengan keluarga penerima manfaat yang baru.
Dalam hal tidak terdapat kelunarga penerima manfaat yang baru
sebagaimana dimaksud pada ayat (23), Kepala Desa melakukan
perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa yang masih
tersisa berdasarkan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat
sebageimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a angka 2
dengan menjelaskan penurunan realisasi jumlah keluarga penerima
manfaat.
Kepala Desa melakukan pembayaran BLT Desa sesuai dengan
perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana
dimaksud pada ayat (24).
Dana Desa untuk BLT Desa yang tidak dibayarkan kepada keluarga
penerima manfaat akibat perubahan daftar jumlah keluarga
penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (25),
dapat digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas Desa lainnya
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan atas pendanaan
kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (26) kepada Bupati.
Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima
manfaat BLT Desa berdasarkan data realisasi yang disampaikan
oleh Kepala Desa disertai penjelasan perubahan realisasi jumlah
keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (24)
dan penggunzan sisa BLT Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (27) pada Aplikasi OM-SPAN.
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(29) Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat

(1)

(2

(3)

(4]

(5)

(6)

(7)

BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (23) dan/atau
penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa dengan
kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (13), ayat (14), dan
ayat (15) perubahan dan/atau penambahan tersebut ditetapkan
dalam peraturan Kepala Desa atau keputusan Kepala Desa setelah
dilaksanalkan musyawarah Desa khusus/ musyawarah insidentil.

Pasal 19

Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari
Dana Desa berpedoman pada pedoman umum yang ditetapkan
oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
Pedoman Umum Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa
Tahun 2023, bertujuan untuk memberikan pedoman kepada :

a. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten dalam melaksanakan
pemantauan, evaluasi, pendampingan masyarakat Desa,
pembinaan, dan fasilitasi Prioritas Penggunaan Dana Desa;

b. Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Desa dalam
memfasilitasi penyelenggaraan Kewenangan Desa Berdasarkan
Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa serta
pemantauan dan evaluasi status perkembangan Desa; dan

c¢. Pemerintah Desa dalam menetapkan Prioritas Penggunaan
Dana Desa untuk kegiatan perencanaan pembangunan Desa.

Petunjuk Umum  Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tercantum dalam Lampiran
XIII Peraturan ini.
Pemerintah Desa dalam melaksanakan program atau kegiatan
Desa dapat merencanakan/melibatkan pengadaan tenags ahli di
bidang pembangunan infrastruktur berasal dari warga
masyarakat Desa, satuan kerja perangkat Daerah Kabupaten yang
membidangi pembangunan infrastruktur dan/atau tenaga
pendamping profesional.
Pelibatan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
direncanakan pengalokasian anggaran dalam rancangan RKPDes,
Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan
dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan pemanfaatan
sumber daya/bahan baku lokal yang ada di Desa secara gotong-
royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat dengan tujuan
memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat
setempat.

Persiapan Pengadaan melalui Swakelola :

a. KasifKaur menyusun dokumen persiapan Pengadaan sccara
Swakelola berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
vang terdiri dari :

1. Jadwal pelaksanaan kegiatan;
2. Rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, dan
peralatan;

Gambar rencana kerja (apabila diperlukan):

4. Spesifikasi teknis (apabila diperlukan); dan

“




(8)
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5. RAB Pengadaan.

RAB Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
huruf a angka 5 (lima) disusun oleh Kasi/Kaur menjelang
dilaksanakannya kegiatan Swakelola.

Khusus untuk pekerjaan konstruksi, dokumen persiapan
Pengadaan melalui Swakelola berupa :

1. Gambar rencana kerja;

Jadwal pelaksanaan kegiatan;

Spesifikasi teknis,

Rab pengadaan dan analisa harga satuan; dan

Rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, dan
peralatan.

Kasi/Kaur menyusun dan menetapkan RAB Pengadaan yang
dihitung dengan menggunakan harga pasar.

Harga pasar sebagaimana dimaksud pada huruf d
memprioritaskan harga pasar di Desa setempat.

Kasi/Kaur dapat menggunakan harga pasar di desa sekitar
lainnya, apabila barang/jasa yang dibutuhkan tidak ada di
desa setempat.

Dalam hal terdapat perbedaan RAB Pengadaan dengan RAB
pada DPA, sepanjang tidak melebihi nilai pagu rincian objek
belanja, pengadaan dapat dilanjutkan dengan teriebih dahulu
melakukan revisi RAB pada DPA.

Dalam hal terdapat perbedaan RAB Pengadaan cdengan RAB
pada DPA yang melebihi nilai pagu rincian objek belanja,
pengadaan tidak dapat dilanjutkan dan Kasi/Kaur melapor
kepada Kepala Desa.

Kasi/Kaur menyampaikan dokumen persiapan Pengadaan
sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf c kepada TPK
untuk dilakukan Pengadaan melalui Swakelola

ol ol

Pengadaan melalui Swakelola :

a.

Pengadaan Melalui Swakelola dilaksanakan berdasarkan
dokumen persiapan Pengadaan yang disusun cleh Kasi/Kaur
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a atau huruf c.

Swakelola  sebapgaimana  dimaksud pada huruf a
dilaksanakan oleh :

1. TPK; atau

2. TPK dengan melibatkan masyarakat.

Pelaksanaan Swakelola dilakukan dengan panduan antara lain

sebagai berikut :

l. TPK melakukan rapat pembahasan kegiatan yang
menghasilkan catatan hasil pembahasan.

2. Apabila diperlukan, TPK menentukan narasumber/ tenaga

ahli/tenaga kerja dengan ketentuan sebagai berikut :

a) Narasumber dapat berasa! dari masyarakat Desa
setempat, perangkat daerah kabupaten, dan/atau
tenaga profesional;
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b) Tenaga ahli/profesional untuk pengawasan kegiatan
kontruksi, yang diutamakan berasal dari masyarakat
yang memiliki keahlian teknis yang tesertifikasi.
Pengadaan tenaga ahli/profesional dilakukan apabila
tenaga ahli yang disediakan Pemerintah tidak
mempunyai spesifikasi keahlian yang dibutuhkan
untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud; dan

¢) Teraga kerja diutamakan berasal dari masyarakat
Desa setempat.

3. TPK menyusun laporan hasil pelaksanasn kegiatan
beserta dokumentasi kegiatan.

4. Dalam melaksanakan kegiatan swakelola,
TPK memanfaatkan sarana/prasarana/peralatan/
material/bahan yang tercatat/dikuasai desa.

d. Dalam melaksanakan kegiatan swakelola, TPK memanfaatkan
sarana/prasarana/peralatan/material/ bahan yang
tercatat/dikuasai Desa. Dalam hal pelaksanaan Swakelola
membutuhkan sarana prasarana/ peralatan/material/bahan
yang tidak dimiliki/dikuasai Desa, maka TPK melaksanakan
Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia.

e. Kasi/Kaur melaksanakan tugas pengendalian pelaksanaan
kegiatar. Swakelola meliputi :

1. Kemajuan pelaksanaan kegiatan; dan/atau

2. Penggunaan narasumber/tenaga kerja, sarana
prasarana/peralatan dan material/bahan.

f. Berdasarkan hasil pengendalian, Kasi/Kaur melakukan
evaluasi Swakelola.

g. Apabila dalam hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada
huruf f ditemukan ketidaksesuaian, Kasi/Kaur meminta TPK
untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi
pelaksanaan pekerjaan.

h. Hasil kegiatan dari Pengadaan melalui Swakelola divmumksn
melalui media informasi yang mudah diakses oleh Masyarakat,
sekurang-kurangnya pada papan pengumuman Desa.

i. Untuk pekerjaan konstruksi selain diumumkan pada
papan pengumuman Desa, pengumuman hasil pengadannya
dilakukan di lokasi pekerjaan.

j. Pengumuman hasil kegiatan Pengadaan secara Swakelola
meliputi :

Nama Kegiatan;

Nilai Pengadaan;

Keluaran /Output (terdiri dari volume dan satuan);

Nama TPK;

Lokasi;

Waktu Pelaksanaan (tanggal mulai dan tanggal selesai);

dan

i o

7. Cara dan metode pengadaan (swakelola).
(9) Dalam hal Pengadaan tidak dapat dilakukan secara Swakelola
maka Pengadaan dapat dilakukan melalui Penyedia baik sebagian
maupun seluruhnya.
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(10) Persiapan Pengadaan melalui Penyedia :

a.

Kasi/Kaur menyusun dokumen persiapan Pengadaan melalui
penyedia berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
yang terdiri dari :

1. Waktu pelaksanaan pekerjaan;

2. Gambar rencana kerja (apabila diperlukan);

3. Kerangka Acuan Kerja (KAK)/spesifikasi teknis (apabila
diperlukan)/daftar  kuantitas dan harga (apabila
diperlulkan);

4. Harga perkiraan sendiri (HPS); dan

5. Rancangan surat perjanjian.

HPS sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 4 (empat)

ditetapkan oleh Kasi/Kaur menjelang dilaksanakannya

kegiatan pengadaan melalui Penyedia dengan merujuk pada
harga pasar.

Harga pasar diperoleh dengan cara mencari informasi tentang

harga barang/jasa di Desa setempat dan/ateu desa sekitar

lainnya, menjelang dilaksanakannya pemilihan Penyedia.

Kasi/Kaur dapat menggunakan harga pasar di Desz sekitar

lainnya, apabila barang/jasa yang dibutuhkan tidak ada di

desa setempat.

Kasi/Kaur menentukan harga pasar dengan memperhatikan

kondisi sebagai berikut :

1. Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) Penyedia, maka harga
pasar adalah harga yang ditawarkan Penyedia tersebut.

2. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Penyedia, maka
harga pasar adalah :

a) harga yang paling banyak ditemukan; atau
b) harga yang paling rendah jika tidak ada harga
sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu).

Kasi/Kaur menyusun dan menetapkan HPS dengan

memperhitungkan :

1. Harga pasar sebagaimana dimaksud pada huruf c;

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN); dan

3. Biaya angkut jika barang yang diadakan tersebut harus
diangkut ke suatu tempat yang memerlukan biaya angkut.

Da'am hal terdapat perbedaan HPS dengan RAB pada DPA,

sepanjang tidak melebihi nilai pagu rincian objek belanja,

pengadaan dapat dilanjutkan dengan terlebih dahulu
melakukan revisi RAB pada DPA.

Dalam hal terdapat perbedaan HPS dengan RAB pada DPA

yang melebihi nilai pagu rincian objek belanja, pengadaan

tidak dapat dilanjutkan dan Kasi/Kaur melapor kepada

Kepala Desa.

Rancangan surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada

huruf a angka 5 (lima) digunakan apabila bukti transaksi

Pengadaan tidak cukup/tidak dapat menggunakan bukti

transaksi struk, nota dan kuitansi.
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Kasi/Kaur menyampaikan dokumen persiapan Pengadaan
sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada TPK untuk

dilakukan Pengadaan.

(11) Pengadaan Melalui Penyedia :

(12)

(13)
(14)

a. Pengadaan melalui Penyedia dilakukan dengan cara :

1. Pembelian langsung,

2. Permintaan penawaran; dan

3. Lelang.

Pelaksanaan Pengadaan melalui Penyedia dilakukan

1. Berdasarkan dokumen persiapan Pengadaan yang disusun
oleh Kasi/Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (10)
huruf a;

2. Untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa dalam rangka
mendukung pelaksanaan Swakelola maupun memenuhi
kebutuhan barang/jasa secara langsung di Desa; dan

3. mengutamakan Penyedia dari Desa setempat dengan
mempertimbangkan prinsip Pengadaan.

Dalam hal Pengadaan melalui Penyedia dengan cara Lelang

sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 53 , TPK menyusun

dokumen Lelang.

Dokumen Lelang sebagaimana dimaksud pada huruf c

mencantumkan antara lain :

1. Ruang lingkup pekerjaan dalam bentuk Kerangka Acuan

Kerja (KAK);

Daftar Kuantitas dan Harga;

Spesifikasi teknis;

Gambar rencana kerja (apabila diperlukan);

Waktu pelaksanaan pekerjaan;

Persyaratan administrasi,

Rancangan surat perjanjian; dan

. Nilai total HPS.

Persyaratan administrasi untuk Penyedia sebagaimana

dimaksud pada huruf d angka £ berupa surat pernyataan

kebenaran usaha.

Khusus untuk Pengadaan seperti kendaraan bermotor, genset,

traktor dan Pengadaan dengan metode lelang, persyaratan

administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 6

berupa izin usaha dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

e B L g o

Kepala Desa Sebagai penanggung jawab utama program
pembangunan desa, dalam hal teknis pengelolaan pengadaan
barang dan jasa di desa menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan
(TPK) yang terdiri dari unsur perangkat desa dan lembaga
kemasyarakatan desa hasil Musrenbangdes (Lampiran XIV).

TPK ditetapkan dengan jumlah personil minimal 3 (tiga) orang,.
Berdasarkan pertimbangan kompleksitas Pengadaan, personil TPK
dapat ditambah sepanjang berjumlah ganjil.

(15) Tugas TPK dalam pelaksanaan kegiatan/pengadaan adalah :

a. Melaksanakan Swakelola;
b. Menyusun dokumen lelang;




d.
e.

£
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Mengumumkan dan melaksanakan Lelang untuk Pengadaan
melalui Penyedia;

Memilih dan menetapkan Penyedia;

Memeriksa dan melaporkan hasil Pengadaan kepada
Kasi/Kaur; dan

Mengumumkan hasil kegiatan dari Pengadaan.

(16) Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) menyusun perencanaan pengadaan
barang dan jasa di desa (Lampiran XV), setelah penetapanrl
APBDesa dengan menginventarisir pekerjaan yang akan di
swakelolakan dan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia,
menyusun harga satuan pekerjaan dan RAB.

{17) TPK dapat diberikan honorarium sesuai standardisasi dari nilai
kegiatan yang dilaksanakan dengan memperhatikan keuangan
desa.

(18) Khusus untuk pekerjaan konstruksi :

a. ditunjuk 1 (satu) orang penanggung jawab teknis pelaksanaan

C.

pekerjaan dari anggota TPK yang dianggap mampu atau
mengetahui teknis kegiatan/pekerjaan;

dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas teknis
terkait dan/atau pekerja (tenaga tukang dan/atau mandor);
dan

Setiap Lokasi Pelaksanaan Pekerjaan wajib memasang papan
Proyek.

(19) Pelaksanaan barang dan jasa diuraikan sebagai berikut :
a. Pelaksanaan Paket pengadaan barang/jasa dengan nilai

sampai dengan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) :

1. Pembelian Langsung adalah metode pengadaan yang
dilaksanakan dengan cara membeli/membayar langsung
kepada 1 (satu} penyedia, dilaksanakan dengan tata cara
sebagai berikut :

a) Kasi/Kaur/TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu)
Penyedia Barang/Jasa;

b) Pembelian sebagaimana dimaksud pada huruf a,
dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis dari
Kasi/Kaur/TPK dan tanpa penawaran tertulis dari
Penyedia Barang/Jasa;

¢! Kasi/Kaur/TPK melakukan negosiusi atau tawar
menawar dengan Penyedia barang/jasa untuk
memnperoleh harga yang lebih murah; dan '

d) Penyedia barang/jasa memberikan bukti transaksi
berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk
dan atas nama Kasi/Kaur sebagai pelaksana Kegiatan
anggaran,

2. Pelaksanaan Pengadaan dengan metode Pembelian
langsung dapat dilakukan kepada penyedia yang
sama dalam jangka waktu 2 (dua) tahun anggaran
berturut-turut.

3. Setelah jangka waktu 2 (dua) tahun anggaran,
Kasi/Kaur/TPK melakukan Pembelian Langsung kepada
Penyedia lain di Desa setempé.t atau sekitar.
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4. Apabila tidak terdapat Penyedia lain yang mampu

menyediakan barang/jasa maka Kasi/Kaur/TPK

dapat melakukan Pembelian Langsung kepada Penyedia
yang sama.

b. Pelaksanaan paket pengadaan barang/jasa dengan nilai di
atas Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan
Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) :

Permintaan Penawaran adalah metode pengadaan yang

dilaksanakan dengan cara membeli/membayar langsung

dengan permintaan penawaran tertulis paling sedikit
kepada 2 {dua) penyedia yang dilakukan oleh TPK dengan
tata cara sebagai berikut :

1.

a)

h)

1)

TPK meminta penawaran secara tertulis dari minimal 2
(dua) Penyedia. Permintaan Penawaran dilampiri
dokumen persyaratan teknis :

1} Kerangka Acuan Kerja (KAK);

2) Rincian barang/jasa;

3) Volume;

4) Spesifikasi teknis;

5) Gambar rencana kerja (apabila diperlukan);

6) Waktu pelaksanaan pekerjaan); dan

7) Formulir surat pernyataan kebenaran usaha.
Penyedia barang/jasa menyampaikan surat
penawaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
harga disertai surat pernyataan kebenaran usaha;

TPK mengevaluasi penawaran Penyedia;

Penawaran Penyedia dinyatakan lulus apabila
memenuhi persyaratan teknis dan harga;

Dalam hal Penyedia yang lulus lebih dari 1 (satu),
maka TPK menetapkan Penyedia dengan harga
penawaran terendah sebagai pemenang untuk
melaksanakan pekerjaan;

Dalam hal ada lebih dari 1 (satu) Penyedia menawar
dengan harga yang sama, maka TPK melakukan
negosiasi (tawar-menawar) dengan setiap Penyedia
untuk memperoleh harga yang lebih murah;

Dalam hal hanya 1 (satu) Penyedia yang lulus, maka
TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan
penyedia untuk memperoleh harga yang lebih murah:
Hasil negosiasi harga (tawar-menawar) scbagaimana
dimaksud pada huruf e dan huruf f, dituangkan dalam
Berita Acara Hasil Negosiasi;

Transaksi dituangkan dalam bentuk bukti pembelian
berupa nota, faktur pembelian, atau lmitansi atau
surat perjanjian antara kasi/kaur sebagai pelaksana
kegiatan anggaran dengan penyedia; dan

Dalam hal di Desa setempat hanya terdapat 1 (satu)
Penyedia, Permintaan Penawaran dapat dilakukan
kepada 1 (satu) Penyedia tersebut.




c. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan nilai di
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atas

Rp 200,000.000,00 (dua ratus juta rupiah) :

1. Lelang adalah metode pemilihan Penyedia untuk semua
pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia yang
memenuhi syarat dengan tata cara sebagai berikut :

a) Tata cara Lelang sebagai berikut :

b)

d)

1) Pengumuman Lelang;

2} Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Lelang;

3) Pemasukan Dokumen Penawaramn,;

4) Evaluasi penawaran;

5) Negosiasi; dan

6) Penetapan pemenang.

Mekanisme pengumuman Lelang sebagaimana dimaksud

pada huruf a angka 1 (satu) dilakukan dengan cara :

1) TPK mengumumkan Pengadaan dan meminta
Penyedia menyampaikan penawaran tertulis

2) Pengumuman dilakukan melalui media informasi
vang mudah diakses oleh masyarakat, sekurang-
kurangnya di papan pengumuman desa.

3) Pengumuman Pengadaan sekurang-kurangnya
berisi :

(a) Nama paket pekerjaan;

(b) Nama TPK,

(c) Lokasi pekerjaan,

(d) Ruang lingkup pekerjaan;

(e} Nilai total HPS;

(fi Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan; dan
(g) Jadwal proses Lelang.

4) Bersamaan dengan pengumuman pengadaan, TPK
dapat mengirimkan undangan tertulis kepada
penyedia untuk mengikuti lelang.

Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Lelang :

1) Penyedia mendaftar kepada TPK untuk mengikuti
Lelang; dan

2] TPK memberikan dokumen Lelang kepada Penyedia
yvang mendaftar.

Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Lelang

sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 dilakukan

Penyedia dengan menyampaikan penawaran tertulis

yang berisi dokumen administrasi serta penawaran

teknis dan harga kepada TPK.

Evaluasi Penawaran sebagaimana dimaksud pada hurof

a angka 4 dilaksanakan oleh TPK dengan melakukan

evaluasi dokumen administrasi serta penawaran teknis

dan harga.

Negosiasi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 5

dilakukan dengan memperhatikan kondisi sebagai

berikut :
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1) Apabila terdapat hanya 1 (satu) Penyedia yang lulus,
maka TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar)
yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Negosiasi;
atau

2) Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) Penyedia yang
lulus menawar dengan harga yang sama, maka 'I'FK
melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan setiap
Penyedia untuk memperoleh harga yang lebih murah
yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Negosiasi.

g) Penetapan Pemenang sebagaimana dimaksud pada
huruf a angka 6 (enam) dilakukan oleh TPK kepada

Penyedia yang memiliki harga penawaran terendah.

h) Transaksi dituangkan dalam bentuk suraf perjanjian
antara Kasi/Kaur sebagai pelaksana kegiatan anggaran
dengan Penyedia.

Pengendalian :

2.

Kasi/Kaur melakukan pengendalian pelaksanaan
pekerjaan vang tercantum dalam bukti transaksi;

Dalam hal terjadi perbedaan antara target dalam
pelaksanaan dengan bukti transaksi maka Kasi/Kaur
memerintahkan Penyedia untuk melaksanakan perbaikan
target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan; dan

Apabila Penyedia tidak mampu mencapai target yang
ditetapkan maka Kasi/Kaur dapat memberi sanksi kepada
Penyedia sebagaimana tercantum dalam bukti transaksi.

Buleti Transaksi :

1y

Bukti Transaksi pengadaan terdiri atas :

a) Bukti pembelian (contoh : struk, nota Kuitensi); dan

b) Surat Perjanjian.

Bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada angka 1
(satu) huruf a digunakan untuk Pengadaan dengan metode
Pembelian Langsung atau Permintaan Penawaran.

Perubahan Surat Perjanjian.

L

Perubahan Surat Perjanjian dilakukan dalam hal :

a) Terjadi keadaan kahar; atau

b) Terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat
pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi
teknis/KAK.

Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan

pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau

spesifikasi teknis /KAK sebagaimana dimaksud pada angka

1 {satu) huruf b, Kasi/Kaur bersama penyecia melalkukan

perubahan surat perjanjian yang meliputi perubahan :

a) Spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan;

b} Volume; dan/atau

c) Jadwal pelaksanaan.

Dalam hal perubahan surat perjanjian memerlukan

perubahan anggaran, Kasi/Kaur dapat melakukan

perubahar surat perjanjian setelah dilakukan penyesuaian

dokumen anggaran.




(20) Pengumumarn !

a.
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anggaran sebagaimana

4, Penyesuaian dokumern
dimaksud pada angka 3 (tiga) berdasarkan ketentuan

Peraturan Perundang-Undangan terkait pengelolaan
keuangan desa. . . )
5 Perubahan Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud 1?3 a
angka 1 (satu) dilakukan Kasi/Kaur dengan persetujuan

oleh Kepala Desa.

TPK mengumumkan hasil kegiatan dari Pcngadfmn melalui
Penyedia di media informasi yang mudah diakses oleh
masyarakat, sekurang-kurangnya pada papan pengumuman
di kantor desa. .
Pengumuman kepada masyarakat, hasil pengadaan melalui
penyedia dengan metode Permintaan Penawaran dan Lelang
meliputi :

Nama Kegiatan;

Nama Penyedia;

Nilai Pengadaan;

Keluaran/Output (terdiri dari volume dan satuan);

Lokasi, dan

Waktu penyelesaian pekerjaan (tanggal mulai dan tanggal
selesai).

oA e

(21) Pelaporan dan Serah Terima. (Lampiran XVI)

(1)

a.

TPK melaporkan kepada kasi/Kaur :

1. Kemajuan pelaksanaan Pengadaan; dan

2. Pelaksanaan Pengadaan yang telah selesai 100% (seratus
persen).

Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a disertai dengan

dokumen pendukungnya.

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a

angka 1 (satu), Kasi/Kaur menerima hasil kegiatan

Pengadaan:

1. Melalui Swakelola dari TPK dengan menandatangani Berita
Acara Serah Terima (BAST); atau

2. Melalui Penyedia dengan menandatangan Berita Acara
Serah Terima (BAST).

Kasi/Kaur menyerahkan hasil kegiatan dari Pengadaan sesuai

bidang tugasnya kepada Kepala Desa dengan Berita Acara

Penyerahan.

Kasi/Kaur melakukan pengarsipan dokumen terkait

Pengadaan yang telah dilaksanakan.

Doxumen terkait Pengadaan sebagaimana dimaksud pada

huruf d dan huruf e harus disimpan dan dapat diakses oleh

pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan

pengawasan.

Pasal 20

Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3).




(2)

(3)

(1)

2)

(3)

(4)

(5)
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Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas
penggunaan Dana Desa. . .

KPA BUN Pengelolaan Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan
Keistimewaan dan KPA BUN Penyaluran Dana Dcsa:. Insentif,
Otonomi Khusus, dan Keistimewaan tidak bertanggung ]&WEFI atas
penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1).

BAB VI
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 21

Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam
kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.

Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), mempunyai tugas :

a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;

b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa,
¢. Melakukan tindakan vang mengakibatkan pengeluaran atas
beban APBDesa;

Menetapkan PPKD,

Menyetujui DPA, DFPA, dan DPAL;

Menyetujui RAK Desa; dan

g. Menyetujui SPP.

Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangiin desa
sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), Kepala Desa
menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa
selaku PPKD.

Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagi desa yang tidak memiliki Kades sebab berhenti atau
diberhentikan sementara oleh Bupati, sehingga pelaksanaan tugas
kades dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas Kades atau Pejabat
Kades, maka pengaturan pelaksanaan tugas Kades Terkait dengan
pengelolaan keuangan adalah sebagai berikut :

a. Pelaksanaan tugas oleh Pelaksana Tugas (PIt) Kepala Desa :

1. Pit Kades menjalankan tugas Kades apabila Kades
diberhentikan sementara oleh Bupati karena dinyatakan
sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara
paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register
perkara pengadilan, atau ditetapkan sebagai tersangka
dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau
tindak pidana terhadap keamanan negara.

2. Bupati menunjuk Seckdes sebagai Plt Kades dan
memberikan mandat untuk melaksanakan tugas,
kewajiban, dan kewenangan Kades sampai dengan adanya
putus pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap.

S -
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3. Adapun tugas, kewajiban, dan kewenangan Kepala Desa
yang berhubungan dengan pengelolaan kenangan desa
yang dijalankan oleh Plt Kepala Desa adalah meliputi :

a) Mengelola Keuangan dan aset desa;

b) Menetapkan Peraturan Desa;

c) Menetapkan APBDesa;

d) Menyampaikan laporan  pelaksanaan APBDesa
(Laporan Semester I) kepada Bupati, melalui Camat;

e} Menyampaikan laporan pcrtanggungjawaban realisasi
APBDesa yang menjadi bagian dari laporan
penyelenggaraan Pemerintahan Decsa kkepada Bupati,
melalui Camat; dan

f)y Lain-lain, sesuai kebutuhan dan dimandatkan oleh
Bupati. :

b. Pelaksanaan Tugas oleh Penjabat Kepala Desa.

1. Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas Kepala Desa
sampai ditetapkannya Kepala Desa yang dipilih melalui
Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) apabila sisa masa
jabatan Kepala Desa kurang dari 1 (satu) tahun.

2. Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas Kepala Desa
sampai ditetapkannya Kepala Desa yang dipilih melalui
Musyawarah Desa apabila sisa masa jabatan Kepala Desa
lebih dari 1 {satu) tahun.

3. Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang,
kewajiban, dan hak Kepala Desa.

4. Hak Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud diatas
tidak termasuk menerima penghasilan tetap dan jaminan
kesehatan yang dialokasikan untuk Kepala Desa dalam
APBDesa. Penjabat Kepala Desa dapat menerima
tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah sepanjang
terdapat alokasi anggaran dalam APB Desa untuk
tunjangan dan penerimaan lain yang sah untuk Kepala
Desa.

Pasal 22

PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) terdiri atas :

a.
b.

C.

(1)

(2)

Sekretaris Desa;
Kaur dan Kasi; dan
Kaur keuangan.

Pasal 23

Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a
bertugas sebagai koordinator PPKD.

Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam
kuasa melakukan pengelolaan keuangan desa, untuk melakukan
tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa,
mempunyai tugas :




(3

(1)

(2)

(3)

(4)
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Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan

APBDesa;

b. Mengoordinasikan penyusunan rancangan AFPBDesa dan

rancangan perubahan APBDesa;

Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa

tentang APBDesa, perubahan APBDesa, dan

pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;

d. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Kepala
Desa tentang Penjabaran APBDesa dan Perubahan Penjabaran
APBDesa;

e. Mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang
menjalankan tugas PPKD; dan

f. Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam
rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara teknis

Sekretaris Desa mernpunyai tugas :

a. Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;

b. Melakukan verifikasi terhadap RAK Desa: dan

c. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan

pengeluaran APBDesa.

Pasal 24

Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b,

merupakan perangkat Desa yang secara teknis melaksanakan

kegiatan anggaran dan bertugas sebagai Pelaksana Kegiatan

Anggaran (PKA).

Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Kaur tata usaha dan umum: dan

b. Kaur perencanaan,

Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Kasi pemerintahan:

b. Kasi kesejahteraan: dan

c. Kasi pelayanan.

Dalam pengelolaan Keuangan, Kaur dan Kasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas

beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;

Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;

Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;

Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;

Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas

pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam

bidang tugasnya:

f.  Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang
tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APHDesa.

g. Menyerahkan bukti dukung administrasi dan bertanggung
jawab penuh atas kebenaran formal dan material atas dana
kegiatan yang dikelola: dan

® oo g
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(6)

(7)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)
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h. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan, pelaksana kegiatan
menyerahkan kegiatan kepada Kepala Desa, dalam bentuk
berita acara serah terima kegiatan.

Pembagian tugas Kaur dan Kssi Pelaksana Kegiatan Anggaran

(PKA) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan

berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam

RKP Desa.

Format berita acara serah terima kegiatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) huruf h sebagaimana tercantum dalam lampiran

XVII Peraturan ini.

Pasal 25

Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagasimana dimsaksud
dalam Pasal 24 ayat (4) dapat dibantu oleh Tim Pelaksana
Kegiatan (TPK). TPK adalah Tim yang membantu PKA dalam
melaksanakan kegiatan/pengadaan barang/jasa yang karena sifat
dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh PKA.

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur
perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa danj/atau
masyarakat, yang terdiri atas :

a. Ketua;
b. Sekretaris; dan
c. Anggota.

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada zyat (2) yaitu

pelaksana kewilayahan yang disebut Kepala Dusun (Kadus).

Tugas Kaur dan kasi dalam mengelola kegiatan/pengadaan :

a. Menectapkan dokumen persiapan pengadaan;

b. Menyampaikan dokumen persiapan pengadaan kepada TPK;

¢. Melakukan pengadaan sesuai dengan ambang batas nilai dan
kegiatan yang ditetapkan Musrenbangdes;

d. Menandatangani bukti transaksi pengadaan;

¢. Mengendalikan pelaksanaan pengadaan;

f. Menerima hasil pengadaan:

g. Melaporkan pengelolaan pengadaan sesuai bidang tugasnya
kepada Kepala Desa; dan

h. Menyerahkan hasil pengadaan pada kegiatan sesuai bidang
tugasnya kepada Kepala Desa dengan Berita Acara
Penyerahan.

Pasal 26

Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf ¢

melaksanakan fungsi kebendaharaan,

Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai

tugas :

a. Menyusun RAK Desa;

b. Melakukan penatausahaan yang  meliputi menerima
menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan
pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa; dan

g
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c. Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan

memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemerintah Desa.

BAB VII
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Bagian Kesatu
Asas Pengelolaan Keuangan Desa
Pasal 27

Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel,
partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
APBDesa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam
masa 1 (satu) Tahun Anggaran mulai Tanggal 1 Januari sampai
dengan Tanggal 31 Desember.

Pengelolaan Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan
pengelolaan keuangan Desa.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Keuangan Desa (APBDesu)
Pasal 28

Semua penerimaan dan pengeluaran Desa dalam rangka
pelaksanaan kewenangan Desa dilaksanakan melalui Rekening
Kas Desa (RKD).

Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibuat oleh Pemerintah Desa dengan Spesimen tanda tangan
Kepala Desa dan Kaur Keuangan.

Semua penerimaan dan pengeluaran Desa harus didukung oleh
bukti yang lengkap dan sah.

Pengeluaran Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak
dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang
APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Dese.

Kas Tunai di Kaur Keuangan Maksimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh
juta rupiah) untuk memenuhi kebutuhan Operasional
Pemerintahan Desa.

Dalam hal terdapat sisa dana pada kegiatan yang sudah
dilaksanakan, Kaur/Kasi Pelaksana Kegiatan anggaran
berkewajiban mengembalikan sisa dana tersebut kepada Kaur
Keuangan, dan selanjutnya Kaur Keuangan Mengembalikan dana
tersebut ke Rekening Kas Desa (RKD) maksimal 1 (satu) bulan
dari pencairan /penarikan uang di Bank.

Pasal 29

Kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP
dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan
periode yang tercantum dalam DPA dengan ncminal sama besar
atau kurang dari yang tertera dalam DPA.

Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan
pelaksansan kegiatan dan anggaran.
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Pasal 30

Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 untuk kegiatan
pengadaan barang/jasa secara swakelola tidak lebih dari 10
(sepuluh) hari kerja.

Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum dilakukan
dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, kaur dan kasi pelaksana
kegiatan anggaran wajib mengembalikan dana yang sudah
diterima kepada kaur keuangan untuk disimpan dalam kas Desa.
Kaur keuangan mencatat pengeluaran anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ke dalam Buku Pembantu Kas Tunai dan
Bulau Kas Umum.

Kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran menyampaikan
pertanggungjawaban pencairan anggaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berupa bukti transaksi pembayaran pengadaan
barang/jasa kepada Sekretaris Desa.

Sekretaris Desa memeriksa kesesuaian bukti transaksi
pembayaran dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran
yang disampaikan oleh kaur dan kasi pelaksana kegiatan
anggaran.

Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa
lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, kaur dan Kkasi
pelaksana kegiatan anggaran mengembalikan sisa uang ke kas
Desa.

Pasal 31

Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan

melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa

diterima.

Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri

dengan :

a. Pernyataan tanggung jawab belanja; dan

b. Bukti penerimaan barang/jasa di tempat

Dalam setiap pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Sekretaris Desa berkewajiban untuk :

a. Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan
oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran;

b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa
yang tercantum dalam permintaan pembayaran;

c. Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan

d. Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur dan
Kasi pelaksana kegiatan anggaran apabila tidek memenuhj
persyaratan yang ditetapkan.

Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan

hasil verifikasi yang dilakukan oleh Sekretaris Desa.

Kaur keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan

besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan

dari Kepala Desa.
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Pasal 32

Proses pelaksanaan Keuangan Desa dimulai dengan urutan
sebapai berikut :

a.

Pelaksana  Kegiatan mengajukan pendanaan  untuk
melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen
antara lain Rencana Anggeran Belanja (RAB) yang telah
diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala
Desa (Khusus RAB Fisik dilampirkan Perhitungan RAB fisik
(TOS) beserta RAB Gambar, dan lain-lain).

Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan
penigeluaran yang menyebabkan beban anggaran belanja
kegiatan dengar menggunakan buku pembantu kas kegiatan
sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Desa.
Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pelaksana
Kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
kepada Kepala Desa. SPP tidak boleh dilakukan sebelum
barang dan jasa diterima dalam 1 (satu) kegiatan.

Pengajuan SPP terdiri dan :

1. Surat Permintaan Pembayaran;

2. Pemyataan tanggung jawab belanja; dan

3. Lampiran bukti Transaksi :

a) Dokumen Penawaran atau Dokumen Lelang.

b) Surat Pesanan / Permintaan Barang / jasa
Berdasarkan Dokumen Penawaran Barang dan Jasa
(larapiran XVIII),

c) Nota Toko.

d) Nota Desa (lampiran XIX).

e) Buku Material (lampiran XX).

f} Berita acara serah terima barang (lampiran XXI).

g) Kuitansi Pengeluaran Desa yang di ketahui
Kepala Desa (lampiran XXII).

h) Dokumentasi Foto Kegiatan.

Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran, Sekretaris Desa

berkewajiban untuk :

1. Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan
oleh pelaksana kegiatan;

2. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban

APBDesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;

3. Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
4. Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh

Pelaksana Kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan

yang ditetapkan.

Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa,
Kepala Desa menyetujui permintaan Pembayaran dan Kaur
Keuangan melakukan pembayaran kepada Pelaksana Kegiatan
berdasarkan Pencairan SPP,
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g. Atas pembayaran yang telah dilakukan selanjutnya Kaur
Keuangan melakukan pencatatan Pengeluaran ke dalam Buku
Pembantu Kas Tunai dan Bulou Kas Umum.

h. Tata cara Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
terdapat pada (lampiran XXIII).

Pasal 33

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan
laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada
Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan
sclesal.

Pasal 34

(1) Setiap pengeluaran Kas Desa yang menyebabkan beban atas
Anggaran Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan mengenai perpajakan yang
berlaku.

(2) Kaur Keuangan sebagai Perangkat Desa wajib memungut pajak
melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran Kas Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi
pengeluaran Kas Desa atas beban belanja pegawai, belanja
barang/jasa, dan belanja modal.

(4) Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak
yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan serta dibuktikan dengan dokumen yang diterbitkan
oleh Bank/Pos Persepsi atas transaksi Bukti Penerimaan Negara
(BPN} dengan teraan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN)
berupa kombinasi huruf dan angka sebanyak 16 (enam belas)
digit.

(5) Kaur Keuangan mencatat penerimaan dan penyetoran Pajak
kedalam buku kas pembantu pajak.

Pasal 35

RAK Desa memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang
digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk
mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh
Kepala Desa.

Pasal 36

(1) Penerimaan pembiayaan dari SILPA Tahun sebelumnya digunakan
untuk :

a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih
kecil daripada realisasi belanja; dan

b. mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
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SILPA wyang digunakan untuk menutupi defisit anggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan
perhitungan perkiraan penerimaan dari pelampauan pendapatan
dan/atau penghematan belanja tahun sebelumnya yang
digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah
ditetapkan dalam APBDesa tahun anggaran berkenaan.

SILPA yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang belum
selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b merupakan perhitungan ril dari anggaran dan kegiatan yang
harus diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya.

Kaur dan/atau kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan
kembali rancangan DPA untuk disetuji Kepala Desa menjadi DPAL
untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran dalam
mengajukan rancangan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
terlebih  dahulu menyampaikan laporan akhir realisasi
pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling
lambat pertengahan bulan Desember Tahun Anggaran Berjalan.
Sekretaris Desa menguji kesesuaian jumlah anggaran dan sisa
kegiatun yang akan disahkan dalam DPAL.

DPAL yang telah disetujui menjadi dasar penyelesaian kegiaten
yang belum selesai atau lanjutan pada Tahun Anggaran
berikutnya.

Pasal 37

Penyertaan Modal dicatat pada Pengeluaran Pembiayaan.

Hasil keuntungan dari penyertaan modal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dimasukan sebagai Bagi Hasil Bumdes pada bagian
Hasil Usaha Desa Sumber dana Pendapatan Asli Desa (PAD).

Bagian Ketiga
Penatausahaan Dana Desa
Pasal 38

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai
pelaksana fungsi kebendaharaan,

Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
dilakukan dengun mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran
dalam buku pembantu kas tunai, buku kas umum dan Buku
Pembantu Bank berdasarkan Rekening Koran Kas Desa yang
dicetak setiap bulan tanggal 2 bulan berikutnya.

Pencatatan pada buku pembantu kas tunai, buku kas umum dan
buku pembantu Bank sebagaiman dimaksud pada ayat (2) ditutup
setiap akhir bulan secara tertib.

Kaur Keuangan wajib mempertanggungjawabkan uang melalui
laporan pertanggungjawaban, dan disampaikan setiap bulan
kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
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Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang
terdiri dari :

Buku Kas Umum;

Buku Pembantu Kas Tunai;

Buku Pembantu Bank;

Buku Kas Pembantu Kegiatan;

Buku Kas Pembantu Pajak;

Register SPP Pengeluaran; dan

Register Kuitansi Pembayaran.

m e a0 TP

Pasal 39

Setiap belanja desa atas beban Dana Desa harus didukung

dengan bukti yang lengkap dan sah.

Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat

dipertanggungjawabkan berdasarkan kebenaran materiil yang

timbul dari periggunaan bukti dimaksud.

Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban keuangan Desa,

tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang

APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Pertanggungjawaban Keuangan Dana Desa yang

disimpan/diarsipkan di Desa berupa :

a. Rekapitulasi realisasi belanja kegiatan dan sumber dana;

b. Kuitansi Pembayaran;

c. Foto perkembangan kegiatan 0% (nol persen) 50% (lima puluh
persen) dan 100% (seratus persen);

d. Data dukung berupa undangan rapat, berita acara rapat,
daftar hadir, SK Tim Pelaksana, SPPD, Surat Tugas, Nota
pembelian, tanda terima Honor Kegiatan/sejenisnya,
Dokumen Penawaran Barang/jasa atau Lelang dan Surat
Pesanan /Permintaan Barang/jasa;

e. Rencana anggaran biaya (RAB) ditandatangani oleh Pelaksana
Kegiatan, diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh
Kepala Desa, (khusus RAB Gambar ditandantangani oleh
pembuat Gambar dan diperiksa dan disetujui oleh
Dinas/Instansi terkait dan/atau Tenaga Profesional) Lampiran
XXIV:

f. Berita acara penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan
kepada masyarakat dan/atau BPD melalui musyawarah desa;
dan

g. Berita acara penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan
sebagaimana dimaksud pada huruf f disusun sesuai dengan
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV
Peraturan ini.

Pasal 40

Pengeluaran atas beban APBDesa dilakukan berdasarkan RAK
Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa.
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Pengeluaran atas beban APBDesa untuk kegiatan yang dilakukan
secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur
dan Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran atas dasar DPA dan SPP
vang diajukan setelah disetujui oleh Kepala Desa.

Pengeluaran atas beban APBDesa untuk kegiatan yang dilakukan
melalui penyediaan barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan
langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan
oleh Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran dan disetujui oleh Kepala
Desa.

Pengeluaran atas beban APBDesa untuk belanja pegawai,
dilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui
oleh Kepala Desa.

Pengeluaran atas beban APBDesa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibuktikan dengan kuitansi
pengeluaran dan kuitansi penerimaan.

Kuitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
ditandatangani oleh Kaur Keuangan.

Kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5]
ditandatangani oleh penerima dana.

Pasal 41

Buku pembantu kas tunai, buku kas umum dan buku pembantu
Bank yang ditutup setiap akhir bulan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 38 ayat (3) dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada
Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan
berikutnya.
Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas
laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Sekretaris Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala
Desa untuk disetujui.
Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Pasal 42

Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa
per triwulan dalam bentuk dokumen, serta dokumen elektronik
(softcopy) Database Aplikasi Siskeudes kepada Camat melalui Kasi
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan (dalam hal ini
dibantu satgas Kecamatan) untuk digabungkan pada level
Kecamatan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dan
selanjutnya dokumen elektronik (softcopy) database aplikasi
Siskeudes pada level Kecamatan disampaikan ke Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk dikompilasi pada
siskeudes level Kabupaten paling lambat tanggal 15 bulan
berjalan 5 (lima) hari setelah dokumen elektronik (softcopy)
diterima Satgas Kecamatan).
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Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa

semester pertama kepada Bupati melalui Camat dalam bentuk

Dokumen Hardcopy dan Softcopy Dokumen Digital (PDF), dan

selanjutnya Camat menyampaikan arsip dokumen Digital (PDF)

kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :

a. Laporan pelaksanaan APBDesa; dan

b. Laporan realisasi kegiatan.

Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) dengan cara menggabungkan seluruh leporan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 33 paling lambat minggu kedua bulan juli

tahun berjalan.

Rujukan utama penyusunan laporan pelaksanaan APB Desa

adalah Buku Kas Umum (BKU), termasuk didalamnya adalah

Buku Kas Pembantu.

Buku Bank/rekening koran bank dan laporan perkenibangan

pelaksanaan kegiatan dan/atau laporan akhir pelaksanaan

kegiatan yang disusun oleh PKA, menjadi dokumen yang
dibutuhkan untuk memperkuat data yang tertera dalam Buku

Kas.

Buku kas yang menjadi rujukan penyusunan laporan harus

dipastikan sudah diverifikasi oleh Sekdes dan selanjutnya

dilaporkan kepada Kepala Desa setiap bulan.

Data yang dimasukkan ke dalam format laporan adalah semua

aktifitas pelaksanaan dari Penjabaran APBDesa yang terdiri dari

pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Dokumen yang diperlukan dalam penyusunan laporan realisasi

kegiatan adalah :

a. Buku Kas Umum (BKU);

b. Buku Kas Pembantu Bank, Pajak, dan Panjar, serta Buku Kas
Pembantu Tunai;

c. Laporan perkembangan kegiatan dan anggaran dan/atau
laporan akhir kegiatan anggaran yang disampaikan PKA dan
sudah diverifikasi oleh Sekdes:

d. Dokumen APBDesa dan Penjabara APBDesa; dan

e. Dokumen-dokumen pendukung lainnya.

Sekdes mengidentifikasi semua kegiatan yang teranggarkan dalam

APBDesa, dan selanjutnya dengan menggunakan format laporan

pelaksanaan APBDesa Semester I (satu), dan juga merupakan

bagian dari laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa

(Lampiran XXVI)}.

Pasal 43

Pemerintah Desa penerima Dana Desa bertanggung jawab penuh
secara formil dan materiil atas penggunaan Dana Desa yang
diterimanya.

Pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi :
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a. Laporan realisasi Penggunaan Dana Desa;

b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa
Dana Desa vang diterima telah digunakan sesuai dengan
rencana;

c. Foto keadaan 100% (seratus persen) untuk kegiat:n yang
bersifat fisik; dan

d. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai
peraturan perundang-undangan.

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

dan huruf b disampaikan kepada Bupati c.q. Camst dalam bentuk

Dokumen Hardcopy dan Softcopy Dokumen Digital (PDF), dan

selanjutnya Camat menyampaikan arsip dokumen Digital (PDF)

kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Dokumen asli pertanggungjawaban sebagaimnana dimaksud pada

ayat (2) huruf ¢ dan huruf d disimpan dan dipergunakan oleh

penerima Dana Desa selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 44

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban
realisasi APBDesa kepada Bupati melalui Camat dalam bentuk
Dokumen Hardcopy dan Softcopy Dokumen Digital (PDF)setiap
akhir tahun anggaran, selanjutnya Camat menyampaikan arsip
dokumen Digital (PDF) kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah (BPKAD) melalui Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
disertakan berita acara musyawarah BPD.
Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir
tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan
Desa. -
Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai
dengan :
a. Laporan Keuangan terdiri dari :
a. Laporan realisasi APBDesa; dan
b. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).
. Laporan Realisasi Kegiatan; dan
¢. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya
yang masuk ke Desa.
Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud merupakan
bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintzhan Desa akhir
tahun anggaran.

Pasal 45
Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas penyaluran Dana

Desa meliputi.
a. Bukti transfer Dana Desa dari Pemerintah,;
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b. Pakta integritas dari penerima Dana Desa yang menyatakan
bahwa bantuan keuangan yang diterima akan digunakan
sesuai dengan rencana; dan

c. Bukti transfer/penyerahan uang atas penyaluran Dana Desa
dari RKUD ke RKD.

(2) Bupati menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan

APBDesa Dana Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal

Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua bulan April

tahun berjalan.
Pasal 46

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 44
diinformasikan kepada Masyarakat melalui media
informasi/ Banner Informasi minimal 4 (empat) Banner
diantaranya :

a. Banner APBDesa Awal (Lampiran XXVILa);

b. Banner APBDesa Perubahan Anggaran Kegiatan (PAK)
(Lampiran XXVIL.b);

c. Banner Realisasi APBDesa Semester Pertama (Lampiran
XXVIlL.c); dan

d. Banner Realisasi APBDesa Semester Kedua (Akhir tahun)
(Lampiran XXVII.c).

(2] Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
memuat :
a. Laporan realisasi APBDesa,

Laporan realisasi kegiatan;

Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;

Sisa anggaran; dan

Alamat pengaduan Laporan pelaksanaan APB Desa.

o a0 o

BAB VIII
PENDAMPINGAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN,
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 47

Pemerintah  Daerah  melakukan Pendampingan, Pembinaan,
Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa yang terintegrasi
dengan Pendampingan, Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan dan
Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa.

Bagian Kedua
Pendampingan
Pasal 48

(1) Pedoman umum Pendampingan Masyarakat Desa bertujuan
sebagai acuan dalam melaksanakan Pendampingan Masyarakat
Desa bagi Pemerintah Daerah Kabupaten, Tenaga Pendamping
Profesional, KPMD, dan Pihak Ketiga.
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Pendampingan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) bertujuan untuk :

a. meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas
Pemerintahan Desa dalam Pendataan Desa, perencanaan,
pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan Desa yang
difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa;

b. meningkatkan prakarsa, kesadaran, dan partisipasi
masyarakat Desa dalam Pembangunan Partisipatif untuk
mendukung pencapaian SDGs Desa;

c. meningkatkan daya guna aset dan potensi sumber daya
ekonomi Desa melalui BUMDes dan/atau BUMDes Bersama
bagi kesejahteraan dan keadilan untuk mendukung
pencapaian SDGs Desa; dan

d. meningkatkan sinergitas program dan kegiatan Desa, kerja
sama antar Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.

Pendampingan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1)

ditingkat Daerah dilaksanakan oleh Camat.

Pendampingan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1)

di tingkat Tenaga Pendamping Profesional meliputi :

a. tenaga pendamping lokal desa yang bertugas di Desa dengan
jenjang tingkatan tenaga terampil pemula.

b. tenaga pendamping Desa yang bertugas di Kecamatan dengan
jenjang tingkatan tenaga terampil pelaksana;

c. tenaga pendamping teknis yang bertugas di Kecamatan
dengan jenjang tingkatan tenaga terampil pelaksana;

d. tenaga ahli pemberdayaan Masyarakat Daerah Kabupaten
dengan jenjang tingkatan tenaga terampil mahir; )

e. tenaga ahli pemberdayaan Masyarakat Daerah Provinsi
dengan jenjang tingkatan tenaga terampil penyelia pratama;
dan

f. tenaga ahli pemberdayaan Masyarakat pusat dengan jenjang
tingkatan tenaga terampil penyelia madya.

Pendamping telmis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf ¢

dapat diadakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan

sektoral.

Honorarium pendampingan sebagai dimaksud pada ayat (3) dan

ayat (4) diberikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan.

Tenaga pendamping lokal Desa sebagaimana dimaksud dalam

ayat (4} huruf a mempunyai tugas :

a. melakukan pendampingan dalam kegiatan Pendataan Desa,
perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan
Desa yang berskala lokal Desa;

b. terlibat aktif mencatat dan melaporkan kegiatan sehari-hari di
Desa yang berkaitan dengan implementasi SDGs Desa, kerja
sama antar Desa, dan BUMDes ke dalam aplikasi laporan
harian dalam Sistem Informasi Desa;

—\
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melaksanakan penilaian mandiri melalui aplikasi laporan

harian dalam Sistem Informasi Desa; dan

d. meningkatkan kapasitas diri secara mandiri maupun melalui
komunitas pembelajar.

Tenaga pendamping Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)

huruf b mempunyai tugas :

a. melakukan pendampingan dalam kegiatan perencanaan,
pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan Desa yang
berskala lokal Desa, kerja sama antar Desa, dan kerja sama
Desa dengan Pihak Ketiga;

b. mempercepat pengadministrasian di tingkat Kecamatan terkait
penyaluran, perencanaan, pemanfaatan, dan rekapitulasi
pelaporan dana Desa;

¢. melakukan sosialisasi kebijakan SDGs Desa;

. mentoring pendamping lokal Desa dan KPMD;

e. terlibat aktif mencatat dan melaporkan kegiatan sehari-hari di
Desa dan Kecamatan yang berkaitan dengan fasilitasi
implementasi SDGs Desa, kerja sama antar Desa, dan kerja
saina Desa dengan Pihak Ketiga ke dalam aplikasi laporan
harian dalam Sistem Informasi Desa;

f. terlibat aktif mencatat dan melaporkan kegiatan sehari-hari di
Desa atau antar Desa yang berkaitan dengan BUM Desa dan
BUMDes Bersama ke dalam aplikasi laporan harian dalam
Sistem Informasi Desa:

g melaksanakan penilaian mandiri melalui aplikasi laporan
harian dalam Sistem Informasi Desa; dan

h. meningkatkan kapasitas diri secara mandiri maupun melalui
komunitas pembelajar,

Bagi desa yang terdapat kekosongan tenaga pendamping lokal

Desa, dapat mengajukan permohonan pendampingan kepada

koordinator Tenaga Pendamping Profesional Kabupaten.

Tenaga pendamping bantuan ditetapkan oleh koordinator Tenaga

Pendamping Profesional Kabupaten dengan surat tugas.

Bagian Ketiga
Pembinaan
Pasal 49

Dalam ljﬂ.ngka pembinaan Dana Desa ditingkat Daerah dipandang
perlu dibentuk Tim Monitoring dengan Keputusan Bupati Ogan
Komering Ulu Timur.
:ugas Tim Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
ari :
a. Melaksanakan penyebarluasan informasi data dan kebij
iebijjakan
tentang Dana Desa; o

b. Melakukan Kegiatan Pembinaan dan Moni ring
onito el
Dana Desa; dan i
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(4)

(S)
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c. Memberikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati
Ogan Komering Ulu Timur.

Dalam rangka pembinasn Dana Desa ditingkat Kecamatan

dibentuk Tim Monitering dan Evaluasi Kecamatan dengan

Keputusan Camat. ’ _
Tim Monitoring dan Evaluasi Kecamatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) terdiri dari :

a. Ketua;
b. Sekretaris; dan
c. Anggota.

Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3}
mempunyai tugas sebagai berikut :
a. Memfasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan

Kepala Desa;

b. Memfasilitasi Penyusunan Peraturan Kepala Desa tentang
Penjabaran APBDesa;

¢. Memfasilitasi penatausahaan keuangan Desa;

d. Melaksanakan sosialisasi secara luas mengenai kebijakan,
data dan informasi tentang Dana Desa;

e. Mengevaluasi Pelaksanaan Dana Desa setiap tahunnya,

f. Mengevaluasi APBDesa;

g. Mengevaluasi Besaran Sub Belanja Desa;

h. Memonitoring Pengelolaan Dana Desa di tingkat Desa;

i. Melaporkan pelaksanaan Dana Desa;

j. Membuka layanan kontak pengaduan Masyarakat;

k. Menindaklanjuti pengaduan Masyarakat dan melaporkan
kepada Bupati,

1. Fasilitasi Administrasi tata Pemerintahan Desa;

m. Fasilitasi Pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan
aset Desa;

n. Fasilitasi penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-
undangan;

o. Fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;

p. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

q. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD;

r. Fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
dengan Pembangunan Desa;

s. Fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;

t. Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

u. Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga
kemasyarakatan;

v. [Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;

w. Fasilitasi kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan
pihak ketiga;

x. Fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang
Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa;

f’
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y. Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan

pemberdayaan Masyarakat Desa;
2. Koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya :

1. Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan
di wilayahnya;

9. Fasilitasi pelaksanaan musyawarah penyusunan RKP
Desa;

3. Fasilitasi pelaksanaan musyawarah penyusunan
Rancangan APBDesa; dan

4. Fasilitasi dan koordinasi dengan dinas/instansi terkait
untuk pengesahan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan
gambar kegiatan yang beresiko.

Bagian Keempat
Pengawasan
Pasal 50

Pengawasan terhadap pelaksanaan Dana Desa meliputi :

(1) Pengawasan dilakukan oleh Kepala Desa selaku pemegang
kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dalam rangka
meningkatkan kinerja dan akuntabilitas PPKD dan tim
pelaksanaan kegiatan;

(2) Pengawasan dilakukan oleh masyarakat dan BPD dalam rangka
meningkatkan kinerja Pemerintah Desa transparansi;

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2)
Kepala Desa membentuk tim Sertifikasi Fisik yang dibuat dengan
Surat Keputusan Kepala Desa, sebelum pelaksana kegiatan
menyerahterimakan kegiatan dimaksud kepada Kepala Desa;

(4) Pembentukan Tim Sertifikasi sebagaimana ayat (3) dapat terdiri
dari :

Perangkat Desa;

BPD;

Kecamatan;

Unsur TNI dan Unsur Polri; dan

Tenaga Pendamping Profesional.

(5) Form Hasil sertifikasi fisik tertuang dalam lampiran X{VIII;

{6) Pengawasan Oleh Masyarakat Desa;

(7) Pengawasan di tingkat Desa dilakukan oleh Tim FEwvaluasi dan
Monitoring Kecamatan dalam hal ini diketuai oleh Camat,
dilakukan dalam bentuk :

a. Evaluasi rancangan peraturan Desa terkait APBDesa;
b. Evaluasi pengelolaan Keuangan Desa Dan Aset Desa; dan
c. Evaluasi dokumen laporan pertanggungjawaban APBDesa.

(8) Pengawasan fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

o a0 o
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Bagian Kelima
Pemantauan dan Evaluasi
Pasal 51

Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi melakukan pemantauan atas capaian keluaran Dana

Desa secara sendiri-sendiri atau bersama-sama sesuai dengan

kewenangannya.

Pemantauan atas capaian keluaran Dana Desa secara bersama-

sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah Koordinasi

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan

Kebudayaan.

Pemantauan oleh Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Ferimbangan

Keuangan dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, terhadap :

a. penyaluran Dana Desa termasuk BLT Desa;

b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa;

c. penyampaian laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat
Desa; dan

d. sisa Dana Desa di RKD.

Pemantauan terhadap penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD

melalui RKUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) 'wmruf a

dilaksanakan untuk memastikan penyaluran telah dilakukan sesuai

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bupati melalui Camat melakukan Pemantauan dan Ewvaluasi

atas

a. penyaluran Dana Desa;

b. prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (1);

¢. capaian keluaran Dana Desa;

d. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa;
dan/atau

e. sisa Dana Desa di RKD.

Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana

dimaksud ayat (5), Bupati  melalui Camat dapat

meminta  penjelasan kepada Kepala Desa dan/atau

melakukan  pengecekan  atas  kewajaran data dalam

laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam aplikasi

Online Monitoring Perbendaharaan dan Angearan Negara

(OMSPAN] melalui laporan capaian keluaran Dana Desa

dari Aplikasi Siskeudes level Kecamatan.

Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Bupati

melalui Camat dapat meminta Aparat Pengawas Internal

Pemerintah Daerah (Inspektorat Daerah) untuk melakukan

Pemeriksaan. f
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BAB IX
SANKSI
Pasal 52

Dalam hal terdapat permasalahan desa, berupa :

a. Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa melakukan
penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai
tersangka;

b. Desa mengalami permasalahan administrasi, ketidekjelasan
status Hukum dan/atau status keberadaan Desa; atanu

c. Penyalahgunaan wewenang oleh Bupati terkait pelantikan
dan/atau penghentian Kepala Desa yang tidak sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Menteri Keuangan c.g. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

dapat melakukan penghentian dan/atau penundaan penyaluran

Dana Desa untuk non BLT Desa Tahun Anggaran berjalan

dan/atau Tahun Anggaran berikutnya.

Bupati melalui Camat melakukan pemantauan atas proses

perkara Hukum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan

Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a.

Dalam hal berdasarkan pemantauan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa telah ditetapkan

sebagai tersangka, Bupati menyampaikan surat permohonan
penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian

Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa non

BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

berdasarkan :

a. surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada
ayat (3);

b. keputusan dan/atau surat rekomendasi dari Kementerian
Dalam Negeri dan/atau Bupati atas permasalahan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau

c. surat rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, berdasarkan
hasil klarifikasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah.

Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana non BLT Desa
berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf a atau surat rekomendasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf ¢ dilakukan mulai
penyaluran Dana Desa non BLT Desa tahap berikutnya setelah surat
dimaksud diterima.

Dalam hal surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) huruf a diterima setelah Dana Desa Tahap I atau

Dana Desa Tahap II untuk Desa berstatus Desa mandiri tahun

anggaran berjalan disalurkan, penyaluran Dana Desa non BLT Desa

untuk Tahun Anggaran 2024 dihentikan.
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7) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa non BLT
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan
melalui Naskah Dinas Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
kepads. :

a. Direktur Jenderal Perbendaharaan,
b. Bupati; dan/atau
c. Kementerian Dalam Negeri.

(8) Dana Desa untuk non BLT Desa yang dihentikan penyalurannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, tidak
dapat disalurkan kembali ke RKD.

Pasal 53

(1) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa untuk non BLT Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf a, berhak
mendapatkan penyaluran Dana Desa untuk non BLT Desa pada
tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran
Dana Desa tahun anggaran berjalan.

(2) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan
penghentian penyaluran Dana Desa dari Bupati paling lambat
Tanggal 15 Juni Tahun Anggaran berjalan.

(3) Surat permochonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan setelah terdapat
pencabutan status Hukum tersangka, pemulihan status Hukum
tersangka, dan/atau sudah ditetapkan Pejabat Pelaksana Tugas
Kepala Desa.

(4] Pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf b, dilaksanakan setelah
Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran
Dana Desa dari kementerian negara/lembaga terkait dan/atau
Bupati paling lambat Tanggal 15 Juni Tahun Anggaran berjalan.

(5) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) diterima setelah Tanggal 15 Juni Tahun Anggaran berjalan, Dana
Desa disalurkan untuk Tahun Anggaran berikutnya sepanjang Dana
Desa untuk Desa tersebut telah dialokasikan.

(6) Dalam hal Desa dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf ¢, Dana Desa yang telah
dialokasikan pada Tahun Anggaran berjalan dapat disalurkan
kembali dalam hal Bupati telah melantik Kepala Desa hasil
pemilihan  sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan.

(7)  Dalam hal pelantikan Kepala Desa hasil pemilihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) dilakukan setelah melewati Tahun Anggaran
berkenaan, Dana Desa yang telah dihentikan tidak disalurkan

kembali, f
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Dana Desa pada Tahun Anggaran berikutnya dapat disalurkan

dalam hal Bupati telah melantik Kepala Desa sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan

setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan

Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian

penyaluran Dana Desa dari Kementerian Dalam Negeri berdasarkan

hasil klarifikasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah.

Dalam hal surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran

Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diterima setelah

batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Tahap I

dan Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal & ayat (2) dan ayat

(4), Dana Desa untuk non BLT Desa yang telah dihentikan depat

disalurkan kembali.

Penyaluran kembali Dana Desa untuk non BLT Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (10) dengan terlebih dahulu memperhatikan

kebijakan langkah-langkah akhir Tahun sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa untuk non BLT Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4), disalurkan kembali

setelah Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan

Keuangan menerima surat rekomendasi pemenuhan persyaratan

administrasi dari Kementerian Dalam Negeri.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan :

b. surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat
(2);

c. surat rekomendasi dari Bupati dan/atau Kementerian Dalam
Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4); atau

d. surat rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri berdasarkan
hasil Klarifikasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (9], menerbitkan naskah dinas
pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa untuk non BLT
Desa disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan,
Bupati, dan/atau Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 54

Dalam hal terdapat setoran ke RKUN yang dilakukan berdasarkan
Putusan Pengadilan yang teclah berkekuatan Hukum tetap atas
penyalahgunaan Dana Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa
dan/atau Perangkat Desa, setoran dimaksud merupakan bagian
yang diperhitungkan dan mengurangi pencatatan nilai kumulatif
sisa Dana Desa di RKD.

Bupati melakukan koordinasi dengan pengadilan dan/atau
kejaksaan untuk mendapatkan bukti setoran ke RKUN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Bupati menyampaikan bukti setoran ke RKUN sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disertai dengan surat permohonan berisi
penjelasan kepada KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif,
Otonomi Khusus, dan Keistimewaan melalui Aplikasi OM-SPAN.
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Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), Bupati melakukan perekaman nomor transaksi penerimaan
Negara pada Aplikasi OMSPAN.

Dalam proses pelaksanaan perekaman nomor transaksi penerimaan
Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati harus
melengkapi detail penyetoran sesuai dengan besaran yang terkait
dengan Dana Desa.

KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan
Keistimewaan melakukan proses validasi bukti penyetoran ke FKUN
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pada Aplikasi OM-SPAN.

Pasal 55

Dalam hal terdapat permasalahan Desa yang disebabkan
penyalahgunaan wewenang oleh Bupati, Menteri Keuangan c.q.
Direktur Jenderal Perimbangan Kenangan dapat melakukan
penundaan penyaluran dana alokas: umum yang tidak ditentukan
penggunaannya.

Penundaan penyaluran dana alokasi umum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat rekomendasi
penundaan penyaluran dari Kementerian Dalam Negeri.

Penundaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan pada periode penyaluran dana alokasi umum berikutnya
setelah surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diterima.

Besaran penundaan penyaluran dana alokasi umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) sebesar 3% (tiga persen) dari jumlah
penyaluran dana alokasi umum pada periode bersangkutan.
Penundaan dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang
ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas
nama Menteri Keuangan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (5), KPA bendahara umum Negara penyaluran transfer ke
Daerah melaksanakan penundaan penyaluran dana alokasi umum.
Penyaluran kembali dana alokasi umum yang ditunda sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan setelah Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi penyaluran
kembali dari Kementerian Dalam Negeri.

Dalam hal surat rekomendasi penyaluran kembali sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) belum diterima sampai dengan 10 (sepuluh)
hari kerja sebelum Tahun Anggaran berakhir, Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan melakukan penyaluran kembali dana
alokasi umum yang ditunda.

Tata cara pelaksanaan penundaan dana alokasi uinum sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dan penyaluran kembali dana alokasi umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dilaksanakan
sesuai dengan Peraturan Menteri Kenangan mengenai pengelolaan
dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus. f
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Pasal 56

Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama
12 (dua belas) Bulan Tahun Anggaran 2023, dikenakan pemutungan
Dana Desa non BLT Desa sebesar 25% (dua puluh lima persen] dari
penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2024. .
Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi
Desa yang tidak menerima penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran
2023.

Dalam hal BLT Desa sebzgaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat
(3) huruf a, kurang dari 25% (dua puluh lima persen), maka
terhadap selisih BLT akan disalurkan bersamaan dengan Tahap II
untuk Desa mandiri dan Tahap III untuk Desa selain mandiri.

BAB X
KERUGIAN NEGARA
Pasal 57

Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan dan pihak yang
terkait langsung dengan pelaksanaan Dana Desa yang karena
perbuatannya melanggar Hukum atau melalaikan kewajiban yang
dibebankan kepadanya dan secara langsung merugikan keuangan
Desa, wajib mengganti kerugian tersebut dan menyetorbalikan
kerugian keuangan Desa ke Rekening Kas Desa (RKD).
Kerugian Keuangan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disclesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 58

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Diundangkan di Martapura

pada tanggal |} Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

JU
BERITA DAERAH

ADI

UPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 2
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13006 |PEMERINTAM DESA TANIUNG KEWALA 0T 13R.000 D62, 756,000 G54, B84 000 113.765.200 W10, 765, 1000 337353600
12008 [PEMERINTAH DESA XOTABARY 726,707.000 153,157,000 METEED00 | L39RE5000 473,588, 70 473,500 700 451451600
1,4500 |PEMENNTAN DESA KEROMONGAN 64,418,000 147,340,000 208.765.000 1030523600 133156400 113,156,500 154.209.200
LI0L1 [PEMERINTAH DESA PERIAYA : £10.015.000 | - - 1.274.833.000 431,049,500 431,049,900 | 412.733.200
1| MARTAPURA | 12015 [PEMERINTAN DESA SUKOMULYD 602.12,000 180,716,000 i 201765000 1001 609.000  wraaaT0 MrARI00 | 346643600
12000 hmgmm.l.nmmrmm BARAT AN T e Loteoiood| 39703000 | ) o0a | 349,604,000
17021 |PEMERINTAH DESA KOTABARL SELATAN 604,418,000 1007387000 | 30916300 3440.916,100 ot
12022 | PEMERINTAN DESA PERIAYA EARAT 02az800 | 7ssa72000 | 248,361,900 248,361,900 259,143,200
12023 [PEMERINTAH DESA TANJUNG KEMALABRRAT | w000 | BAD.61E,000 282, 784500 382700 275.046.400
| 22001 |PEMERINTAH DESA SUKA RAA 805,451,000 262.335,300 22008300 280780400
22002 |PEMEAINTAH DESA KLRUNGAN NYAWA 1079651000 |  350.895.300 ABE5.300 371,860,400
23001 |PEMERINTAMN DESA PISANG JAYA - 709,393 000 13087900  amm7s00|  247.757.200 |
23004 A DESA SUMBER AGUNG 62128000 | 100338000 5446000 ;eeaiso0|  2menmc|  24617R400 ]
13005 |PEMERINTAM DESA TEBAT 1AYA — " EeA 4R 172.007.000 | = H36.425.000 msnsw|  mspse| 291370000
27006 |PEMERMNTAN DESA SRIDADI 0138000 149,357,000 751525000 264,357,500 244357500 | z6rEI0O0
| 22008 [PEMZANTAN DESA TANAING BULAN 54418000 01412000 - 855 530.000 miao0|  mramem 301.332.090
22010 |PEMERINTAN DESA WAY HALOM 02 128.000 165,000 = £53390 000 179.387.500 179,367 900 200517200 |
2 |SUAYMADANG| 23031 [PEMERINTAN DESA KUBLNGAM NTAWA | 02130000 125.579.000 = Exaanzeoo | 270.002 100 " T7.on100 64042500
23037 |PEMERINTA DESA KUBUNGAN NYAWA 662.124.000 219,518,000 I 531,025 000 manso|  midaee| 0 zeesissd
22033 |PEMEANTAN DESA KURLINGAN NTAWA 535833000 168,725,500 i 75564000 2969300 | MAN0|  MEIBE0
21004 | PEMERINTAH DESA CIFTA MUDA 602128000 176.330.000 = 7TR4sA 00 miaran| | msuanae| 0 7L
22075 [PEMERINTAR DESA AMAN JATA Cspamo| 1600 o 72.262.000 moumeno|  0me0| 251504800
11096 [PEMERINTAN DESA SUGARALA TUKA 539.839.000 171488000 - E11 327,000 154098, 100 284,098,100 283.130.800
22097 [PEMERINTAM DESA GAMIAR AGUNG 539.433.000 Cimseo | 717,688,000 [AI06A0 | 1AM 251.075.200
2,038 [PEMERINTAH DESA MULYO AGUNG 602128000 | 331.398.000 33,526,000 171.857.400 271657000 190.210.400
22033 |FEMERINTAH DESA MUDA SENTOSA 519.83%,000 140.608.000 580,445,000 221,233 500 211,233,500 231978000
3.3001 |PEMERINTAH DESA SID0 RAHAYY 6O, 120000 118,218,000 740,346,000 241903, 800 141901800 256.534.400
32001 |FEMERINTAR DESA TAWANG REID £02 138000 120,245,000 F2L413.000 234,623.900 214,623,900 251.165.200
32006 | PEMERINTAH DESA TANIUNG RATA £39,835,000 12,900,000 722,742,000 235,122,600 138,722.600 251296800
12007 |PEMERINTAH DESA SI00 MULTO 726,707,000 266.566.000 593.273.000 334981900 34,501.900 343,365.200
3.3008 |FEMERINTAH DESA HARIO WINANGUN 602,120,000 114115000 816,553,000 267, 585.900 267,505,500 281.76L100
33005 |PEMERINTAH DESA PLIO RAHATU 502.120.000 218,037,000 21,065,000 286,019,500 206,020,500 247.426,000
32010 |PEMERINTAH DESA TRIYOSO 502.128.000 164,057,000 708,765,000 561.950,000 313,785,000 211,785,000 334,360,000
31011 |PEMERINTAH DESA SUMJER SUKD A7, 128,000 173,078,000 775.206.000 252,361.000 152,961,000 270482400 |
23013 [PEMERINTAH DESA SUKD SARI 530,839,000 141.964,000 628,508,000 224,841,400 124,642,400 1349.521.200
1.3014 |PEMLTINTAN DESA GUMAWANG TEIONO00 | 175.024.000 502,631,000 $3L183.950 451.447,060 £
22005 |PEMERINTAH DESA BEDILAN iAA 18,000 144,617,000 B09 045000 265,213,500 165.213.500 £78.618.000
3| somaNg | 32006 |PEMERINTAH DESA TEGAL REID 602.128.000 126,757,000 T2R.B85.000 237,565,500 237,565,500 253.754.000
22007 |PErieAINTAH DESA SIDO GEDE = 02,128,000 260,284,000 852,422,000 205,726,600 285,726,600 200.568.500
32008 |PEMERINTAH DESA SIDO MAKMUR HOL128,000 134,042,000 208, 7E5.000 544,935.000 307.780.500 207,780,500 325.374.000
Lmna DESA SUKA JADI 530839, i 162476000 702 315,000 284.B54.500 244,854,500 212.526.000
| 33011 DESA SERBAGUNA 518.839,000 67.645.000 208.765.000 B15 382 100 775.AB6.700 275,486,700 265.315.600
| 2202 DESA SUKARAMI 02120000 121071000 T231.198.000 I35.859.700 205.854.700 51475.600 |
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12024 |PEMERINTAH DESA GEDUNG REID 607, 126,000 122,296,000 B24,474. 000 268,027,300 58 027200 130.363.500
32025 |PEMERINTAH DESASIDODADY 602,128,000 120,952,000 i 723.080,000 135,824,000 235,824,000 351432000
31006 |PEM MEHINT-E_DEA_GTJNUNG Mas i £02.128,000 T iasqamen| 73730000 | 20Lm02.000 341 002,000 255,336,000
37027 | PEMERINTAN DESA SUMISASUKD JATA I L o 751,115,000 T 345.330.500 245,134,200 260,845,000 |
| 32028 [PEMEMINTAN DESA KARANG KEMIR §0Z128000 | 155722000 . 757850000 | 240.055.000 T aaposspoo| Z6L7A0.000
37029 |PEMER:NTAH DESA MOIOSARI 539,838,000 98.374.000 T g38.213.000 | 31,063,500 231,062,300 176.085.200
47001 |PEMERINTAH DESA GUNLING BATU £64.418.000 313,853,000 988, 376.000 328.012.800 328.012.800 331,350,400
42010 [PEMERINTAH DESA LULAK BARU siaiocon | 20320000 |  BL0158.00 268.247.700 268247700 _ ¥73.663.000
| 2.2011 |PEMERINTAH DESA GUNLING JATH = 502,128,000 | T 240735000 T 305058300 | 232,745.200
43012 [PEMERINTAH DESA KURIPAN = T sagian00| 0 215435000 - T pmismam w3700 | 257505600
43013 |PEMERINTAH DESA \ NEGERI SAKTI i# 47150000 | 168.785.000 i E46. 335,000 120,800,500 220500500 | 204.532.000
42014 |PEMEAINTAH DESA CAMPANG TIGA LILU E64. 418000 481,840,000 1,146.258.000 383277400 TgaaaTrans|  358.503.300
4| CEMPAKA | 42015 |PEMEAINTAH DESA SUKATAIA 477,550,000 Rt 612.675.000 201.302.500 " 01802500 | 209,070,000
| 42016 |PEMEAINTA DESA CEMPARA 1L £64.418.000 386806000 | B telizan | Ms3m00 | 345.397.200  3an520.600
4.3017 |PEMERIHTAH DESA SUKABUMI S0Z.128.000 Lreacon | B £93.892000 | 292,467,600 TzmaglE00| I08956E00
| 42018 | PEMERINTAH DESA CAMPANS TiGA ILIR 602128000 | 357072000 EE e 959,200.000 321760, Eui 323.760.000 3:_1.6I90-Dﬂﬂ
42018 FEMERINTAH DESA MELLALINDAH &02. 128,000 244,765,000 b pegasinoo 277307, aca AU, LTS
42020 [PEMERINTAH DESA HARISAN IAYA 533,830,000 | 343,952 000 o 293,751 000 FETN :31 00 282,137.300 299516400 |
27021 |PEMERINTAN DESA CAMPANG TIGA JAYA £02.126.000 230,150,000 - #22 278,000 273663400 273,683,400 774911200
$.2'I!I_II_1__|PEMEHIMTM DESA NEGERI PAKLIAN 564.418.000 417.810.000 1.082.228.000 352,568,400 352.568.400 371091200
52002 _|PEMERINTAH DESA MEGER| AGUING 602,128,000 270,798,000 872976000 | 286.177.600 28E.177.000 300570000
5.2003 |FEMEAINTAH DESA BANU MAS £64.410,000 168.784.000 - 233202000 | 271.560.600 271560600 250060800
5,004 |PEMEAINTAH GESA BANU AYU F58.418.000 212.006.000 856, m 000 ¢ 295,027,200 s | Bﬂﬁaﬂ_ﬂ‘l
52005 |PEMERINTAH DESA PULAL NEGAAA E02.128.000 455,304,000 ~ 1057.432.000 363,979,600 TaEA20600| SIBSTLEOD
sl i |2 PEMERINTAH DESA SALING DADH §02.128.000 190.978.000 - 793106000 262,231,800 e | 2886424 400
5 P 52007 |PEMERINTAH DESA TRANTANG SAKT §02.122 100 155.271.000 . 761350000 |  274319.700 | 17, ;mmn | :11 ?59 Bﬂﬂ
52008 |PEMERINTAH DESA FEMETLING BASUK] 664418000 177.737.000 E4Z_145.000 274243500 Ty 243 2'!_43 G!-HJ_HW
52009 |[PEMERINTAH DESA pmma T BEL.418.000 189,701 000 i B54.119.000 “IB1E35.700 THZ.E35.700 208847600
52010 |PEMERINTAH DESA BANTAN BU2.126.000 waaEzooe | | 208765000 Lo0GOTS0On | 240522500 | 30,522,500 328,030,000
| sao11 FEMERINTAH DESA BANDAR LAYA £02, 128,000 WEEHI0 | WATESDIO | SAVSIT000 306461100 306461100 324.614.000
53012 |PEMERENTAH DESA NEGERI AGUNG JAYA 802128 000 220891000 823,019,000 303,505,700 303,905,700 315,207,600
52013 |PEMERSNTAH DESA BANTAN PELITA 602 128,000 182 356,000 785 484.000 268945200 268,945,200 247593600
62001 [PEMERINTAH DESA KARANG NEGARA 477.550.000 134.605.000 £12.155.500 155,246,500 199,346,500 212462000
62002 |PEMERINTAH DESA RIANG BANDUNS £02.128.000 a70,517.000 1.072.245.000 348,673,500 348,672,500 374.838.000
62005 |PEMERINTAH DESA KOTA NEGARA £12.128.000 121351000 H24.ABD.O00 268.044.000 268.944.000 286,592,000
2006 |PEMERINTAH DESA KARTA NEGARA s30Ea000 | 296571000 _ E36.410.000 I72.523.000 27253000 201,364.000
62007 |PEMERINTAH DESA PANDAN AGUNG HOL178.000 27,895,000 E7R.027.000 285,908,100 785,908,100 306, 210.800
62000 |PEMERINTAH DESA 58I MULYO 602,128,000 221,060,000 H23.208.000 261.662.400 267662400 157.883,200
£.2010 |PEMERINTAH DESA MARGO TANI S02.128,000 276,640,000 B7E. 768,000 318,530,400 31R.530.400 24L707.200
| 62011 |PEMERINTAH DESA JATI MULYA | ) BE4,418.000 174 215.000 38,643,000 271192 550 173,192.900 282.257.200
MADANG st} T-2012 _[PEMERNTAH DECA PANDAN IAYA - 602 128,000 195,916,000 = 208, 765 000 1.005.809.000 337,142,700 337.142.700 332513600
" G.2014 |PEMERINTAR DESA RASUAN BARL 530,839,000 3201,807.000 B50,646,000 779,793,800 279,733,500 301,058,400
£.201C |PEMERINTAH DESA RANBANREID 602 128.000 313,410,000 §15.538.000 290,061,400 298061400 319.415.200
£.2011 |PEMERINTAK DESA SUKA NEGARA 502.125,00 225,724,000 B27.852.000 270.455.600 270,805 600 26,140,800 |
52022 |[PEMERINTAH DESA SPIKEHCANA 535,839,000 12L.813.000 51,651,000 219,195,300 213195300 223.260.400
| 63023 [PEMERINTAH DESA DADIMULYD 539,839,000 181541000 FO2.320.000 228,714,000 228,714,000 284,552,000 |
62024 |PEMEAINTAH DESA RIANG BANDUNG ILIR B2 128 000 380,470,000 G982 58,000 319,979,400 319.575.400 343630200
6205 | PEMERNTAH DESA MARGOTANI 1| 530,839,000 153,405,000 733,245,000 23872500 238,672,500 255492000
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62006 Pmtl.mrmntnmu NEGARA TiRALR 538 £36.000 141 764 600 83 6 0 226 580 900 225 680900 730 241 300
61037 |FEMERINTAH DESA TALANG GIRING %8m0 155,555,000 695,390,000 225,619,400 116,618,400 241.155.200
E28 |PEMERINTAH DESA KALIREID | a7istoo0|  1780s0.000 - ESE 600,000 150000 | aeeanan | 208,240,000
72000 PEMERINTAH DFSA MENDATUN E54.418.000 951 141.000 335,308, 300 318308 %0 340, 184400
7.2000 [PEMERINTAN DESA GUNUNG TERANG 725, 707 000 S T LIIGESO0 | 362008 500 | 362.005.500 ap9 67800
77004 | PEMERINTAN DESA RARTA MU UL T= €02 128,000 e e 1108 321 000 335 5% 100 W 528400
72007 |PEMERINTAH DESA 57, KERTA MULIA 477.550.000 - 655214 000 113564200 113862200 227,885 500
73004 |PEMERINTAH DESA HARID MULYO | ss6161000 395 540,900 | ISR _2rases 200
72015 (PEMENNTAM DESA LAYA BAKT] o = Cmaneoca| monma| 120 omBoo | 269.684.400
T M.MN“ Eum — - e i S N— S — T — — — - —
| 72016 _|PEMENNTAN DESA RASUAN 1.058.866.000 sassamon|  leassaswo  3s9.9e.am
73017 _|PEMERINTAN DESA MENGULAK o | usaiow MEMSIN| 386465100 395.236.800
23019 PEMERINTAH ESA JAT) SAR1 o "~ 500.415.000 msdsa|  mases0| 31aee0w
72021 |[PEMERINTAR DESA TRI DADH T 80 Wm0 esrmam A
72022 [PEMERINTAR DESA AGUNG JAT] L ———= T L.0%.692.000 382007600 | WLooTeon | 676800
72020 [PEMEANTAH DESARASUAN DARAT = 1,020 048,000 W0Me0|  aoean| se0maw
7.2004 |PEMERINTAN DESA HARGO MULYTD 1A s = B5E163.000 | 279048000 2700  300.065,200
_ 2007 |PEMERINTAH DESA IA¥A MULYA 815.502.000 2e54m 600 265,430,600 _ ZRASEQ.800
200 mmmmmﬂ:mm P o s gehamo|  amseitn|  amaeamo| 226.151.500 |
82007 [PEMERINTAR DESA MARGO AEID = T T 301300 245031300 260700400
83009 [PEMEAWTAH DESA TRIMOMARID ¥ e B R13.101.000 265.154.900 166.154.900 285.673.200
3010 [PEMIRINTAN DESA TAMAN AGLING £02.128.000 | e T TS0.808.000 JE3s02a00 wWisean | 4643200
oy _sBamon _ emasow msaism | msnso| 33412200
. 602.121,000 \34Ta000| = 785,601 000 25400300 |  dsEam0apa| 274640400 |
S0L1z8000 | 159,423,000 = T marss0|  mamsame| i
“aa01s PEMTRINTAN a:_y.mumclnr B T T I 753007000 | ze3.001. 10| lameaico|  747.002.800
g a8 PEMEMINTAN DESA SURAMULYA S:ewo0| oo i o STe62a000|  2rigiram ~ msnam| 23595860 |
82017 [PEMERINTAH DESA TARAMAN " 602.128.000 152.543,000 | 754471000 Tamsorsen|  aaasoiim 256,868,400
82025 _[PEMERINTAH DESA MUID RARAYU _ Boaumow|  i7asiecon ST TEM700|  asMa00|  msaseasoo| 26745800
82006 [PEMERINTAH DESA TAMAN HARD T e iamom 192.580,000 N 795 1ca.000 #5500  ssue0|  asebam0
8.2027 |PEMEFINTAN DHSA MARGODAD) s02k000 | 188169000 790.257.000 254 810100 296,285,400 276.516.500 |
RNZE | PEMERINTAH DESA TARAMAN JAYA 602.128.000 184571 000 737,099.000 275129.700 175128700 24£ 835 £0O
B2029 [PEMERINTAH DESA KARANG MANGA 6002.128,000 156.565,000 758,693,000 259.107.900 155.107,900 240.477.200
E2030 |PEMERINTAH DESA TRIMD REID 502.128.000 138,452,600 T4D.580.000 41074000 241.074.000 148 432,000
83031 [PEMERINTAH DESA SRIWANGE UL 502,128,000 122,786,000 T24,914.000 2383120 136.374.200 252.165.600
22037 |PEMERINTAH DESA TAMAN MLLYD 535 19,000 334,177,000 = 754,015,000 245,004,800 245,004 500 2046006, 400
93004 [PEMEAINTAH DESA TAMIUNG KEMUNING 602.128,000 190,548 000 791676.000 258502800 158.502.000 275,670,400
93005 [PEMERINTAH DESA RAMAN JATA 539,839,000 171,520,000 711.368.000 135.510.800 245,510,400 239.547.200
52008 | PEMERINTAH DESa SUMDER Lava £54.418.000 201.160.000 B54.578.000 5670800 255,573,400 74231300
| 93007 [PEMERINTAR DESA SUMBER 70 535,839,000 215,588,000 768,004,000 249841200 243,841,300 267,121,600
B2008 |PEMFIINTAH DESA SUMBER SAR] == 602 138 000 254,431 Do 856.615.000 281785700 261285 100 284.047.600
92009 [PEMERINTAH DESA TEGAL SARI 602,128,000 174.144.000 77827200 152681600 152.681,6%0 170,508,800
| 92010 |PEMESNTAH DESA S BANTOLO 539,035,000 155.775.000 595 614.000 226604200 226.584.100 M250.400
92011 [PEMENNTAN DESA SUMBER RAHATY SI9.E30.000 06.524.000 746.763.000 242,520,900 242.938,500 60,905,100
9.0012 [PEMERINTAH DESA MARGO MULYD 64,410,000 355,484,000 L00.906.000 232371 8O0 335371800 D5E.163.400
92016 |PEMERINTAH DESS KARANG MANIK 602.178,000 195,351,000 757,479.000 259,543,700 253,943,700 277.591.600
g | 32027 [PEMERINTAH DESA SUMBER HARAPAN E54.430.000 258,354,000 531 TRL000 304204 500 303,734,600 AEILTB00
. 92018 |PEMERINTAH DESA KEL| REXD 602,128,000 157,401,000 759,529,000 247658700 migsbroo|  aeaa1em0
| 53019 |PEMERINTAN DESATOTO AEIG £02.128.000 261.889.000 864.017.000 281705 100 281705300 300.606.800
93020 [PEMERINTAN DESA KARANG JATA T 175.247,000 715,086,000 31525800 232.525.800 250034400
| 93021 [PEMERINTAH DESA KEMUNING 1AYA 539.838.000 184.172 Doo 724.001.000 236.303.300 235.3013.300 351.804.800
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32022 [PEMERINTAH DESA BANGUN REI 538,235,000 186,719,000 £.558.000 742,567,400 262,367,400 151.423.200
92023 meemrmn DESA BATU MAS T 539.A39063 161,685,000 T I0L524.000 1R45730 126,457,200 204,609,600
5, md PEMERINTAH DESA SLIKA JAYA 539,429,000 193,029,000 " -,_3; 565,000 56D, 40,560,400 E.;._ur 200
5.2015 |PERERINTAH DESA SALIAYA Spw0w| 13605000 | emasanoal B65. 2108500 736153600
30026 |PEMERINTAH DESA TEGAL BESAR  gbzizeood | 198,714,000 o = 800852000 | 260552600 wogs2E00|  278536R0D
92027 |PEMERINTAH DESA DARMA BUANA_ - B 539,333,000 131.553,000 671532000 | 7iessac0n| | ZIBSSEEDD 34431300
32028 |PEMEAINTAM DESA REID MULYD  539.838.000 206,025,000 I i T rmsssmo pazsaan| 0 2310 . 6206550
97029 |PEMEAINTAH DESA PURIWORERD | 539,439,000 T 1RXE27.000 = 721.366.000 245,509,500 245 .509_B00 231,345,400
102008 [PEMERINTAH DESA KUTOSARS E0.128.000 158,023.000 760.150.000 270,345,300 270.345.300 119.450,400
102002 [PEMERINTAH DESA NUSA RAYA 01128000 | 120286000 1 e 268,324,900 | 205,766,400
102003 |PEMERINTAH DESA NUISA TUNGGAL 602,128,000 105295000 | 847,373,000 ;Eallon | 27541300 295.749.200
1n.2|:-u-|. PEMERINTAH DESA NUSA BALI 502.128.000 174,126,000 == 776254000 | 255,376,200 EITEH0| 265504600
10.2005 |PEMERINTAH DESA NUSA BAKTI 502,128,000 151,552,000 - 751 6A0.000 245,000,000 245 004 000 | 263672000
10,2006 |PEMERINTAH DESA MLISA IAYA 502,126 000 143,206.000 " Jesamaooa | zazeoozoa|  ascaaoe| 26D 333600
10,2007 |PEMERINTAR DESA NUSA TENGGARA £02.128.000 154,360,000 B seamnooo | mesesaoo|  mME7eEE00| 262995200
10,2008 [PEMERINTAH DESA NUSA ASUNG 535.833.000 ' masme| 00 £74.135.000 219340500 215,340,500 ErARh I
10.3003 | PEMERINTAH DESA HUSA $AAJU 530919, |:0|3 167005 00 706,925,000 20577508 130877500 294,870,000
10| serang | 102010 PEMERINTAH DESA SENL MARGA 53939000 TR o maonn| Tk 40 s “pasinan
10,2011 |PEMERINTAH DESA KARANG SARI 602128000 58,596,000 700,726,000 228,217,800 228.237.500 _3as0A
102013 |PEMERINTAH DESA TRIKARYA 564,418,000 302,848,000 i " BE7.a6.000 314479800 | 314,479.500 118,326,400
10.2016 {PEMERINTAH DESA SUKA NEGARA Bmimcoal 17753000 _" 779655000 | 756396500 255,396 500 266.852.000
102017 |PEMERINTAH DESA KARANG IADI 539330000 154,130,000 - £33.550.000 228 m?m 226 B90.700 _ 236.187.600 |
10,3018 (FEMERINTAH DESA DADI REHD S "~ B02.129.000 212422, |:m 814,550,000 265,565,000 265, 515;.603 287,620,000
10.2018 |PEMERINTAH DESA GANTL WARND. §02.128.000 "159.315.000 761,443,000 248.232.500 148.232.500 264.977.200
10,2020 [PEMERINTAH DESA SINAR BAU 535,839,000 lasemicon | B E88.522.000 234556500 fAsSEG0D| 23940800
10,2021 |FEMERINTAH DESA SUMBER REID '539.839.000 173,506,000 = 713.745.000 732123500 B2.13.500 249238000
102022 |PEMERINTAH DESA RINGIN SARI 602,126,000 177,698,000 370,825,000 253,747,800 2m37a7.800 | 271330400
10,2023 | PEMERINTAN DESA KARYA MAIL “samgam0on | | §76.740.000 | T 716579000 232,573,700 732,574,700 250,631,800
11,7001 |PEMERINTAH DESA RATURAJA BUNGIN £02. 128,000 318528000 520,656,000 299,556,500 199,554,800 321,452,400 |
112002 |PEMERINTAH DESA THLANG BAWANS BA1L 128,000 157.144.000 s 785,272,000 256,581,600 256 531,600 276,106,800
112003 |PEMERNTAH DESASABAHLIOH 530,830,000 148.993.000 T £84.838.000 BLESLAX 231,851400 225.135.200
| BuwG 112004 [PEMERINTAH DESA NEGERI RATU 602,126,000 155,377,000 T 737505000 159,551,500 255,951,500 377602000
MAYANG | 112005 |PEMERINTAH DESA PERACAK 664,418,000 416051000 1.080,415.000 359.225.700 359,225.700 361967500 |
117006 [PEMERINTAH DESA NEGER! RATU BARL 02,128,000 215.075.000 317203000 265,560,900 265,860,500 285481200
112007 [PEMERINTAH DESA TUNAS PERACAX 602,128,000 154,354,000 056412000 311.223.6500 111.233.500 333.064.800
112008 [PEMERINTAH DESA SURABASK B0Z. 128,000 ] B42.515.000 176,244,500 76241500 296.326.000
12,2000 |PEMERINTAH DESA TANIUNG MAS 602,128,000 152,311,000 208 765.000 1.003,204.000 327,061,200 227061200 349.081.600
12.2002 |PEMERINTAH DESA TAMIUNG SARI 602 122000 187,415,000 789,543,000 268352 500 268,362900 252.817.200
125003 |PEMERINTAH DESA TEKD REJQ GO2.178.000 252,581,000 294 00,000 34,812,700 AD4.412,700 285883600
12.2004 |PEMERINTAH DESA SUMEER ASRI 602,128,000 104.361,000 B0E. 489,000 261,645,700 262 646.700 281,195,600
12,2005 | PEMERINTAH DESA SUIKA MAIL 502,128,000 aoaatooa| 1.022.353.000 337.307.700 337.300.700 | 347,743,600
12.2006 |PEMERINTAH DESA SRIKATON TEIO00 | 150.693.000 B77.400.000 286,620,000 286.£10,000 304150000
127007 |PEMERINTAH DESA LIMAR SARI B2 128,000 148,540,000 ] 745,068,000 248520400 284 520400 260,027.100
| 122008 |PEMERINTAH DESA SUMBER HARHD 564,418,000 205,763,000 A70.181,000 183,554,300 283 554.300 J03A0TLALU
122009 [PEMERINTAH DESA SUMBER MULYD £6+4 41B.000 189.957.000 e 864.375.000 704412500 294412500 275.550.000
12.2010 [PEMERINTAH DESA KARANG TENGAH 602.128.000 140.564.000 742.692.000 252,507,500 252.507.600 237675800
122011 [PEMERINTAN DESA RANGLUN HARIO £07,178.000 108.442.000 208.765,000 915,335.000 301 900,500 301.900.500 315.534.000
12.2012 |PEMERINTAH DESATAMBAK BOYD E64,418.000 | 250,736,000 208 765.000 1.163.919.000 375.775.700 379.775.700 #04,357 500
122013 |PEMERINTAH DESA PENGANCONAN 533,834,000 333,155,000 208,765,000 1.051.763.000 356,028.500 356,028,900 §.705.200
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12,2014 |PEMEAINTAH DESA READ DADI £02.128 000 147,505,000 208,765,000 5. 308 000 318, i;|19:.nu 13, n19.4|:-:| 320.359 00
12 | BUAY MADANG _'1:.2&&'5 PEMERINTAH DESA SUFUHﬁ:_ﬂJU 502.128.000 143582000 i T - MEL0000| MBI 13311:0 | o ;35113.[::0 i 199, u-um
TIMURA 13,2016 [PEMERINTAH DESA SUMEDANG SARI 535.839.000 113405000 §53.244.000 T a3aTaam | 213,973,300 _zg_iiﬁtf
112017 |PEMERINTAH DESA ROWODADI e02138000| 148187000 750,315,000 245,63.500 245,634,500
112018 |PEMERINTAH DESA SUKODADI s1o83aro0 | 0 153817000 208.765.000 902521000 795,056,300 195,056,300
122019 |f PEMERINTAH DESA KUMPUL REID 539,639,000 104,035,000 647,675 900 212362 500 Ti12361800 72315
1555& PEMEAINTAH DESA METRG REID 539,839,000 163435000 | 208.765.000 $12.035.000 298,811,700 TR BLLT00 314.015.600
123001 [PEMEAINTAHDESAKEDL 539,639,000 157.211.000 | ' £97.050,000 131,615,000 131615.000 233820000
13,2022 |PEMERINTAN DESA KEDUNG REG ~ semeom|  seedoe| sor2ssoo0|  aaenisa WLETISO0| 303458000
12.2023 |PEMERINTAH DESA BANYUMAS ASRI o samomo|  1sanmoo| S07.972.000 WOSIEGD0 | 300576E00 | 301.768.800
12.2024 |PEMERINTAH DESA GUMLX REID 539 439,000 143,783,000 §E3.522.000 228,486,600 226486600 226 BAB.ADG |
12.2025 | PEMERINTAH DESA TANIUNG MULTA 539.839.000 140,376,000 = B B&0.215.000 236,564,500 | 226,564,500 2. I:Ilﬁ{m
17 2026 |PEMERINTAH DESA RAMAN AGUNG 539,539,000 asgmsooa| 000 108,765,000 980,503,000 318,177,500 324177800 336237200
12,2027 | FEMERINTAH DEGA BUXIT WAS 539.338.000 |  215.304.000 T 755,147,000 248,044,100 249,044,100 257.058.800
12.7026 |PEMERINTAH O nm'mmuum.-sumﬁ 530,239,000 138,446,000 208,765 000 _Tu.usn ngu' 792.515.0M 77515000  303.020000
122029 | PEMERINTAH DESA BERASAN MULYA e Eﬂlﬂ.ﬂm _'__1-_11.13?.um [ e = 743,385, :m 242785500 242,785,500 157714, um
12,1030 [PEMERINTAH DESA SUMBER TANI 539,538,000 137,170,000 e nepom 298,290,400 228,750,400 730,387,200
13 2001 |PEMEAINTAH DESA BANDING AGUNG 539,835,000 269,315.000 BLra, 164,000 TR, TA5 300 17R.745.100 15‘1 65,600
13 ju:lz PEMERINTAM DESA NIKAN 71732000 105,688,000 | 917,315,000 330,995,700 330,935.700 255,327,500
132003 |PEMERINTAH DESA SUIRABAYA 342000 e B36.350,000 276.105.000 276,108,000 254,180,000 |
132004 | PEMERINTAH DESA WANA BAKTI 00| 3_12_:!15 T 'gamgnm 371529900 122.929.00 340,573,200 |
13 |MADANG SURU| 13,2005 [PEMERINTAH DESA BATU MARTA VI T EBAA1B.000 wraroo | - £61.635.000 180,790,500  ZBT90500 304,054,000
] 13,3006 |PEMERINTAH DESA KARYA MAKMLIR 02122000 230,523,000 832.751.000 180.525.300 2B2.525.300 Ei?ﬂﬂ-‘m
132007 | PEMERINTAH DESA BINA AMARTA 564.412.000 226,955,000 N 851.413.000 29973900 T 183823500 | 311865, EDﬂ-
133000 |PEMERINTAN DESASURADAMAL 602128000 |  250428.000 208,765,000 1061321000 | 353 396,300 163 396,300 amnﬂﬂﬁ
13,2008 JPEMERINTAH DESA BATLY MARTA X 602,128,000 302.225.000 5~|:|4.35.3 .:m 254,705,500 284.705.300 314 541,200
13,2010 |PEMERINTA DESA MARTA Y IAYA 533,039,000 302.263,000 T 223,102,000 | 272530600 274,530,600 104,040,800
14.2001 | FEMERINTAH DESA TANILING KUKUH B0, 128,000 108.218.000 810347000 796,504,100 196,504,100 317,318800
143002 |PEMERINTAH DESA BETURG i B0ZIZA000 | 390330000 - 993 45E.CO0 323.237.400 37400 | 34608300 |
34,3000 | PEMERINTAN DESA TAMILNG MAS 532.833.000 151631000 $21.670.000 267,200,000 267.200.000 | 287,268,000
14,7004 |PEMEAINTAH DESA MENANGA BESAR B0 128.000 450,047,000 - 1.052,175.000 381 B52 500 351,652,500 348,870,000
| 142005 |PEMERINTAN DESA MENANGA TENGAN 654 418000 478,245,000 1.144 253,000 372.078.900 372.078.900 400.105.200
1 | SEMENDAWSA) | 143006 PEMERINTAH DESA ADU MANIS  s9Emond 733552000 773751000 751937.300 251.537.300 269,916,400
BARAT 14,2007 |PEMERINTAH DESA SUKA NESERI BOL12B.000 251,957.000 854.CR5.000 181435500 2B1,425.500 251,234,000
14,2008 |PEMERINTAH DESA KANGKUNG 02128000 211,835,000 823.564.000 | 168,789,200 268.769.100 236365600
14,2009 |PEMERINTAH DESA 5AI TANIUNG 530.839.000 263,323,000 A0.162.000 265248500 265.248.600 278,664.800 |
14,2010 |PEFERINTAN DESA KANGKUNG ILIR 539,835,000 264,052,000 R03.931.000 90679300 250,679,300 223572400
14,2011 |PEMERINTAH DESA BETUNG TIMUR 539,939,000 265,155,000 §04.984,000 764,598,200 264,558,700 275.197.500
14,2002 |PEMERINTAH DESA MENANGA SARI 535,835,000 15,090,000 ?ﬂﬁﬁ 245,378,700 245 37H, 700 I64.171.600
152001 FEHENNTMFEHKQWG MELAT] 502,128,000 173,125,000 T5.253.000 252,375,900 ¥51.375.800 270501, 200
" 15.2002 | FEMERINTAH DESA KARANG MEHIAHGAN 502,178,000 283 665,000 BES, 757,000 ZRB235100 | 26,239,100 309 318.800
15.2003 | PEMERINTAH DESA KARANG ANTAR U2, 17,000 217.456.000 - £19.584.000 267475200 267475200 284653500
15.2004 |PEMERRNTAH DESA TULUNG HARAPAN GOZIZEDOD|  252.480.000 208,765,000 1.063.373.000 345,011,500 ME01L900 | 371.345.100
15.2005 | PEMERSNTAH DESA OTA TAKAH 02,126,000 190,812,000 792040000 260,302,000 260,382,000 272.176,000
15,2006 |PEMERINTAH DESA NIRWANS 802,138,000 453 464,000 1.060,592.000 355,577,600 359,577,600 341436800
[ 152007 [PEMERINTAN DESA BRUNAI MULIA E02.12R 000 304 562,000 B | 06,680,000 295.407.000 195.407.000 315.B76.000 |




NO | KECAMATAN | KOBE NAMA DEIA ALOKAG| DASAR | ALOYASI FORMELLA :F'ﬁ:;!‘;l S ] TOTAL Tahap1 TakapH Tahap 1l
i) 12 i i) i i) [} ] 101 ] 113
15.2008 [PEMERINTAH DESA KOTA MULYA 535,433,000 153.790.000 | 108.765.000 502,395 006 02,218,500 2 118500 267.358.000
—— T PEMERINTA DESA BUNGEN JAYA 535,618,000 177.220.000 T 208,765,000 | B5.624,000 109.247.200 _ wranen|
L Ry 152010 |PEMERINTAM DESA DURNAI JAYA ~ simmngo0 195,180,000 735,019,000 243,005,700 | = 243,007 500
15.2001 'PEMEFIIHT.RH DESA MULIA JAYA GOZ.12B.000 52,395,000 854,523,000 277,556,900 2094509200
15,2012 [PEMERINTAH DES MELATI Java " BOZ.126, GO0 180,747,000 20B.765.000 991,540,000 326941000 3I3L656.000
15.2013 [PEMERINTAH DESA KARANG MULYA 602.128.000 167 36,000 769,964,000 T 257.989.200 257.383.200 253,385 500
15,2014 |PEMEAINTAH DESA WANASAR) F0.128,000 147,355,000 143,487,000 350,046,100 150,046, 100 249,395 800
16,2015 |PEMEAINTAH DESA HARAPAN JATA 539.839.000 152.154.000 Ea1 473000 5591900 | 125 591,900 240759, 200
152016 |PEMERINTAH DESA MELATI AGURG T 2128000 208436000 | etosaamcal| 265 5A7,200 265.687.200 279,745,600 |
| 152017 [PEMERINTAH DESA WANA MAXMUR 502.128.000 | Y 5153000 |  277.061.400 277,061,400 297415200
15,2018 [PEMERINTAH DESA BAWANG TIKAR 539.835.000 2 | rmsawseos|  zmaosiw 2eI05700|  245.607.600
152019 |FEMERINTAH DESA KARYA BAKT] 539838000 | 236.970.000 T76.609,000 256,442 700 156.442.700 163523 60
| 16,2001 |PEMERINTAH DESA JAYAPURA E02. 128,000 316,618,000 T 765,000 1127511000 357.053.300 367.053.300 353,404,400
162002 |PEMERINTAN DESA BUNGA MAYANG £02.128.000 170,176,000 772.304.000 11451200 | 2sLeInza| 269321600
16,2003 [PEMERINTAH DESA WAY SALAK | smmmpin|  as7se0m | 797.434.000  261.730.200 761730200 173973600
16| iavasuma | 192004 |PEMERINTAM DESA MENDAH s e B54.418.000 511.230.000 LiTssseoo0 | amosiaon|  4iseeasmo 445.459.200
16,3008 |PEMERINTAM DESA TUMUAYA £12.128,000 307.351.000 4G 47,0 296,243,700 316991600
16,2006 |PEMERINTAH DESA CONDONG £02.128.000 2ea3m000 | £51.520.000 377,056,000 277,056,000 707, 408000
16,2007 FEMERINTAH DESA PERACAK JATA 602.128.000 255 GOL000 R67.720-000 J2AI00|  wezewsgon| | 302081600
16.2008 |FEMERINTAH DESA KAMBANG 539,835,000 184,925,000 708.765.000 Tga30sz000| 0 31081560 T 3auR15.600 32LAZ0E0M
17,2001 |PEMEAINTAH DESA REJOSARI 502,128,000 147.183.000 208,755.000 358,076,000 314,422,800 314,422 800 329230400
17.2002 [PEMERINTAN nm 5||:u;| REID - B02.128.000 209.417.000 254163500 264.163.500 253 218.000
E_E;IE PEMERHTAH DESA BANIAR RESO 539,839,000 173,621,000 208.765.000 | 313.657.500 312,667,500 296 A20.000
172004 {PEMERINTAR DESA PANCA TUNGGAL §02.128.000 | [T 208,765,000 po;ean | waman| 30302400
17.2005 |PEMERINTAH DESA MARGA KOYD 535.439.000 | 225.398.000 = | 252.971.100 352871100 259394800
17.9006 |PEMERINTAH DESA SUMBER AGUNG 602,128,000 164.563,000 ) TE6.711.000 " 24,813,300 243,813,300 267.084.400
17 | BELITANG 1aYA| 17.2007 |PEMERINTAH DESA KARSA JAYA 02.126.000 | 118.877.000 208,765,000 90770000 30263000 weanooo | 325508000
17.2008 |PEMERINTAH DESA WINDUSARI - 539833000 176,688,000 L= 716.527.000 232,556,100 ‘131558100 250.610.800 |
17,2009 [PEMERINTAH DESA KARYA MAXMUR 602,128,000 164,032,000 = 766,160,000 149,648,000 145,643,000 266.854.000
17,2010 |PEMERINTAH DESAGIRIMULYD 533 230,000 wazsson| 724,082,000 1IEATI600 216.127.600 251.236.800 |
17.2011 |PEMERINTAH DESA MAGUGONDO 539.539,000 151,208,000 651,645,000 225,453,500 175493500 240,658,000
17,2012 |PEMERINTAH DESA ARGOMULYD 539,839,000 172 354,000 712.153,000 235,157,800 236,157,500 235.877.200 |
17.2003 |PEMERINTAH DESA REIDSARI JAYA 539,839,000 161,740,000 TOL575.000 2284700 | 218,473,700 a4 EILEN
18,2001 |PEMERINTAH DESA TUGL MULYD 664,418,000 345,065,000 1.009.483.000 132544900 322 544900 244,393,200
18.2002 |PEMERINTAH DESH BANGSA NEGARA 502,178,000 237.882.000 830,010,000 T76.003.000 176003000 278.004,000
182003 |PEMERINTAH DESA TUGL HARUM 726,707.000 254.008.000 90715000 | 329,314,500 325,314,500 322.086.000
1EZ004. |PEMERINTAH DESA TULUS AYL 664,410,000 127.377.000 208.765.000 1.000.560.000 326,268,000 326.268.000 348,024.000
18.2005 |PEMERINTAH DESA YOSOWINANGUN 507,128,000 ssag00| BOE.072.000 263.121 600 163,121 600 281 528,800
18,2006 |FEMERINTAH DESA KARANG BINANGUN £02.128.000 203,697,000 B0S, £25.000 262447500 ZELANT.500 280.530.000
18,2007 |FEMERINTAH DESA JAT! MULYOD | B02.128.000 230,876,000 208,765,000 1,043, 765,000 341,930,700 1 B3n7e0 365,507.600 |
43| BeLmANG | 182008 [PEMERINTAH DESA PANDAN SARI I BO2.178.000 150636000 - T Hef14,000 291634200 ~amLeuan | 297525600
MADANG RAYA| 13,2009 |PEMERIBTAH DESA PELITA 1aYA 602,138,000 121,097.000 823.225.000 270357500 70367500 TETAHO0H
15:2000 |PEMERINTAH DESA MEKAR JAYA 535,830 000 172,153,000 711592000 1IL587.500 131.587.600 248,796,600
18,2011 |PEMERINTAH DESA LULIK HARID GEAdlEt00 | 23054000 854,672,000 33180162 251, 501600 311.068,800
18,2012 |PEMERINTAH DESA TANAH MERAH 726.707.000 385.354.000 112,101,000 361.530.300 351.530.300 389.040.400
18.2043 [PEMERINTAH DESA RANTAL JAYA 664.418.000 251566 000 918.384.000 204.315.200 304,315,200 309. 753600
16.2004 | PEMERINTAH DESA TESING SAR| MULYA 538,839,000 - 215.792.000 755.631.000 245,589,300 245.589.300 154.452.400
182015 | PEMERINTAH DESA MARGA CINTA £02 172000 assaamo | | 757.275.000 248,782,500 TABJEL500 755,710,000
16.2016 |FEMERINTAM DESA KARANG BINANGUHN I E0Z.128.000 166,620,000 768,748,000 750,424,400 250,424,400 267,595,200




nO | KECAMATAN | RODE NAMA DENA ALOKASIDASAR | ALOKASIFORMULS A":'::::;I ALCKASH KINERM TOTAL Tahapl Tahapl Tahap Ili
] 12) [ T 51 i) il ) [31-E51e B i) [T, i) 114
19,2001 [PEMERINTAH DESA SASI GUNA 539.439.000 93,543,000 R 765,00 B43.147.000 274,249 100 274.244.100 203,638,800
19.200% [PEMERINTAH DESA SIDO WALUYD 539,439,000 114.205.000 OB 765,000 £62,809.000 280.442.700 260.442.700 301923500
192003 |PEMERINTAH DESA SUEIH WARAS C si9Ba0on 140725000 208765000 503000 | 8475700 * 384 730700 269731600
19.2004 |PEMERINTAH DESA REID SARI 602,128,000 148 545,000 209,755.000 955,430,000 32151759 17131700 335.175.600
19.2005 |PEMERINTAH DESA PETANGGAN £02.128.000 B0.212.000 £32.340.000 212.702.000 222,702,000 236.935.000
1o | EELTANG 191006 |PEMESINTAH DESA FURWODAD! 5,418,000 156,366,000 204, 765,000 1,041 564,000 133490700 339,470,700 163.627.600
MALILYA 192007 [PEMEAINTAH DESA SR MULYS £64.418.000 141.802.000 208,765,000 1.014.585.000 330,555,500 330,555,500 L1700
19,2008 {PEMERINTAH DESA LLAK SUNTAR £02.126.000 275.304.000 208 765,000 1,086,197.000 353.759.100 353.759.100 378579800
19.2009 {PEMEAINTAM DESA SRIBUDAYA 535,435,000 205,042,000 7440, 881000 241 264 300 203264300 253,352,400
19,3010 |PEMERINTAM DESA SUSDHARID 535,819,000 138,666,000 | 208,765,000 EB7.270.000 288 581000 280.5BL000 " 308208000
192011 |PEMERINTAH DESA TULUNG SARI B02.128 000 123,965,000 208,765,000 | 534.B58.000 304.757.400 304.757.400 | 35.303.200
193012 [PEMERINTAH DESA MULYA SAR] 477,550,600 123,675,000 208, 765,00 09,590,000 | 274,087,000 " 374,497,000 260,996 000
202001 [PEMERNTAH DESA 5RI BUNGA 502.128.000 354,504 000 20% 765,004 1.165.797.000 379.439.100 173,433,100 406916400
20,2002 [FEMERINTAH BESA ANYAR | smamomn| 218215000 ' CmeMIp0| 26702500 267.402.500 201.537.200
st penuka | 29205 PEMERINTAH DESA PANDAN SARI I 53,830 00 275,156,000 B15.995.000 265.458.500 2'55.-196 500 | 204.590.000
1 Bapesbirpesym 202008 (PEMERINTAH DESARAWASARI e | 749.533.000 143.753.900 Ma7sas| mimam
20,2005 |PEMERINTAH DESA SURYA MENANG BB T 72785500 237.256.500 237256500 253342.000
20,2006 w8765000|  1374286000|  aa7mes00| 41470680 454,942,400
202007 |PEMERINTAH DESA Sal LILA 1 iposimpoo| | _spcmmEond 326,750,400 G
1UMLAH 180.534.641.000 65502572000 |  105.588.000 9,603.150.000 256.846.051.000 | /7 N.nﬁmm B7.212.384,000




Lampican 1l

Peraturan Bupati Ogan Komering Ul Timur
Momor -2 Tahun 2023
Tanggal : 16 Januar 2023

FORMAT LAPORAN KONVERGENS! PENCEGAHAN STUNTING TK. DESA

LAPORAN KONVERGENS! PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA

TERMADAP BASARAN 1,000 HARI PERTANA KEHIDUPAN (HPK)
HABUPATEN MECAMATAN
DESA : _ TAHUN
ABEL |, JUMUAH SASARAN 1000 HPX (18U HAMEL DAN ANAK 8-23 BULAN) s
JUMLAH TOTAL T HAMIL, ANAF.0 - 73 BULAN
SASARAN RUMAH TANGGA GLZI KURANG!
1,000 HPX TOuAL el e Gl BURLKISTUNTING
JUMLAR
TABEL 2 HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBLHAN (DETEKS DINI STUNTING)
— JUMLAH TOTAL HLAL KUNING MERAH
AMAK LISIA D - 23 BULAN (NIORMAL) {RESHO STUNTING) (TERINTREAS: STUNTING]
JUMLAH
TABEL 3, KELENGKAPAN RONVERGENS! PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1,000 HPK
SASARAN IHINKATOR JUEAH %
1 |PERSSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN
2 [MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 50 HAR)
3 |IBU BERSALIN MENDAPAT PELAYANAN PEWERIKSAAN NIFAS 3 KALI
i 4 [MENGRLITI KONSELING GIZWLELAS 15U MENIMAL 4 KALI
"5 [1BL FRAMIL (KEK/REST]) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN
§ [RUMAN TANGGA IBU HAMIL MEWILII AKSES ARUINDMAMAN
7 [RUMAH TANGGA 1B HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK -
B |MEMILIK) JAMINAN KESEHATAN
1 [ANAK LISIA <12 BULAN MENDAPAT (MUNISAS] DASAR LENGIAP
3 |DITMEANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN = = ———
3 PAMJANGTING BADAN 7 KALI DALAM SETAHUN
g | ¥ [PRANG TUAPENGASUN MENGIKUTI KONSELING Gzt BULANAN LARHLAKL | TOTAL
£-23 BULAN 5 |KUMJUNGAN RUMAH BAG ANAK (i2) BURLIOKURANGSTUNTING - ) -
(B2TAHUN) |G TRUMAH TANGGA 0- 2 TH MEMILIKI AKGES ARMINM AMAN — -
7 |RUMAH TANGGA 01 - 2 TH MEMBLIK JAMBAN LAYAK
B [ANAK.D-2 TH JAMINAN RESEFATAN
§ JANAK D2 TH BULAN AKTA LAHIR
e e e
10 [ORANG TUAPENGASUN MENGIKLIT] PARENTING BULANAN [FALD)
ANAK
25 TAHUN 1 JANAK >2.5 TAHUN AKTIF DAL AM KEGIATAN PALID MINIMAL 5%
TABEL 4 TINGKAT KONVERGENS! DEEA
NG TASARAN JUMLAH INDIEATOR
TG DT T — TIREHAT KONVERGENSI
1 [IBU HAMIL 2
2 |AMAK 073 BULAN
TOTAL TINGHAT KONVERGENT! DEZA
TABEL 5 PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING —
NO BIDARGKEGIATAN TOTAL ALOKAS] DANA KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING
1 _|MOANG PEMBANGUNAN DESA ALOKASI DANA % (PERSEH)
2_|BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT




Menimbang

Mengingat

Lampiranill PeraturanBupatiOganKomeringUluTimur
Nomor : 2 Tahun 2023
Tanggal : 16 lanuari 2023

KEPALA DESA. . . ..
KECAMATAN .. ...
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

PERATURAN KEPALADESA . .. ..
NOMOR ....... TAHUN 2022

TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
( BLT-DANA DESA |
KEPADA KELUARGA MISKIN TAHUN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALADESA . ....

: a. Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan
Dana Desa Tahun 2023, Dana Desa ditentukan penggunaannya
untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desadalam mendukung
percepatan penghapusankemiskinan ekstrim paling banyak 25%

(dua puluh lima persen) dari total pagu Dana Desa setiap Desa.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a diatas, maka perlu menyusun dan menetapkan
PeraturanKepala Desa tentang penetapan keluarga penerima

manfaat BLT Desa Tahun 2023.

: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6321);




Menetapkan

10.

& &

12.

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomeor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomer 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang
Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1037);

Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
2138);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang
Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 /PMK.07 /2022 tentang
Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 1295);

Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 85
Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati dalam
Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Timur Tahun 2019 Nomor 85);

Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 47Tahun
2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ogan
Komering Ulu Timur Nomor 70 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Timur Tahun 2022 Nomor 47);

Peraturan Desa .......... Nomor ...... Tahun 2022 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembar Desa
Tahun 2022 Nomor ....)

MEMUTUSKAN :

: PENETAPAN KELUARGA SASARAN PENERIMA MANFAAT BANTUAN

LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT DESA).




BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

10.

12,

12.

13:

14.

Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagal unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdas‘fa;kan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia di Daerah.

Kepala Desa adalah Kepala Desa . . . ..

Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang
ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati
bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh
Kepala Desa dan bersifat megatur.

Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan
Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat
yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk
menyepakati hal yang bersifat strategis.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut
APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa
yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Dcsa dan
Radan Permusvawaratan Desa dan ditetankan dengan Peratuiran
Desa,

Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah
rckcning tempat menyimpan uang pemcnntahan Udsa yaing
menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk
membayar scluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa
yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan
secbagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan
tugas sebagai koordinator PPKD.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian
bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana
Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui
musyawarah desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam
neraturan perundane-undangarn.

Keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang
selanjutnya disebut keluarga Penerima manfaat BLT Decsa adalah

1 .
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ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa untuk berhak
menerima BLT Desa.




BAB I
SASARAN PENERIMA MAN FAAT
BLT DESA
Pasal 2

BLT Desa diberikan kepada keluarga miskin ekstrim sebagai sasaran
penerima manfaat.

Pasal 3

Ketentuan sasaran penerima manfaat BLT Desa sebagaimana
dimaksud pada pasal 2 meliputi :

a.

Keluarga miskin ekstrem dengan mengacu pada Data Tunggal

Kese?arﬁtcraan Sosial (DTKS) dan/atau Daftar Rumah Tangga

Kemiskinan Ekstrem; .

Keluarga miskin ekstrem Yyang tidak p;rnah mendapatk_an

dan/atau terdaftar sebagai saranan pencrima manfaat Jaring

Pengaman Sosial (JPS), seperti Program Keluarga_l—larapan (PKH),

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Prakerja (KP), bantuan

JPS lainnya; ‘

Keluarga miskin ekstrem antara lain:

1. keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan, dan
diutamakan untuk keluarga miskin ekstrem; _

2. keluarga yang terdapat anggota keluarga rentan sakit
menahun/kronis; . .

3. keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia;
dan/atau

4, keluarga yang terdapat anggota keluarga difabel.

Pasal 4

Penetapan nama-nama keluarga miskin ekstrem sasaran penerima
manfaat BLT Desa dituangkan dalam lampiran yang menjadi bagian
tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

(1)
(2)

(3)

(4)

BAB III
PENYALURAN BLT DESA

Pasal 5
Penyaluran BLTDesa diberikan selama kurun waktu 12 (bulan)
bulan sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2023;
Penyaluran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) diberikan setiap
bulan; dan
Penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (2] diberikan secara
langsung{cash) /Transper kepada penerima manfaat.
Untuk keperluan pelaksanaan pemberian BLT-Dana Desa,
Pemerintah Desa wajib menganggarkan dalam APB Desa.

BAB IV
PENDATAAN DAN PENETAPAN DATA
KELUARGA MISKIN
Pasal 6

(1) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan pemberian BLT-DD

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf ¢ tepat sasaran,
dilakukan pendataan keluarga miskin.

(2) Pendataan sasaran keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan oleh :
a. Relawan Desa Lawan COVID-19;




(3)

(4)

b. Terfokus mulai RT, RW dan Desa; _
Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2] dibahas
dan disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus dengan agenda
tunggal validasi dan finalisasi data.

Kesepakatan data finalisasi hasil Musyawarah Desa Khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita
Acara dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 7

(1) Oleh Kepala Desa, dokumen Peraturan Kepala Desa disampaikan

kepada Camat untuk mendapatkan pengesahan/mengetahui atas
nama Bupati.

(2) Berdasarkan data hasil Musyawarah Desa khusus yang telah

(1)
(2)

(3)

(4)
(3)

(1)

(2)

ditetapkan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat 4 dan disahkan/diketahui oleh Camat atas nama Bupati
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Data Penerima BLT-
Dana Desa Tahun 2023 adalah sebagaimana dalam lampiran I
yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala

Desa ini.

BAB V
PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

BLT-Dana Desa dicairkan sesuai ketentuan yang berlaku setelah
Desa menerima penyaluran Dana Desa di RKD setiap bulan.
BLT-Dana Desa yang sudah disalurkan/dibayarkan kepada
Keluarga miskin dilakukan secara tunai (cast ) atau Transper.
Untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Calon
Penerima BLT-Dana Desa menyiapkan :

a. Foto copy KTP dan KK yang bersangkutan dan/atau

b. Surat keterangan lainya sesuai ketentuan yang berlaku.
Setelah  bantuan  diterima, Penerima BLT-Dana Desa
menandatangai bukti penerimaan untuk pertanggungjawaan
Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Dcsa
termasuk pelaksanaan penyaluran/pembayaran BLT-Dana Desa.

BAB VI
PELAPORAN
Pasal 9

Kepala Desa melaporkan pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa

kepada Bupati Cq. Camat, dan selanjutnya Camat menyampaikan

arsip laporan tersebut kepada Kepala Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui Kepala Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan

Komering Ulu Timur.

Laporan pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Mclakukan perckaman jumlah keluarga penerima manfaat
setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk
penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu: dan.

b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan
bulan keduabelas untuk masing-masing bulan disalurkan
sefelah melakukan perekaman atan realisasi jumlah kehuarga
penerima manfaat bulan sebelumnya.,




(3) Laporan pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan menggunakan
format sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 10

(1) Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan kegiatan BLT-
Dana Desa dilakukan monitoring dan evaluasi.

(2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh:
a. Badan Permusyawaratan Desa;
b. Camat; dan
c. Inspektorat Kabupaten.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 7
Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa

..............

Pada tanggal : Desember 2022
KepalaDesa. . . ..
Diundangkan di Desa. . . ..
Pada tanggal Desember 2022
Sekretaris Desa. . . ..
BERITA DESA. . ... TAHUN 2032 NOMOR...........
Mengesahkan/Mengetahui,

a.n Bupati Ogan Komering Ulu Timur




Lampiran IV : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur

PEMERINTAH KABUPATEN OKU TIMUR

LEMBAR EVALUASI APB DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

Nomor 2 Tahun 2023
Tanggal : 16 Januari 2023

Kabupaten/Kota : KABUPATEN OKU TIMUR
Kecamatan : KECAMATAN ...............
Desa . PEMERINTAH DESA ................
Kesesuaian ;
No. Aspek/ Komponen Periksa Alat Verifikasi Keterangan
Ya Tidak
1 AspekAdministrasi dan Legalitas
1.1 | Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa Ceklist Kelengkapan Dokumen
secara lengkap
1.2 | Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APB Desa atau Keputusan hasil Musyawarah BPD Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati
Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa dilakukan tepat Pembahasan dan Penyepakatan Perdes bersama. Perdes tentang APB Desa/Perdes tentang
WK tentang APB Desa/Perubahan APB Desa Perubahan APB Desa harus diajuke!n Repad_a
(lihat tanggal keputusan) BupatifWalikota atau camat untuk dievaluasi
1.3 Keputusan hasil Musyawarah BPD Berdasarkan Permendagri mengenai BPD

ABakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang
APB Desal Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa

Pembahasan dan Penyepakatan Perdes
tentang APB Desa/Perubahan APB Desa

(lihat Berita Acara Hasil Musyawarah)

Kesimpulan Aspek Administrasi dan Legalitas .




Kesesuaian

No. Aspek/ Komponen Periksa Alat Verifikasi Keterangan
Ya Tidak

2 Aspek Kebijakan dan Struktur APB Desa/Perubahan APB Desa

21 Umum

211 | Apakah Rancangan Perdes tentang APBDes/Perubahan APB Desa RKP Desa atau RKPDesa
disusun berdasarkan RKPDesa/RKPDesa Perubahan tahun Perubahan tahun berkenaan.
berkenaan

212 | Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan
peraturan Perundang-undangan

22 Pendapatan

2.21 | Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis,

222 | Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Perdes terkait PADesa (misal Perdes
Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan tentang Pungutan, dil)
secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa

2273 | Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dani Dana Perbup/Perwali tentang penetapan
Transfer rasional dan realistis alokasi dan transper kedesa misalnya

ADD, Dana Desa dll.

2.3 Belanja

231 | Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan
peraturan Perundang- undangan

9239 | Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan PerbupfPerwali tentang Daftar

Desa

Inventarisasi Kewenangan Desa




No.

Aspek/ Komponen Periksa

Kesesualan

Ya Tidak

Alat Verifikasi

Keterangan

233

Apakah ada program/kegialan yang dilakukan lebih dari 1 (satu)
tahun anggaran (multiyears).

234

Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa paling
banyak 30% dipergunakan untuk :

1. siltap dan tunjangan Kades dan perangkat Desa;

2. operasional pemenintahan Desa;

3. tunjangan dan operasional BPFD

4. insentif rukun tetangga dan rukun warga.

235

Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat
Desa sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati\Walikota.

Peraturan Bupati tentang ADD atau
Perbup tentang Penetapan Siltap
Kepala Desa dan Perangkat Desa

236

Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta
insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam
peraturan BupatiWalikota

Peraturan Bupati tentang ADD atau
Perbup tentang Penetapan Siltap
Kepala Desa dan Perangkal Desa

237

Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena
telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis
{Standar Harga)

Standar Harga yang ditetapkan oleh
Kabupaten/Kota

2.4

Pembiayaan

241

Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan
peraturan Perundang- undangan yang berlaku.

24.2

Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan
Dana Cadangan

243

Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan
Peraturan Desa

Peraturan Desa tentang Dana
Cadangan




Kesesuaian

No. Aspek/ Komponen Periksa Alat Verifikasi
p P Ya Tidak Keterangan
244 | Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan
modal pada BUMDes
245 | Apakah penyertaan modal pada BUMDes, telah sesuai dengan Peraturan Desa tentang
peraturan perundang- undangan dan ditetapkan melalui Pembentukan BUMDes dan hasil
Peraturan Desa dan memenuhi nilal kelayakan usaha. analisa kelayakan usaha.

246 | Padaevaluasi Perubahan APB Desa, pada pos penerimaan
pembiayaan terdapat SilPA tahun anggaran sebelumnya.

247 | Padaevaluasi Perubahan APB Desa, apakah SilPA tahun
sebelumnya telah digunakan seluruhnya.

Kesimpulan Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa

Evaluasi dilakukan tanggal Ketua Tim Evaluasi,
Hasil Evaluasi - E Diteruskan untuk Disetujui BupatiWalikota R 3 st
Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa NIP =




PEMERINTAH KABUPATEN OKU TIMUR Lampiran VW * Paeraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur
From Evaluasi : PP 43 Tahun 2014 Pazal 100 (b) Momer : 2 tahun 2023

Tanggal @ 16 januari 2023

EVALUAS| KOMPOSIS| BELANJA APEDESA

PEMERINTAH DESA ......cc.covarnminnn
TAHUN ANGGARAN 2023
STATUS APBDES : AWALPERUBAHAN
Total Belanja Belanja Operasional Belanja Non Operasional
Kode Jenis Belanja z
Rupiah Rupiah % Rupiah %
5.1 Belanja Pegawai 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
52 Belanja Barang dan Jaza 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
53 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Batas Maksimal Biaya Operasional adalah 30% dari Tofa! Belsnjs Desa Komposisi Belanja Operastonal 0,00
Koempaosisi Belanja Non Operasional 0,00
Tim Evaluasi AFBDesa,
Paraf T e Y Paraf [E o s e e Paraf
Mama it e . Mama e L= MNama
NIP A e G e HIP O A W MIP
Simpulan Hasil Evaluasi : Ruang catatan untuk evalualor APBDesE

[] Diteruskan untuk Disetujui Bupatiialikota

[ ] Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa




Lampiran VI : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur
Nomor : 2 Tahun 2023
Tanggal : 16 Januari 2023

Contoh Format Permohonan Pencairan Dana Desa untuk anggaran Lanjutan (DPAL) atau Tahap |

Nomor
Lampiran
Perihal

KOP PEMERINTAH DESA

Kepada
: 800/ E— Yth. Bapak Bupati OKU Timur
: 1 (Satu) Bendel. Cq. CAMAT wanmana
: Permohonan Pencairan Dana Desa (DDS) :Iah. OKU Timur
untuk Anggaran Lanjutan (DPAL) ! U
atau Tahap..... Desa.......
RBE: asinanmmsi
Berdasarkan Peraturan Bupati OKU Timur Nomor .........cce.e.. Tahun .......tanggal
........... tentang.......cevercernimmneD@na  Desa (DDS) kepada Pemerintah Desa se
Kabupaten OKU Timur Tahun Anggaran ............. , bersama ini kami mengajukan Pencairan
Dana Desa (DDS) untuk Anggaran Lanjutan (DPAL) atau Tahap.......sesuai kebutuhan
Sebesar Rp: ioria s | P dengan huruf .......... ) tahun Anggaran 20......untuk :
Desa
Necamabaly |5 ittt s v ase

Dengan rincian penggunaan sesuai kebutuhan setiap Kegiatan sebagai berikut ;

kode Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Jumlah Ket.
o1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
01 01 Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional
Pemerintahan Desa
o101 04 Keg. Penyediaan Pemerintahan Desa
01 02 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
0102 01 Keg. Penyediaan Sarana (Aset) Perkantoran/Pemerintahan
[ S T —
iﬂl Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
02 01 Sub Bldang Pendidikan

02 '01'01 Keg. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah non
Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)

03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
03 01 Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat

03 01 01 Pengadaan,’PanwlenEgaman Pos Keamanan Desa 3

1] Bidang Pemberdayaan Masyarakat
04 01 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
04 01 01 Pemeliharaan Karamba/Komal Perikanan Darat Milik Desa =

Jumlah -

Dengan persyaratan:
1. Swurat Pengantar dari Kepala Desa.

2. Peraturan Desa mengenai APBDes yang sudah disahkan Kepala Desa dengan
lampiran:




10.
11.
12.

13.
14,

15.
16.

17.

18.

19.
20.

Lampiran 1a — Perdes APBDes.

Lampiran 1b — Perdes APBDes.

RAB 1 — Rincian Anggaran Pendapatan.

RAB 2 — Rincian Anggaran Belanja.

RAB 3 — Rincian Anggaran Pembiayaan.

Ringkasan APBDes 1b per sumber dana (PAD, ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD,
DLL).

g. Lampiran Berita Acara Hasil Musyawarah BPD.

- 0 oo N o oW

Peraturan Kepala Desa mengenai Penjabaran APBDes yang sudah disahkan dari

Kepala Desa. Dengan lampiran :

a. Lampiran 1c—Penjabaran APBDes.

Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes) berserta

lampiran Berita Acara Hasil Musyawarah Penetapan RKPDes.

Peraturan Desa mengenai Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan

kewenangan local berskala Desa;

Peraturan Desa mengenai penyertaan modal, (jika tersedia) berserta lampiran

usulan penyertaan modal dari bumdes;

Rencana Anggaran Kas Desa (RAK), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA),

Rencana Kegiatan Desa (DPA), dan Kegiatan Lanjutan (DPAL) (jika ada).

Fotocopy Surat Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa.

Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa tentang PKPKD dan PPKD.

Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa tentang TPK (Tim Pelaksana Kegiatan).

Fotocopy Surat Pengangkatan Kaur Keuangan dari Kepala Desa.

Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Operator Sistem

Keuangan Desa [Siskeudes).

Fotocopy KTP Kepal Desa dan Kaur Keuangan.

Fotocopy Buku NMomor Rekening Desa.

Fotocopy NPWP Desa.

Peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa

atau Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga

penerima manfaan BLT Desa yang diketahui Camat. beserta lampiran daftar
penerima BLT Desa/tidak terdapat penerima BLT Desa dan dokumen pendukung
lainnya :

a. Hasil Berita Acara Musdessus/Musyawarah insidentil daftar penerima BLT
Desa/tidak terdapat penerima BLT Desa.

b. Surat Permohonan Pengesahan/mengetahui Peraturan Kepala Desa mengenai
penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau Peraturan Kepala Desa
mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaan BLT Desa ke
Camat.

Lembar Evaluasi APBDesa yang sudah disetujui Bupati melalui camat atau sebutan

lain guna pengajuan Rancangan Perdes tentang APBDesa atau Rancangan Perdes

tentang Perubahan APBDesa sebelum APBDes Disahkan

Lembar Evaluasi Komposisi Belanja APBDesa yang telah di tandatangani oleh Tim

Evaluasi APBDesa.

Permohonan Pencairan Dana Desa (DDS)DPAL/ Tahap | dari Kepala Desa.

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap Akhir tahun sebelumnya/tahap

sebelumnya melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa.




21.

22.

23.

24,

L

26.

27.

28.

29,

(Laporan Realisasi APBDes Per Sumberdana 1b).

Laporan Output Dana Desa 5.d Tahap Akhir tahun sebelumnya/tahap sebelumnya

melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa yang ditandatangani kepala desa dan dicap

basah (Laporan Daftar Paket Kegiatan Dana Desa dan Realisasi Penyerapannya).

Keputusan Kepala Desa tentang Penggunaan Dana Desa yang sudah disahkan

untuk tahun berjalan, dengan lampiran :

a. Ringkasan APBDes Dana Desa Tahun berjalanmelalui Aplikasi Sistem Keuangan
Desa. (Ringkasan APBDes 1a dan 1b per sumberdana).

b. Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan Dana Desa tahun berjalan melalui
Aplikasi Sistem Keuangan Desa dengan dilampirkan Perhitungan RAB fisik
(TOS) beserta RAB Gambar.

{RAB 2 — Kegiatan per sumberdana).

Rencana Penggunaan Dana (RPD) sesuai dengan Kode Rekening Kegiatan dan

Belanja Pada Siskeudes untuk Anggaran Lanjutan atau tahap |.

Surat Pernyataan Tanggungjawab Kepala Desa tentang Penggunaan Dana Desa

tahap Akhir tahun sebelumnya, bermaterai Rp. 10.000 {sepuluh ribu).

Surat Pernyataan Fakta Integritas Tanggungjawab Mutlak Penggunaan Dana Desa

yang diterima, bermaterai Rp. 10.000 (sepuluh ribu).

Fotocopy bukti bayar pajak kegiatan yang diterbitkan oleh Bank/Pos Persepsi atas

transaksi penerimaan Negara dengan teraan NTPN dan NTB/NTPtahap Tahun

laluftahap sebelumnya. (Wajib jika ada).

Foto Copy Bukti Setor Balik Sisa dana tahun lalu/tahap sebelumya yang

diterbitkan oleh bank. {wajib jika ada).

Fotocopy Dokumen pertanggungjawaban (SPJ) desa Tahap akhir tahun

sebelumnya yang disampaikan kepada Camat melalui Kasi PMD kecamatan (arsip

wajib).

Lembar Verifikasi dan Kelengkapan Berkas dari Desa untuk Permohonan

Pencairan. {lengkap, benar dan sah).

Demikian untuk menjadikan periksa.

..................................

Catatan : Dibuat rangkap 3 ftiga)




Lampiran VI : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur
Nomor : 2 Tahun 2023
Tanggal : 16 Januari 2023

Contoh Format Permohonan Pencairan Danao Desa untuk Tahap Il atau Tahap Il

KOP PEMERINTAH DESA
T T ———

Kepada

Nomor : 900/ J i Yth. Bapak Bupati OKU Timur
Lampiran : 1 (5atu) Bendel. Cg. CAMAT ...cvvvvnnnnns
Perihal : Permohonan Pencairan Dana Desa (DDS) Kab. OKU Timur
Tahap ..... Desa....... o
L PR R e TR
Berdasarkan Peraturan Bupati OKU Timur NOmor ......ewoe. Tahun ....... tanggal
........... tentang .....eeceeerveeereeneeee. Dana Desa (DDS) kepada Pemerintah Desa se
Kabupaten OKU Timur Tahun Anggaran ............. , bersama ini kami mengajukan Pencairan
Dana Desa {DDS) untuk Tahap....... sesuai kebutuhan SebesarRp. v e [
dengan huruf .......... ) tahun Anggaran 2021...... untuk :
Desa R ———
Kecamatan & .ot

Dengan rincian penggunaan sesuai kebutuhan setiap Kegiatan sebagai berikut :

kode Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Jumlah Ket,
o1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
01 01 Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Dperasional
Pemerintahan Desa
D1 01 04 Keg. Penyediaan Pemerintahan Desa
|4
01 rﬂz = Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
01 02 D1 Keg. Penyediaan Sarana (Aset) Perkantoan/Pemerintahan -
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
02 01 Sub Bidang Pendidikan
T LA
02 01 01 Keg. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPO/Madrasah non
Formal Milik Desa {(Haonor, Pakaian dll)
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
L
03 01 Sub Bidang Ketemtraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat
03 0101 Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat
04 01 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
04 0101 Pemeliharaan Karamba/Komal Perikanan Darat Milik Desa
Jumlah
denganpersyaratan:

1. Surat Pengantar dari Kepala Desa.
2. Permohonan Pencairan Dana Desa (DDS)Tahap II/Tahap Il dari Kepala Desa.




3. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap tahap sebelumnya melalui
Aplikasi Sistem Keuangan Desa.

{Laporan Realisasi APBDes Per Sumberdana 1b).

4. Llaporan Output Dana Desa S.d tahap sebelumnya melalui Aplikasi Sistem
Keuangan Desa yang ditandatangani kepala desa dan dicap basah {Laporan Daftar
Paket Kegiatan Dana Desa dan Realisasi Penyerapannya).

5. Rencana Penggunaan Dana (RPD) sesuai dengan Kode Rekening Kegiatan dan
Belanja Pada Siskeudes untuk tahap Il/tahap 11

6. Surat Pernyataan Tanggungjawab Kepala Desa tentang Penggunaan Dana Desa
tahap sebelumnya, bermaterai Rp. 10.000 (sepuluh ribu).

7. Surat Pernyataan Fakta Integritas Tanggungjawab Mutlak Penggunaan Dana Desa
yang diterima, bermaterai Rp. 10.000 (sepuluh ribu).

8. Fotocopy bukti bayarpajak kegiatanyang diterbitkan oleh Bank/Pos Persepsi atas
transaksi penerimaan Negara dengan teraan NTPN dan NTB/NTP tahap Tahun
lalu/tahap sebelumnya. (Wajib jika ada).

9. Foto Copy Bukti Setor Balik Sisa dana tahap sebelumya yang diterbitkan oleh
bank. (wajib jika ada).

10. Fotocopy Dokumen pertanggungjawaban (SPJ)desa Tahap sebelumnya yang
disampaikan kepada Camat melalui Kasi PMD kecamatan(arsip wajib).

11. Lembar Verifikasi dan Kelengkapan Berkas dari Desa untuk Permohonan
Pencairan. (lengkap, benar dan sah}.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Catatan : Dibuat rangkap 3 (tiga)




LampiranVll @ Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur
Momor ; 2 Tahun 2023
Tanggal : 16 Januari 2023

i PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
5, DESA CIRL LI LIE R LTI LT LR LI L]
KECAMATAN ....ccoiininasinsnssnsssssrsss s senmssnsn samsnnssnas

i, ......
RENCANA PENGGUNAAN DANA [RFD)
DANA DESA [DDS) TAHAP ....coveeevens
Nama Bidang L
Mama Kegiatan 4 3.0 5 s b T P
Jumilah Dana FRE R R e e s SRR HUIUE s e
Lokasi Kegiatan 1 DB i gaiiannsnniaigidns FBCETNABAIY insssnsiusinnsnasesassgnrsiss
Tahun Anggaran U
Rincian Perhitungan
No. Uraian Belanja Ket.
Volume | Harga Satuan Jumlah

1 2 3 4 5 ]
-1
51 Eelanja Pegawai
5.1.x Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
GELR || o
Sl
7 g SR e et PN SR
5lx

Jumlah |
5.2 Belan]a Barang dan lasa
5.2.% Belanja Barang Perlengkapan
520 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
S Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik
5.2.% dst

Jumlah Il
5.3 Belanja Modal
5.3.%.% BTN
L S [ Pt e e e e
5.3.% dst

Jumiah 11l

Jumilah I, 11, 1IN
Disetujui, Telah Diverifikasl, 202...

¥
Kepala Desa, Sekretaris Desa, Pelaksana Kegiatan Anggaran,




Lampiran VIl : PeraturanBupatiOganKomeringUluTimur
Nomor : 2 Tahun 2023
Tanggal : 16 Januari 2023

i KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

% DESA ARE FES ERF RN NS PR AR PG AR RN AR REA AER RER ERE B W

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

JEHEERN:  §osisvasamnmssrmopem s

Alamat

bertanggung jawab atas kebenaran formal dan material :

1. Laporan Penggunaan Dana Desa, Desa
AR s G aI BT AR O PP RORRNRIIE i - 13- |+
ceaiiaans DODOSAIRD s e s sms s (cerevrivnvenven......dengan

huruf... .o

2. Bukti pengeluaran serta akibat yang timbul dari surat bukti dimaksud, sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Kepala Desa ............

Materai
10.000

Catatan :
Dibuat 3 (tiga) Rangkap.




Lampiran IX : PeraturanBupatiOganKomeringUluTimur
Nomor : 2 Tahun 2023
Tanggal : 16 Januari 2023

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DESA EEE S B SEE SN RS EEE RS NN P SRS FER AR IR EEE R
KECAMAT&H B R T

SURAT PERNYATAAN BERTANGGUNGJAWAB MUTLAK/
PAKTA INTEGRITAS PENERIMA BANTUAN DANA DESA (DDS)

Yang bertanda tangan di bawahini :

Nama
Jabatan
Alamat

1

]
-----------------------------------
...................................

...................................

Bantuan Dana Desa, untuk Desa ...........cceuenn. Kecamatan .......ccceeviemmnnnnan, Tahap ........
sebesar Rp........cccceeeeenns dengan huruf ....................Jakan digunakan sesuai
kebutuhan pada Rencana penggunaan Dana (RPD) Dana Desa per Kegiatan pada Rencana
Anggaran Biaya (RAB) Dana Desa.

Saya akan bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan Dana Desa yang diterima
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Akan bertanggungjawab atas Penyetoran Pajak selambat-lambatnya 1 (satu) bulan dari
penggunaan Dana kegiatan, serta sanggup melunasi kekurangan penyetoran pajak jika ada
kekuarangan penyetoran pajak pada penggunaan dana kegiatan.

Dalam hal pelaksanaan Bantuan Dana Desa tidak sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana
(RPD) per Kegiatan pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dana Desa, sepenuhnya menjadi
tanggungjawab saya.

Sanggup menyelesaikan dan mengirimkan laporan penggunaan dana (SPJ) selambat-
lambatnya 2 (dua) bulan setelah dana diterima tidak melebihi tahun anggaran.

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya tidak
sesuai dengan rencana penggunaan, sehingga kemudian menimbulkan kerugian negara,
maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

----------------------- P e T I

KepalaDesa...................
Materai Cap.
| 10.000

(NamaTerang)




Lampiran¥X.a . Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur
Nomor : 2 Tahun 2023
Tanggal : 16 Januari 2023

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
DESA coociannsimriammmsesssamsamrsareeas e
KEGAMATAN

I —

LEMBAR PENELITIAN KELENGKARAH DOKUMEN SYARAT PERMOHONAN PENCAIRAN

Tol. Surat : e

Desa H . = — — —
Mo, Sursi : —= == — —_

Jenis Perrinlagn . Dana Doss (DDS) . _ -

Keterangan Pengajuan @ Anggaran lanjuten (DPAL){ Tehap -
Hi, Permochonan .
Jumlah Ciminta . -

HO

KELENGKAPAN BERKAS

Ketarangan

Sural Pangantar dan Kepala desa

Peraturan Desa mengena APHDes yang sudah disahkan Kapata Desa dangan lamgpiran :

Lampirgn 1a - Pardes AFBDes.

Lampiran 1b- Pardes APBDas.

RAB 1 - Rancien Anggaran Fendzpatan.

RAB 2 - Rincian Angparan Balanja

RAB 3 - Rincian Argoaran Pambiayaan,

Ringhasen APBDes 1b per surkes dana [PAD, ADD, OS5, PR, PEK, FBF, SWD, DALL

HEEBEEEE

Lampiran Besila Acara Hasl Musyawarah BPD.

Peraluran Kepata Desa mengenai Penjataran APBDes yang sudah disahhkan dari Kepat Desa. Dengan lampean |

3. Lamgiran 1c - Panjabaran APBDes.

Paraluran Desa teniang Rencana Kana Pemernishan Desa [AKPDes) berserta lampiran Banite Acara Hasil Muzyawarah
Panatapan REKPDes.

Peraturan Drrsa mengena Hewsnargan berdasarken hak asal usul dan kewenangan kakal berskala Dess

Paraturan Desa mangenai panyeraan modal, [jika lersedia) barserta lampiran usulen panyeriaan model dar bumdes

<,

7

Rencana Anggaran Kas Desa (RAK], Rencana Kegisien den Anggaran {RKA), Rencens Kegialen Dasa (DPA), dan Kegisten
{Laniutan [DPAL) (jka ada)

]

{Falocopy Surat Keputusan Bupati lantang Pengangkatan Kepala Desa

9

{Falncepy Surs Kaputusan Kepsfa Desa lontang PKPKD dan PFKD

0

Fatoonpy Surat Keputusan Kepala Desa lentang TP [Tim Pelaksana Kegialan).

i}

Fatoeopy Swral Pengangkaten Kaur Keuangan dari Kapala Desa,

12

Fatocopy Surl Keputusan Kapala Desa tentang Penunjukan Operator Sislem Kewangan Desa |Siskeudes),

13

Falocopy KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan.

14

Fatocopy Buku Momor Rekening Deasa.

15

Fatocopy NPWP Desa,

R T e Y e B I S M

16

Pamiuran kepala dasa mingenal panatapan keluarga penarima mantaat BLT Desa alau Peraturen Kepala Desa mengenai
panalapan fidak tardapat eluanga panerma manfaan BLT Desa yang diketahui Camal. beserta lamgican daftar penerima BLT
Desaltidak terdapad penedma BLT Desa den dokuman panduleung lainmya :

5,

a.  Hasil Berila Acera MusdessusMusyanwarah insidentil daflar peneima BLT Desatidak terdapal penerma BLT Desa.

Sural Permohonan Pengesahanimengetabui Persfuran Kepala Desa mangena penetapan keluangs penenma manfaat
B BT Desa atau Peraluran Kapala Desa menygenal panetapan tidak temapal keluama penenma manfaan BLT Desa ka

Lembar Evaluzsi APEDesa yang sudah diseluiui Bupall malalu camat alau sabutan lain guna pergajuan Rancangan Perdes
]hardmg APBOesa ataw Rancangsn Perdes lentang Perubahan APE0esa sabalum APBDes Disahkan

1

Lambar Evaluasi Kemposisl Belanja APBDesa yeng telah di tendatangani oleh Tim Evaluasi APEDasa.

19

Permohanan Pancairan Dana Desa (DDS) DRALS Tahap | dan Kepala Desa.

Laporan Realisesi Penggunasn Dana Desa Tahap Akhir fshun sebalummyaflahap sabalumnya malaiul Apliasi Sistem
Keuangan Desa. (Laparan Realsasi APBDes Por Sumberdana b},

21

Laparan Culput Dana Desa 5.0 Tahep Akhir tahun sebetumnyatahap sebelumnya medalui Aplikasi Sslem Kevangan Desa
yang diendalangani kepala desa dan dicap basah (Laparan Dallar Paket Kegsalan Dana Desa tan Realsasi
Paryerapannya),

Keputusen Kepela Desa fentang Panggunaan Dana Desa yang sudah disahkan untuk izhun berjalan, dangan lamgiran :

Ringkeszan APBDas Dana Desa Tahun bajalan metalui Apikasi Sislem Keuangan Desa. [Ringhasan AFBO0es 1a dan 1b
par sumberdana).

. Rencana Anggaran Biaya (RAS) kegiatan Dana Desa tahun banalan medalui Apikasi Sztern Keuangan Desa deagan
" diamgpikan Perhiturgan RAB fisik (TOS) beserta RAB Gamber, {RAB 2 - Kegistan per sumberdana).

Rencana Penggunean Dana {RPD] sesuai dengan Koda Rekening Kegiatan dan Belanja Pada Siskeudas urdul Anggaran
Lenjutan ataw tahap |.

FL]

Sural Pernyalaan Tanggungjawal Kegala Desa tentang Penggunazn Dana Desa lahap Akhir 1shun sebelumnya, bemmaterai
Fip. 10000 [spuluh ribu).

5

Sural Parmyataan Fakta intogritas Tanggungjawab Mullsk Penggunagn Cana Dese yeng diterma, bermaterai Ap. 10.000
[sepulub ribu}.




% bkl Deryar paak kigistan yang dieshitkan oleh Bank/Pos Persepel alas transaksl penesimaan negara dengan -
1eraan TP dan NTBANTP tahap Tahun isluitahap sebelummya. (Wb fla ada).
n Copry Buldi Sedor Badic S dana fahum Lakushap sebetumyn yang diterbllan olah bank . [wajib jka ada). v
% Fotocopy Dokumen parlangguogiawnban (3PJ) desa Tahap aki tshun sebetlummya yang disampakan kepada Camat 7
metaiut Waes: PMD kecamatan (arsp wak)
9 |Lanibar Vipsifkas! dan Kelengkapan Barkas dan Dasa uniuk Permohonan Pencairen. (langkap, benar dan sah). «
Catsinn @
% Corat Yong Tidak Parky
Selowlans Desa, Bendshara Desa

Fepala Desa,




Lampiran X.a &
Nomer : 2 Tahun 2023

Tangeal : 16 lanuari 2023

Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur

PEWERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

Desa : - - — - =
Mo, Surat ; — - . ) o = -
Tal, Sura C = i - o : -

Jenig Perrnintaan : DwnaDesa(DDS) - o T = =
Kalomngan Pergajusn < Tahap |/ Tahag i1/ Tansg 1l B N o . =

liraan NTPH dan NTR/NTP {shap Tahun Lalutahag sabalummya, (W ke ada).

Ho. Permohonan . - =
Jurmlah Carminta : B ] . = = == = S
SYARAT
KO KELENGHAPAN BERKAS PERMOHONAN Keterangan
DOS
1 |Surat Pengantar dan Kapala dea v
2 |Parmohanan Pencairan Dana Desa (DOS) dan Kopals Disa +
3 |Laporan Roaliszs Penggunam Dana Dess Tahop tahap sehelumnya melail Aplikasi Sistem Kouangan Desa, ¥
4 Laporan Output Tana Desa 5 o tahep sebelumnya mefalu Apiasi Sstem Kevangan Desd yeng dilandatengend kepals desa 7
{dan dicap basah (Laporan Daflar Paol Kegialan Dana Oesa dan Reslisas| Penyaropennya),
5 [Rancana Panggunaan Dana (RPTH sasua dengan Koge Rekening Kegiatan dan Balania Pada Siskaudes uniyk Anggaesn -
Lanjuizn alau izhag |.
B Surat Permyatazn Tangoungjiwab Kepaia Desa lentang Penggunasn Dana Desa labap Akhr tahon sobelomnya, bermatersi 7
Rep. 10.000 (sepuluh ribw).
Surat Pemyatsan Fala Integritas Tangguagimeab Muflak Penggunaan Dana Dasa yang diterima, bermatenai fp. 10.000 »
isapubih ribu).
mmmummmmmmmmmmm .

oi Copy Bukh Setor Baiie Ssa dana [ahun lu1ahap sebeiumya yang dlertitean oieh bask (waph i 23]

Fatocopy Dokuman partanggungiawiban (SPJ) desa Tahep akhir hun sebelu

10 B akhir lahun mnyi yang disampalkan kapads Camad

]l'dlu Wi P kecamatan (arsip wagib). o

11 [Lomber Verifikasi dan Kelengkapan Barkas gan Desa antuk Pemchonan Pencaran. [lengkag, benar dan sah). ¥
Calptan -

"t Corst Yang Tidak Periu

Dikedahul it cheh




peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur

iran X.b
e Momor 2 Tahun 2023
Tanggal : 16 Januari 2023
o KECAMATAN ....ooooresssmeessscsssssesssssessssssassensensssmesasscess

Mo, Gural Pengantar dari Desa i

Tgl Surst Pengantar dar Dasa

ho. Surat Permohonan Pengairan dari Desa ~

Tyl. Suraf Permohanan Pencairen dar Desa

Jenks Perminizan

Kelarangan Pengapan .

Mo, Gurat Pengantar dari Kecamatan i =
Pengantar dari Kecamalan : ) -

Lfn-ﬁ?um P;'::rrnnhnnan Pencairan uniuk Desa dard Fecamatan ) — N

Tanggal Sural permohanan untuk gesa dan kecamatan

Kacamalan : B

Jurnlah yang diminta !

. Dana Desa (90) -
: pngoaran lamjutan {CPALY | Tahap I

SYARAT

PERMOHONAN
RHAS
NO KELENGKAPAN BE EhS

Keterangan

i Kepala desa

12 x:j:uﬁ::g;:;::::geni::?ﬂm yanp sudah disahkan Kepala Data gdengan lampEan : "
{a. Lampiran 1a - Pardes APBDas.
. Lampiran k- Perdes APBDes.
o RAB 1- Rincisn Arggaran Pendapalan.
3 FAB 2- Rintian Anggaran Belania.

= R n Pembiayaan.
?I ﬁk;:nmm;ﬁﬂg‘?:;r sumberTana [PAD, ADD, DD, FBH, PBK, PEP, SWD, GiLL)

i i il Mugyawsrah BFD,

3 P;mt?;nzgaa:nt:saﬁggzai Fenhirahurau APBDCes yang sudah disahkan dan Kepala Desa. Dengan lamprar :
2 Lanpran ic- Penjabaran APG0es,
Parpturan Desa lentang Rencana Kerja Pemesntahan Desa (RKPDes) barseria lampiran Bera Acara Hasil Musvawarah Penatapan
RKPDes.
% |Persiuran Desa mengenai Kewenangan berdasarkan hak asal wsul dan kewenangan lokal berskala Desa .
% |Peraluran Deza mangenal penyertaan modal, (jika lrsedia) barserla lampiran usalan panyertasn modal dar bumpas
Rencana Angparan Kas Desa (RAK), Rencana Kegialan dan Anggaran [RKA), Rancana Kagisizn Desa {DP#), dan Kegiatan
T |Lanpatan (OPAL) (jka adz)

|4 =

%

I~ {Folocopy Sural Fepuiusan Bugall fentang Penganghatan Kepala Desa
5 |Folocopy Sura! Kepulusen Kepala Desa fentang PKPED dan PPKD

10 |Folocopy Surst Kepulusan Kepala Desa lzntang TPK {Tim Pelaksana Kegiatan).

11 |Folocopy Sural Pengangkalan Kaur Kevangan darl Kepala Desa.

12 |Fotocopy Sural Kepulusan Kepala Desa lenang Penunjukan Cperatar Sislam Keuangan Dasa (Siskeudes)

13 |Fatocapy KTF Kepala Desa dan Kaur Keuangan.

14 |Fotocopy Buku Homor Rekening Desa.

15 |Fotocopy HPWP Desa,

CR N N BN KN RN RN N

Paraturan kepala G253 mengendl penetapen keluarga ponenma marfast BLT Desa atau Peraluran Kepala Desa menpenad
16 penatapan tidak ferdapat keluarga penerima manfaan BLT Desa yang dikelahui Camal. beserta lsmpiran daftar panarima BLT

2 Hasi Bera Acara Mussessus/Musyawarsh insidanli daftar penerima BLT Desafidak lerdaps penenma BLT Desa.

Sural Permohanan Pengesahan/mengetshui Peralersn Kepala Dosa mengenal penetapan keluama panenma manfast BLT

b. Desa atau Peralutan Kepala Desa mengena penetapan lidak Lerdapat keluarga penerima mantaan BLT Dasa ke Camal

Lernbar Evaluasi APBDesa yang sudzh diseluju Bupsti melalul camat atau sebidan kin guna pengajuan Rancangan Pendes tentang
#£PEDesa alau Rancangan Perdes eniang Perubahan APBDesa sebelsm APEDes Disshkan

\

18 [Lembar Evaluasi Komposisi Betanja APBDesa yang telah o iandatangani oleh Tim Evaiuasi APBDesa.

19 |Parmohonan Pencairan Crana Desa (DOS) DPALS Talap | dari Kepala Deza.

RO e B

o Laporan Fealisasi Penggunaan Oana Desa Tahap Akhir tahun sebelumnyafizhap sebelumnya melsli Apikasi Silem Kauangan
Desa. (Laporan Realisasi AFBDas Per Sumberdana 1h)

1 Laporan Culpud Dana Desa 8.d Tahap Akhir ahun sabslumnyatahap sabalumnya malaki Apliast Sistem Keuangan Desa yang
diendatangani kepala desa dan dicap basah [Laporan Daflar Paket Kegialan Dana Desa dan Resisasi Penyerapannya.

22 |Keputusan Kepala Desa fentang Penggunazn Dana Desa yang sudah disahkan uniuk tahun benalzn, dengan lampian . L4

Ringkaszn APBDes Dana Desa Tahun berjalan melalui Aplicasi Sistem Kevangan Desa. (Ringkasan APEDes 1a dan 1k per

[*  sumberdana).

Rencara Anggaran Biaya {RAE) kegistan Dana Desa tahun berjatan melaiui Aglikasi Sistem Kewangan Desa dengan

i dlampirkan Perhitungan RAE fisik {TOS) beserla RAD Gambar, (RAB 2 - Kegiatan per sumberdana),

b Rencana Pengguenaan Dana (RPD) secuai dengan Kede Pekening Kegiatan dan Belanja Pada Siskeudes umuk Anggaran Lanjutan
alau 1ahap |

24 |Sural Permyalaan Tanpgungia'.uﬂh Kepala Desa lentang Perggunaan Dana Desa lakap Akhir 1ahun sebelumaya, bermaleral Rp, o+

o5 Sural Pestyalaan Fakta Inlegeilas Tanggungiawat Mutkak Penggunaan Cana Desa yang diema, bermatesai Rp, 10,000 {sepulub 7
ribea).

% Folocopy bukt bayar pasak kegiatan yang diterbitkan oieh BankiPos Persepsi alas transaks penenmaan negara dengan tefaan
NTEN dan MTBMTP tahap Tahun lalutahap sebelumnya, (Wajb jika ada).

27 |Folo Copy Bukti Setar Baik Sisa dana tahun Ralufahap sabelumya yang dilerbitkan aleh bank. {wajib pka ada). *




Falocopy Dokumen pertanggungjawaban (SPJ) desa Tahap akhir tahun sebebimnya yang disampaikan kepada Camat melalui Kasi

B |oMD kecamatan (arsip vaiib) €
7 [Lembar Verifikas dan Kelengkapan Berkas darf Desa untuk Permehonan Pencaitan. (lengkap, benar dan 5&h) L
3 |Sursd Penpantar dar Camat L
31 |Sural Pemmahonan Pencairan dasa dan Camat o

Lembar verifikasi dan kelengkapan berkas dari desa uniuk permahenan pancaran yang diverifikasi cieh Tim Fativikas kecamatan v

|{lengkap, bener dan sah)

Catatan :

"1 Covef Yang Tidak Perkr

Diketahui ‘erificasi Tingkat Kecamatan
[0 11| Kasi Warifkasi,

ik 5.131\;.3“1'.};;13




Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur
Nomor : 2 Tahun 2023
Tanggal : 16 kanuari 2023

Lampiran Xb

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

ROk

LEMBAR PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN SYARAT PERMOHONAN PENCAIRAN

[esa - _ - . =
b, Sural Feagantar dan Daca : - ) -
Tol. Sucal Penganiar dari Desa P - - o i =
Ko. Sural Permohonan Pencairsn dan Desa - o _ _ S =
Tgl. Surat Permohanan Pencairan dan Desa _ o - .

Jonis Permintaan  Dana Desa (0DS) - o
Kioterangan Penasjuan : rmulmi_:lﬁamm B - -
No. Sural Pengantar dari Kecamatn - - - B

Tgl. Surat Panganiar dan Kecamatan ! ) - - -
HWamar Sursl Permohonan Pencairan untuk Desa dan Kecamatan : B - o - N
Tangost Sural permohonan unhd Sesa daf kecamatan : = =

Kecaimann [ =—: = -
Jumiah yang dminia ; = — —= —
STARAT CEX
NO KELENGHAPAN BERKAS PERMOHONAN usT Katorangan
Dps
7 [Surat Pengantar dan Kepala desa .
2 |Parmohonan Pencaran Dasa Desa (DDS) dari Kepala Desa d
3 [Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap tahap sebalumnya malalul Apikas| Sistem Keuangan Desa. '
" Laporan Cuipal Dana Desa 5.0 1ahap sebalumnya mélalil Apiias Sislem Kevangan Disd yang dilandalangani kepala dasa dan 7
basah (Laporan Daltar Paket Kegratan Dana Oesa dan Realsesi Penyerapannya)
5 Twmmmwmmmmmmmmmw ’
B4a4 dnhap |.
& Pemyalazn Tangguangawsh Kepala Desa lentang Penpgunaan Dana Desa tahag Akhir tahun sebelumnya, bermaterai Ryp. &
10,000 [sepubih ).
7 ‘3;7! Parmyataan Fakta inteqritas Tanggungjewab Muflak Penggunaan Dana Desa yang ditarima, bemmatarai Rp, 10000 (sepuluh £
ll "
. iwmmmwmmmmwmmwnqmmm I
NTPM dan NTENTF tahap Tahen lalefahap sebelumaya. (Wagib jiks ada),
9 |Folo Copy Bukti Bator Balik Siza dana hun klufahap sebelumya yang dilerbitn leh bank. {wajib flka ada). e
10 Eﬁlnmpr Dikcurnen pertanpgunajawatian (SPJ) desa Tahap akhir tahan sebelumnya yang disampaikan kipada Camat melalul Kasi 7
kmcamatan (s wajik)
1 JLembar Veriikasi dan Kelengkagan Barkas den Desa uniuk Permohanan Pencainan. [engkap, benar dan s2h) f
12 |Sural Pangantar dari Camat v
13 }Sural Pennahoaan Peancaran desa dan Camat ¥
14 Lembar veriitas dan heleagkapan besas dan desa uhiuk pesmohongs pencaran yang dvenlicas oigh Tim Fenvilas kicamatan
|penghap, benar dan sah) "
Catatan :
" Cored Yiung Tickak Pariy

Varifikzs: Tinghkal Kecamatan |

Drketahui
Kasi Yenlikasi,

Camat .,




Lampiran XII : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur

Nomor : 2 Tahun 2023

Tanggal : 16 Januari 2023

PEMERINTAH KABUPATEN OKU TIMUR
DAFTAR PARAMETER REKENING APBDESA

TAHUN 2022
KODE URAIAN KETERANGAN
1 2 3
1 ASET —
1.4 B Aset Lancar B -
1.1.1 ~ Kas dan Bank
1.1.1.01 o Kas di Bendahara Desa
1.1.1.02 Rekemng K;Q-beisa
1.1.2 Piutang - B —
11201 Piutang Sewa Tanah -
1.1.2.02 Piutang SE‘WB G-e::iung
11.2.03 Piutang Sewa Peralatan B
11204 'Plulnng Bagl Hasil Pajak" B B
11205 _F'mtarlg Bagi Haﬁetnbusi_
1.1.2.06 Piutang Alokasi Dana Desa B
1.1.2.07 a F‘Iutang Paruar Kag:atan B
1.1.2.08 B Piutang Lain- -lain
1.1.2 Persediaan
1.1.3.01 Persediaan Benda Pos dan Malerai -
1.1.3.02 Persediaan Alat Tulis Kantor
1.1.3.03 Persediaan Elanghn dan Barang Cetakan - -
1.1.3.04 " Parsediaan Alat-Alat L15mk.l'Lampu.fBal‘teral
1.1.3.05 B Persediaan Bahan/Material B -
1.1.3.06 'Persel:llaan Alat-alat Kabsrslhan.faahan Pemhamh -
1.1.3.07 Persediaan Bibit Hewan.l"l‘ anaman
1.1.3.08  Persediaan Barang Untuk Dihibahkan kepada Masyarakat -
1.2 Investasi
1.2'3 Pen-,rertaan Mudal F'amenntah Desa - B )
1.2.1.01 Penysrtaan Mudal Pemnnntah Desa
13 Aset Tetap -
1.3.1 Tanah a
1- 31 01  Tanah KE Desa -
1,31.02 Tanah Perkampungan h -
1.31.03 Tanah Peranian o o -
1.3.1.04 T.ari_a.l.'inl:"-ér.kabunan = -
13105 " Tanah Hutan
1.3.1.06 Tanah Kebun Campuran f
13107 Tanah Kolam lkan -
1.3.1.08 Tanah Danauw/Rawa T
13108 Tanah Tandus/Rusak
1.3.1.10 Tanah Alang-alang dan Padang Rumput
1.3.1.11 Tanah Pertarnbangan
1312 a B Tanah Untuk éar;gunan Gedung
1.3.1.13 Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung
1.3.1.14 Tanah P‘EI‘I-QQLII'IHEHHLE“.P-'IF ————
132 Peralatan dan Mesin - T
1.3.2.01 Alat Besar . T
1.3.2.02 Alat Anghutﬂn
1.2.2.03 " Alat Bengkel dan Alet Ukur —
1.3.2.04 Alat Pertanian dan Perikanan
13.2.05 ~ Alat Kantor fian RumaH'Tangga o
1320‘3 B Alat Studio, kﬁmumhasl dan Pemancar
1.3.2.07 Komputer -
1 3.2.![]8: o Alat Pengeboran
1.3.2.09 ~ Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian




KODE URAIAN KETERANGAN
3
1 2
1.3.2.10 Paral_atanELah Raga . = — -
13211 | Peralatan dan Mesin Lainnya = - =
133 " Gedung Eéq_?_angupgn B B B _
1.3.3.01 "~ Bangunan Gedung Kantor . R
1.33.02 Bangunan Gudang - === =
13303 E'.aﬁ'i_:-;u nan Gedung Bengkel = e =
1.3.3.04 Bangunan Gedung Instalasi —
1.3.3.05 B Bangunan Gedqu__Laburatonum . =
1.3.3.06 Bangunan Kesehatan B o
13307 | Bangunan G G-edung Tempai lbadsh B o = e
1.3.3.08 - Bangunan Gedung Pertemuan B
13308 Bangunan Gedung Tampm Pendidikan :
13310 | "~ Bangunan Gedung Tempat Olahraga B B
1331 1 Bangunan Gedung | Pertuhoan!i(nparasnmasar L = -
13312 Bangunan Gedung g Garasi/Pool _ B
1.33.13 _Bangunan Gedung Pemotongan Hewan e B
1 3E14 Bangunan Ge-dung___l_?_'arpusl.akaan B B -
13315 : Eangunan Gedung Museurmn -
13316 ~ Bangunan Gadung Tenﬂlnal.fpelahuhan - i
1 3.3.'1} i B éan-gunan Gedung Terhuka e
1.3.3.18 "'.E.!-anguns;n Geadung Fenampung Sekam
1.3.3.19 Bangunan Gedung Tempat Paielangan kan N B o
1.3.3.20 o Bangunan Industri B
133.21 Bangunan Falarnakan.fPenkanan B = -
13322 B Bangunan Fas1l|_t¢_‘;\_s__l.lmum i K -
1.3.3.23 Bangunan Parkir B - =; =
13324 N Banéuﬁaﬁ Taman o
1.3.3.25 Bangunan G:él-:l-ung Tempat Keqa Lainnya
1.3.3.26 o Bangunan Tempat Tinggal - N
1.3.3.27 C-amdl.f'l' ugu Peringatal n/Prasast| Laln nya B
134 i Jalan Irigasi dan Jaringan B
1.34.M Jalan B B
13402 | Jembatan B
13403 | Bangunan Air Irigas! - - B
13.404 Eangunéir; Fengalran Pasang Surul - B
13408 Bangunan Pengembangan Rawa = -
1.3.4.06 ~ Bangunan Pengaman Sungai dan Pantai _ _——
13407 Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah_ - I -
1.3.4.08 B ~ Bangu unan Air Bersih dan Air Baku B B
1.3.4.09 Bangunan Air Kotor - -
 1.34.10 Instalasi Air Bersih/Air Baku B -
13411 Instalasi Air Kotor -
13.4.12 Instalasi  Pengolahan Sampah -
1.3.4.13 Instalasi Pengolahan Bah'é_rr’a_ang_unan
1.3.4.14 i !nstalasu Pembangkit Listrik o
13415 Instalasi Gardu Listrik
1.34.16 Insl:alam Lalnnya
1.3.417 o Jarlngan- Air Minum B
1.34.18 Jaringan Listrik - a
1.3.4.19 Jaringan Telepon
1.3.4.20 ~ Jaringan Gas ——————
1.3.5 g Asel Tetap Lainnya - - =
1.3.5.01 Bahan Perpustakaan ==——===t
1.3.5.02 Barang Bercorak Seni, Kebudayaan dan Cllahraga o -
1.3.503 Hewan dan Termak -
_'I 3.5.04 lkan dan Biota Perairan - B -
1.3.5.05 Tanaman
1.3.5.06 P;seiTelap Dalam Renovasi
1386 Konstruksi Dalam Pengerjaan
1.3.6.M Knnstruksl Dalam Pengerjaan
137 Aset Tak Berwujud - T
1.3.7.01 Aset Tak Berwujud
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1,3.7.02 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan - - ==
138 ~ Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap == — —
1.3.8.01 R Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin e e e
13802 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan . =
1.&&.03 ﬁkumulluu-Pénfusuhn Jalnn Ingm dan Janngan B | -
13804 B Akumulasi Penyusutan Asat Tetap Lainnya B - _ -
14 Dlna. Gl_l_:_lg_nnln — = —= == -
1.4.1 Dana Cadangan - it ==anlh - = —
1.4.1.01 ~ Dana Cadangan _ - ) N -
15 ~ Aset Tidak Lancar Lainnya A ) . - =
1.51 Tagihnn Piutang F-'nmualan Angsuran - =
1.5.1.01 Tagihan Piutang Penjualan Angsuran | Kmdmn Bnrmntur = - =
15102 N Tagiﬂ'an Piutang F ) Penjualan Angsuran Rurnah o B = Dy
15.1.03 Tagihan Piutang Angsuran Dana Bergulir - — —
152 Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Dasrah )
1520 Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian naem § e
153 Kemitraan dengan Pihak Ketiga =5 5 =
153.01 ~ Bangun Guna Serah (Build, Operate & Transfer - BOT) Nl g
15302 | Bangun Serah Guna (Build, Transfer & Operate - BTO) S
15303 Kul]a'suma ﬁperaﬁl EH‘&D} B
154 ~ Ativa Tidak Berwujud . Sy B
15400 | Aktiva Tidak Berwujud ) - s
155  Aset Lain-ain N oy - . B
155.01 - Aset Rusak Berat - — B
1.5.5.02 o ~ Aset Taup Renovasi - =up - B
15503  Asetlaindainlainnya e i
e g - mpihi . e
2.1 ~ Kewajiban Jangka Pendek N - =i
211 Hutang Perhitungan Finak Ketiga e o .
21 A0 Hutang Jﬁrﬁinun Pelaksanaan Peki:]aan o B a
21.1.02 Hutang PFK Lainnya N - .
212 Hutang Bunga - a == B
21201 _ Hutang Bunga kepada Bank - = o
21202 | Hutang Bunga kepada Lembaga Bukan Bank o -
213 _ Hutang Pajsk o e ——
21301 Hutang Pajak Pertambahan Nilal _ - B
2.1.3.02 Hutang Pajak Panghasilan PPh 2 21 = -
21303 Hutang Pajak Penghasilan PPh 22 B
21304 _ Hutang Pajak Penghasiian PPh 23 T —
 21.3.08 Hutang Pajek Lainnya i |~
214 _ Pendapatan Ditenma Dimuka - = o
2.1.4.01 _ Pajak dan Retribusi Diterima Dimuka ) -
21.4.02 _ Uang Muka Penjualan Aset Desa - g
21.4.03 Uang Muka Lelang Penjualan Aset Desa a N
2.1.4.04 Uang Muka Bagian Laba BUMDes —
215 Bagian Lancar Hutang .Jangua Pnnjang o
21.5M B:glan Lancar Hutang Jangka Panjung .
216 Hutang Jangka Pendek Lainnya -
2160 Hutang Ba{a anja Pegawm -
21602 Hutang Belanja Telepon -
21603 _ Hutang an{ama Air Minum | B =
21604 _ Hutang Belanja Listrik Dt
21605 ___ Hutang Pengadaan Bahan Habis Pakai )
21608 Hutang Pengadaan Barang/Jasa
3 EKUITAS ) —r
31 Blutes
311 ~ Ekuitas . e
31101 Ekuilas - S
312 | Ekultas SAL . 1
3120 Ekultas SAL ——== T———————
4  PENDAPATAN I N
41 Pendapatan Asli Desa el e
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411 Hasil Usaha Desa B . = - e
414.01 " Bagi Hasil BUMDes - SR ) -
41199 Lam—'lam Hasn 'Us.aha Desa R I —
4.1.2 Hasil Aset Desa. - - -
41201 Pengelnlaﬂrl Tanah Kas Desa I —. 5 ]
41 _202 ' Tambatan Parahu - R E =
41203 ~ PasarDesa . ;
41 204 _Tgmpat Psmanduan Llrnurrl B o
4.1.2.05 Janngan Ingam Desa ]
41206 | Pelalangan Ikan Mmh Desa - _
41207 H:asnl Kios Mnhh Desa
4.1.2.08 Pamanl‘aatan Earan_:_af?rasarana Dlahraga -
4.1,2.99 Lain-lain Hasil Aset Desa R — =
413 smdaya Partisipasi dan E:utnng Rnynng — — -
4I 1301 B ﬁaﬁ.ﬁ Swadaya F‘aﬂlsl.paﬁl dan Gﬂlﬂﬂg Royaong = =
;:'1 399 | Lam-lam Sﬁgda_y_rg__ Partisipasi dan Gotong Royang -
414 " Lain-Lain Pendapatan Asli Desa _ - —
41401 I Hasil Pungutan Desa = —
4.1.4,09 Lain-Lain Pendapatan Asii Desa - B -
4.2 Pendapatan Tr_a_psfar o I -
4,2_1_ E;ana D'EB_EI
4210 Dana Desa B =
422 1 Bagi Hasnl F'ajak dan Rstnbusu
4.2.2.01 ] ' Bagl Hasil Faj.ak dan Heﬂnbum Daerah Kabupaten.fxﬂta
423 Alokasi Dana Desa o . _
4_2.3.01 Nukasl Dana Desa — _ - B -~
424 Bantuan Keuangan 'F'mwn& B N
4240 Banluan Keuangan dari APBD Frwlns: B
42499 "I:ém—lam Bantuan Keuangan APBD Provinsi -
42-3 = .I.Ei-;.l:l.tuan Knuangan Kahupa__tenrt{om -
4.2.5.01 Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota B
4.25.99 Lain-lain Bantuan KEuangan dari APBD Kabupaten/Kota B
a3 B Pendapatan Lain-lain
4.31 Penerimaan dari Hasll Kerjasama Antar Desa B B
43.1.01 F’enanmaan dari Hasil Kerjasama a_ﬁm_t_ar Desa B
432 Penerimaan dari Hasll Kerjasama dengan Pihak Ketiga
432M Penerimaan dari Has Hasil Kerjasama dengan Fihak Kahga
433 Peﬁénmaan Banluan dari Pamsahaal_'! yang Berlokasi di Desa - B
43301 Penerimaan Bantuan dari F*erusahaaﬁ yang Berlokasi di Desa
435 Koreksi Kafaalarra?iélalanja Ta hun ta hun Sebelumnya =
4.3.5.01 Pengembalian Belanja Tahun- tahun Sebelumnya
436 Bunga Bank - B
436M Bunga Bank —
437 Lain-lain F‘endapatan Desa Yang Sah
43798 | Lainain Pendapatan Desa Yang Sah o
5 BELANJA
5.1 Belanja Pegawai - T
5.1.1 Penghasilan ;-FéTa;!an ‘Tunjangan Kepala Dasa
51.1.01 Penghasilan Telap Kepala Desa
__5_1ﬁ£_ . Tunjangan Kepala Desa =
8.1.199 Penerimaan Lain-lain Kepala Desa yang Sah
512 F'anghasl]an Teiap dan Tunjangan F’Erangkat Das.a
51.2M Penghasilan Tetap Perangkat Desa
5.1.2.02 ‘Tunjangan Perangkat Desa
51289 | Penerimaan Lain-lain Perangkat Desa yang Sah
513 Jamlnan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa = = -
5130 ~ Jaminan Kesehatan K Kﬁpala Desa
51.3.02 Jaminan Kesshatan E";réﬁ-gkat Desa —
5.1.3.03 Jaminan I{Elenagahaqaan Kepala Desa
51.3.04 Jamman  Kelenagakerjaan Perangkat Desa
5.1.4 Tunjangan BPD —
51.4.01 S

Tunjangan Keduduk@ E.P_D
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5.1.4.02 ~ Tunjangan Kinerja erpD S - — =
515 ~ Tunjangan MPD _ e — e
5.1.5.0 N Tunjangan Ke Kedudukan MFD B o = = = ——
52 Belanja Barang d dan Jasa - RN =% —
52.1 Beﬁanja Barang Pe Parlﬂﬂgkﬂpaﬂ == _ _ —=—
52.1.01 o Belanja. plst Tulis Kantor dan BendaPos - 0
5.2.1.02 Balanja Perlengkapan Alat- alat Listrik B —— =
52103  Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersiban ——
52.1.04 ~ Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/lsi Ulang Tabung|  Pemadar Kebakaran
52105 Belanja Eamng Cetak dan Penggandaan o e
521.06 Ealaqja Barang Konsumnsi {Makanﬂ.ﬂmum} S o =
521,07 i Balanja Baha-r_!_l_'!.!'_:_atanal _ —
52108 Belanja Bendera/Umbul- -umbuliSpanduk — —— =
521.00 Belanja F 'F’Elkﬂlﬂn Dinas/Seragam/Atribut — —=
52140 Belanja Bahan Gbat-ubatan - — —
52111 Belanja Pakan stan Obat-obatan Hawan — I
52112 Belanja F Pupuk/Obat-ohatan Pertanian - —— —==—
52.1.99 Bﬂlaﬁjﬂ Barang Periengkapan Lainnya - o e
522 Belanja Jasa Honararium T — —
T 5.2.2.01 B BEIEI'I]E Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan R
Belanja Jasa Honorarium Unsur Staf Perangkat DesarPernhantu Tugaes Umum
52202 DesalOperator —
52203 Belanja Jasa Honorariumfnsentif Pelayanan Desa . = -
5.2 2.04 ' Béiénja Jasa Hﬂ!‘ll:-l‘g;lum Tsnaga AhIuPrnfesl!Knnsultaruﬂarasumber _
52205 ‘Belanja Jasa_Honnranum Petugas - B N -
T 52206 B Belanja Jasa Honorarium PKFKD dan PF'I{D N - B -
52207 B Belanja Jasa Honararium Staf Aﬂmmlstra.sa EPD - -
52208 i Belanja Jésé LIang Saku Pelatuhan!ﬁarnmarmlmbmgan Teknis
52299 Belanja Jasa Hnnmanﬁ::n Lainnya — e B N -
523 Eei'::mm Per]alénan Dinas e -
52301 EE-LEIHjE Perjalanan Dinas Dalam Kabupataannta
52302 Belanja Perjalanan Cinas Luar Kahupalarukata - - - =
52303 Belanja Kursus Palauhan — B -
52.4 B Belanja Jasa § vaa D e - - - __ 1
52401 | égl_én]a Jasa Sewa Bangunan.fGedung.fRuang B - —
5.2.4.02 Belanja Jasa Sawa Peralatan/Perlengkapan - -
5.2.4.03 Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas - o
52499 Bolanja Jasa Sewa Lainnya —_ )
5.'2.5_ Bel-anja Operasional Ferkanu-:fﬁh- - o =
5250 Belanja Jasa Langganan Listrik - B
5.25.02 Belanja Jasa Larigganan Alr Bersih B
52503 EB|3H]IH_IHI.;; Langganan .I'.-i'la]E.I.EahJ’Surat Kabar o
52504 - Ealanja Jasza Langganan Telepnn -
5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet S - a
5.2.5.08 - Belanja Jasa KurinPos/Giro o
| 52507 Eelari_le_i Jasa P F‘Bmanjangan ljinfPajak o -
5.2.5.08 - Béiéma InzentifiCprasional RT/RW - - -
52599  Belanja Operasional Perkantoran lainnya
528 Belanja Pemeliharaan o -
5.26M Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat
5.2._5._1:!:_? .Eebanj;ﬁaTnElharaan Kendaraan Elermntnr - -
5.2.6.03 - Belanja Pemeliharaan Peralatan o
5.26.04 Belanja Pemeliharaan | Bangunan
52,605 o Belanja Pemeliharaan Jalan
5.26.06 Belanja Pemelinaraan Jembatan
52607 Belanja Pemeliharaan Ingas.hfSarumn SuﬂgarﬁEmbunngr Bersih
52608 Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi {L|5|.'l.‘.li_i.é1epal:lu-|;'l_lgl'_i'i-at
| | komunikasi dil}
52888 | Elalan]a Pamallhaman Lalnnya
52.7 _B;'I;m];s.l Eémng dan Jasa yang Diserahkan kepada Ma: Masyafakat - a -
52.7.01 B;a!anja Bahan Perlangkapan untuk Diserahkan kepada Masyalm
52702 Belanja Banluan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Diserahkan kepada
[k Masyarakat
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527.03 Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat -
T Belanja Beasiswa BerprestasiMasyarakat Miskin - B
52705 ~ Belanja Bantuan Bibit TanamanfHewan/lkan >
__52?'99 B Belanja Barang unluk Diserahkan ka'pada Masyarakat Lalnn',ra
5.3 Belanja Modal -
— 5 Belanja Modal Pengadaan Tanah B
53101 Belanja Modal Pembebasan/Pembelian Tanah B
53.1.02 Belanja Mndal Pembayaran Horarium Tim Tanah B
53.1.03 Belanja Modal Pengukuran dan Sertifikasi Tanah
53.1.04 Belanja Modal F'engumkan dan Pematangan Tanah
5.3.1.05 Belanja I'I.I'Iodal F"er]alanan Pﬂngadaan Tanah
5.3.1.69 Balanja Modal Pengadaan Tanah Lainnya
5.3.? B BE'EI'I]B Mudal F'angadaan Pemlatan Mesin dan Alat Berat —
5.3.2.01 Belanja ja Modal i’emyaran Honor Tim Pelaksana Kegiatan (PM)
53.2.02 Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Afet Studio
53203 Belanja Modal Peralatan Kﬂmputer -
53204 | Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan -
5_3.2_'.05 - Belanja Modal Peralatan Dapur B
53.2.06 Belanja Modal Peralatan Alat Ukur B
ﬁ:j.é.ﬁi' Belama Mndal Peralatan Rambu rambu.meok Tanah ———— -
5.3.2.08 Belanja Mt}dal Peralatan k_’n_ﬁ;'l];k_ﬂaahatan
5.3.2.08 _Balanja Modal Peralatan Khusus Perlnman-fFeternakanJPankanan
53210 E!elama Modal Mesm
53211 Eelan]a Modal Pengadaan A'Iat—alat Berat
53299 Belanja Madal Peralatan, Mesin dan Alal Berat Lainnya
533 Belan]a I".I'I-:adar Kenda raan
5330 Belanja Modal Honer Tim Pengadaan (Kendaraan)
 53.3.02 Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor
533133 E Elafan]a Modal Kendaaran Darat Tidak Bermotor B
533154 Belanja Modal Kenc_!arﬂan Air Bermotor
5.3.3.05 Belanja Modal Kendaraan Air Tidak Bermotor B
53399 Belanja Modal Kendaraan Lainnya I
5.3.,4 " B&1aﬁ]a Mnda.l. Gédung, Bang-'l.lr{éﬁ dan Taman
5.3.4.01 El‘-alanja Modal Gadung, Bangunan, “Taman - Honor Pelaksana Kegiatan
534{35_ "Elelan]a M{:r:laf Gadung .E.-angunan Taman Upah Tenaga Karja
53.4.03 Belanja Muda! Gedung, Bangunan, Taman Bahan BakuMaterial -
5_3.4._04 Belanja Modal Gedung Bangu nan, Taman Sewa F'eralalan
B 5._3_..-_1.05 | Eelanja Hﬂ_qa[_t?u_»gdﬂ Bangu nan, Taman Admmustrasi Kaglatan -
53.5 Bela nja Modal Jalan/Prasarana Jalan
5350 Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan
53502 Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja
5.3.5.03 Belanja Modal Jalan - Bahan BakwMalerial
53504 Belanja Modal Jalan - Sewa Peralan
5.3.5.05 Eelanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan
536 Belanja Modal Jernbalan
.E-_é_.;E'.ﬂ‘l ) Eﬂfanja Mudal Jeni_hﬁn_ﬂonur Pelaksana Kegiatan
5.36.02 Belanja Modal Jembatan - I.Jpah Tanaga Kal}a o
53603 Belanja Modal Jembatan - Bahan Bahgﬂﬂiargl -
536.04 ~ Belanja Modal Jembatan - Sewa Peralatan o
5.36.05 Belanja Modal Jembatan - Admmnstras: Kegmla n o -
547 Belanja Modal anasﬁmbung{lﬁmnasefﬂr erbahu'Persampahan
5.3.7.0M Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana Kegiatan
5.3.7.02 Belanja Modal IrigasifEmbung/Drainase/dil - Upah Tenaga Kerja
5.3.7.03 Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan BakuMaterial J—
s3704 | Belanja Modal Ingasi/Embung/Drainase/dll - Sewa Peralatan
E_.E.?.DE _ &ela nja Mudal Ingaslembung}'Drarnase.f:lli Admmmu‘asq Kegiatan - o
538 - Eelanja Mndal Jarmgan.f Instalasi
53.8.01 _ Belanja Modal Jaringan/instalasi - Honor Tim Pelaksana Kegiatan
53.8.02 Belanja Modal Jaringanfinstalasi - Upah Tenaga Ker]a
53303 - Bfla_n]g_ !g!gg_gj_Jannganﬂnsmlasn Bahan Bakuﬂu'oalerlal
5.3.3.01 - Belanja Mnda! Jaringanfinstalasi - Sawa F-‘&raFatan
OR05 Belanja Modal Jaringan/instalasi - Adminisirasi Kegiatan
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538  Belanja Modal Lainnya - - - -
5.3.9.01 Belanja Knusus Pendidikan dan Perpustakaan B B
53.9.02 ~ Belanja Khusus Ulahmnﬂ > B o
5. 3 9. Dﬁ Balanja | Modal Khusus Kmnaameebudwaaana&gammn B —
53.9.04 ~ Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman - o -
539.05 Belanja Modal Hewan - - . B o
5.3.9.99 Belanja Modal Lainnya - . =
54 Belanja Tidak Terduga - - o B R
541 Belanja Tidak Terduga B o -
54 1.0 01 = Belanja Tidak Ten:ll.lga . - o
6 'PEMBIAYAAN B - o
61  Penerimaan Famhlwun - - E
611  SILPATehunSebelumnya - - -
61101 | SILPA Tahun Sebelumnya - -
612 Parnnlﬁnn Dana Cadangan = — —
6.1.2.01 Punmumn Dana Gadangln - —
613 ~ Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan - -
6.1.3.01 Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan -
E.1._ET = _Funarbrﬁsl_a?l Pwhlayaan I:ninnya — = e
£.1.9.99 o Pananmnan Pembiayaan Lainnya - —
6.2 Pengeluaran Pembiayaan B - -
621 Pembentukan Dana Cadangan - B o
6.2.1.01 Pembentukan Dana Cadangan B -
622  Penyertaan Modal Desa - - o
62201 - Penyertaan Modal Desa B -
628 Pnngml.lamu Fm::puan Lmra - i - -
'E-_EEH_ il Pe_r_sg_;g_uamn Pm‘nbiayaan Lamn]ra = -
T NON ANGGARAN B - i B
[ | Fldﬂll.mg‘ln Fihak Klﬂga
T11_ C _ Perhitungan PFK - Potongan Pajak o a o
7.1.1.01 ~ Potongan Pajak PPN Pusat - - - -
7.1.1.02 Potongan Pajak PPh Pasal 21 a h M
7.1.1.03 Potongan Pajak PPh Pasal 22 = = =
7.1.1.04 ~ Potongan Pajak PPh Pasal 23 o e
7.1.1.06 Potongan Pajak PPh Lalnnra— - -
712 P'irhlllmgan PFK - Potongan Pajak Daerah o o
71201 _ Pajak Restoran, Rumah Makan o ——
7.1.2.02 ) Pajak Galian C o =
713 Perhitungan PFK - Uang Muka dan Jaminan T
7.4.3.01 ng M - —=

Uan_g Muka dan Jaminan




KABUPATEN
PROVINSI

Lampiran X! : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur
Nomor : 2 Tahun 2023
Tanggal : 16 Januari 2023

PEMERINTAH KABUPATEN OKU TIMUR
DAFTAR PARAMETER BIDANG DAN KEGIATAN

; B PEMERINTAH KABUPATEN QKU TIMUR
: 16 PROVINSI SUMATERA SELATAN

KODE

NAMA BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN

1

"
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01,0499
0105
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01.05.06
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BIDAHG PE‘HTELEHGB«ERAN PEHEHIHT&H.&H DESA
Balanja Sirbp Tm]mgm dan Opemslmal Pemerintahan Desa [llnh.:imnl 30% untuk

Fﬂl’l,'ﬂlﬂw

Imphutan 01, 02, 05,dan H]I e = Lx
Pen';rmln nghasilun Tltap dan Turqmgm npah ﬂﬂl - Cemme e
Panridmnﬂ Pannhislilin | Tetap dan Tun],nnglrl Perangkat Desa = ,  Eem - _

i Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepalu Desa dan Perangkat Desa

- meuﬁam Opnmnnal Pemerintah Desa {ﬁTH: Honor PKPKD dan FFKD Parhnnkapan F'urkanlmn.
pakalan dinas/atrioul, listrik/telpon dil)) . — e e =

Penyediaan Tunjangan BPD
Penyediaan Operasional BPD :rlpat ATK, Makan Minum, Plrlanukapan Perkantoran, Pakaian Sarnnam

perjalanan dinas,Listrkfelpon, dil) o s - —
 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW B - - —
Fa;tyudiaan apumainnal_Pﬂnﬂ_r_mm_lj_an Desa yang bersumber dari Dana Desa - -
Penyediaan Tunjangan MPD B B
Penyediaan InsentiffHonorarium Pﬁmbnnlu Tugal. Umum Desa B

Lain-lain Sub Bidang Smap dan Operasianal Pﬁurmlnhan Desa - -
Pﬂnynd&-lln ‘Sarana Prasarana Pemerintahan Den -

B Fanyadmn Sarana mset Talap': Paerka nturnnFPamunnluhan B _
P!mehhal:aan Gadmg.mranrm Kanlor Desa B
PumbungunarﬂnnhahllltaslfPenlngkatan Ga:lung.meanrnna Kanlﬂr Desa tanIluh} = -

_ Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa

Administrasi Kmnduduhn Pmuuhn Sipil, 5hus.tih dan Kearsipan
Palaynnan Administrasl Umirm dan Klpanduduhnn
PwmuWﬂnquﬂhlumn Profil Desa rnplﬁh:l
Pengelolaan Adminstrasi dan  Kearsipan Pmunllhan Desa
Penyuluban dan Panyadamn Malyamhnt tentang Keptndudulmn ﬂun Ca pul
Pemataan dan Analisis Kemiskinan 1 Desa sacara Pamﬂpahf
Laln-lmn Sub Bidang Administrasi Kﬂp-unduu‘ukan Capil, Statistik dan Haumlpnn

Tnh Praja Fmeﬁnul‘run Pnrlnl:aimn, Keuangan dan Pelarmn

I Panrilenggnmn Musyawarsh Perencanaan Dea.uPsmbamsan AFBDH (Rnuim}

Penyelenggaraan Musyawaran Desa l.nmrwa {Musdus, rembug desa Non Rauularl -

Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa {RF.HDesl.rRKFDﬁa i

F'nnyu:.unan Dokumen K&unngan DeumPEDaa AF‘BDas. F'aruluhnn LPJ dll}

Fengalnrann Administrasi/ !nvemlrfsailmanirman Aset Desa

Penyusunan Kebijakan Desa {Pﬂfdes-i'kams selain Pmnn{eunngm}

Fenyusunan Laporan Hepnru Desa, LPFDesa dan Informasi Kepada Masyarakat

Pengembangan Sistem Infumasl Desa

Koordinasi/Kerjasama Fennlenggamn Pamunmnan & Pmbangunan Desa

E::::E:::;EI::::;M & Snmllnsu Fllh;:gu;lhnyaringan dan Penjaringan Ferangkat Desa, dan

Pensrulanggnmn Lomba armlr Kmullayahan & Pengiriman Knnlingnn dim Lum:Ins

Dukungan Braya Oprasional dan Biaya Lainnya untuk Desa ﬂamupln

Pelaksanaan Pemilihan Knp.la

suul.;;:;l:i: Sub q_rr:_‘_ang Tata ta Praja anrlntahnn,_F{am_n_qem_i_an_. KEIJIHQ_EH &_Pulaﬁurun
Sarllﬂkns_i_f T.lr_l_a_h Kas Desa
Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
FHIM‘.II‘-J Sertifikasi Tanah untuk luluurak.ll Miskin
Mediasi Konflik Perta nahan
Penyuluhan Pertanghan
Mmlnltr&s! Pa]alc Bumi dan Bangunan (PER)
:::E:a:u?;::w anhirrgunan Batas/Patok Tanah Kas Desa (dipilih) ==

BIDANG PELAKSANAAN Pemsmeum.ﬂ DESA -

Sub Bidang Pendidikan . -

__ Penyelenggaran PAUDITKITPATTKAITP QiMadrasah NonFomal Milk Desa (Honor, Pakaian di)




KODE NAMA BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN
1 2
02.01.02 Dukungan Penyelenggaran PAUE _&:P;a;::;:ii:zdﬁﬂ — — - — -
Panyuluhan dan Pelahhan Pendidikan i
gif; 04 P&r:allharsan Sarana Prasarana F'arpu.-.t;akaan.l"l' aman Bacaan!ﬁ_gnig:;:[ﬂ:*'::I"r:[;ﬂ:;
02.01.05 Pemeliharaan Sarana ‘Prasarana PAUD.I"I'KJ'T PAT KNI'FDM'IadraEa e Paraca PALLY
P = - PamI:uangunam’REhabllllastf:ﬂ::'lgr:;l:;FE"gﬂdﬂa" SaranalPrasaran
2.01. sa ; I
_D '::;Nn;ﬂ;{i:::iiswamnghamn SaranalPrasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desal Sanggar
02.01.07 Belajar Milik Desa = man. Ea{:a}
02.01.08 " Pengelolaan Perpustakean Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Ta
0z, ﬂ1 Pangembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Eelagar
 p2.01.10 'Dukungan P&ndpdlkan bagi Siswa M'ISHI"IJ'BEFPI'GSIEE' == : _
02.01.99 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan
1 5 hatan i
E,: ﬁ; 01 Sub:::::nE:::aan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)
02.02.02  Penyelanggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, ‘”ﬂe“t'z T
02.02. 03 B Penyuluhan dan Pelatihan Bidang i{asehatan {Llntuk Masy, Tenaga dan Ka e
02.02. 04 - Penyelenggaraan Desa Siaga Ke's&hatan )
0z, 02. 05 Pambinaan Pa.lang Merah Remaja {PMR} Tngkat Desa
02.02.06 Pangasuhan Barsama atau Bina Keluarga Balita {BKBJ _
02.02.07 Péﬁ;lhlnaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradusmnal i — B
02.02.08 Pemeliharaan Sarana Prasarana Pusy&nduIF‘nlmdes.fPKD T
02.02.09 PembangunarﬂRehabllltaswPenlngkataanengadaan Earanﬂraﬁamna_Fosyandua'Pn indes
020298 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan B
nz.'ua Suh Blldang Paker]aan Umum dan Pennl‘.aan Ruang B _
02.03.01 Pemeliharaan Jalan Desa - ) B
02.03.02 B Pemeliharaan Jalan Llngkungan Pemuklmaanang — B -
02.03.03 Pemaliharaan Jalan Usaha Tani - -
02.03.04 - -Pemallharaan Jembatan Desa = B
02.03. o5 Pemeliharaan Prazarana Jalan Desa [GumnwommSelmanPanUDmlnase d1I.:|
02.03. E}E 'F'emallhaman Ged LrngFF'rasa mna_l‘:falai Desa/Balai Kemasyarakatan - - B
02.03.07 Pemaliharaan Pemakaman /Silus Bersajarahmetulasan Milik Desa B B -
02.03.08 "~ Pemeliharsan Embung Millk Desa - B
02.03.09 Pemelharaan Monumen/Gapura/Batas Desa e
02.03.10 Pembangunarﬂ?ehab]l|taaFPamngkataniPangerasan Jalan Desa
h’z.oa.h : PembangunanfRehabllllas#P&n|ngltalaanengara5an Jalan ngkungan Ferrnuklman (Dlpulm}
02.03. 1_5 3 N -F‘embangunanMehabllIiasﬂPemngkath‘Pangamsan Jalan Usaha Tani [Dlpulum
o2 03 13 Pembangu';é_njﬁ'éﬂamIItasﬂPamnghataanangerﬁsan Jembatan Milik Desa {Ulpll'hj B
02, 03.14 Pemnangunanm_éﬁablIhalePﬂmngkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dII}
02.03.15 F'ernbangunan.rﬁehahllnaswPamnghatan Balai Dﬂsa.fE_!_a_I_E_l! Kemnasyarakatan | (Dipilih]
02.03.16 F'-arnbangunan.rHehahilntasufPanmgkatan_P_e_makaman Milik Desafﬁltus Bersejarah I'u'II!II: Uasa.“Pahlasan
02.03.17 F'embuatanFPemutahmran Pata Wilayah dan Sosial Dnsa {D|p|r|h}
02.03.18 Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
02.03.18 I Pﬂmbangunan.fﬂehabll|tasJPanlnghatan Ernl:ung Desa mlplllhj .
02.03.20 PemIJﬂngunanJ’RehabllltasufPanlngkatan Munumn-’Gapum#Bal&s Desa tDIpIiIh]
020389 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pel-ceuaan Umum dan Tata Ruang B B
02.04 Sub Eidang Kawasan Pemukiman
02.04, o1 Duhungan F'alahsanaan Program Pamhangunanfﬂehab Rur‘nah Tidak Layak Huni GPLKIN —
02. IIM [12 Pe_mallharaan Sumur Rasapﬂn Mlllk De'sa
 02.0¢ o4. 03 Pemellharaan Sumber Air Barsrh. Milik Desa tMata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll:I
0z. 04 04" - F'ernellha raan Samhungan Alr E&rsrh ke Rumah Tangga (Fipanisasi dil}
© 02.04.05 Pemelinaraan Sanitasi Pemukiman {Goreng-gorong, Selokan, Parit dlluar Prasarana Jalan))
02.04.06 Pemeliharaan Fasilitas Jamban UmumMCK Urnum di
02.04.07 F'emehhaman Fasilitas Eengelulaan Sampah Desa (Fenampungan, Bank Sampah, dil)
02.04.08 'Pemelinaraan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
02. [H HB F‘ﬂmEFlhaman Tarnan.f'l’aman E!ﬂrrnaln Anak I'|.I'I|I|h Des-a
02, [14 1{!- ___E’ﬁmbangunanl‘R&habrlrtasHPﬂmngkatan Eumur Hesapan {Dlplllh}
DZ 04 11 Pembangunan.l'ﬁﬂhabmtastfPﬂmnghatan Eumber Air E!erslh 'I'u'l.ltlk Dalala. {Dlpﬂlh}
ﬂ2 04. 12_ =N Pembangunan/RehabilitasiPeningkatan Eamhungan Alr EEISIh ka Flumah Tangpa Eblplllh:l
02.04.1 3 ; F‘embangunan}hgﬁﬁll-l.fasl}Pemngh&tan Sanitasi Perrnuklman {Dlplllh:l
020414 Pembangunan/Rahabiltas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dil {Diﬁi!ih:l
02.04.15 PernhangunanIRehahulltashfFenmgkatan Fasiltas Pengehlaan. Sampah lDIpl.Irh:l
02.04.16 - Femhangunan.fRehahnlstasﬂFemngkatan Sistem Pernhuangan Air Lumbah {Drplllh}l
02.04.17 Pembangunan/RehabilitasiPeningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa (dipilih)
02.04.99 Lam Iam Kegratan Sub Budanrg Pemmahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
02.05 Sub Eidang Kﬂhutanan l:lan Llngkungan Hidup
02.05.01 Pengelolaan Hutan Milik Desa




HAMA BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN

KODE
1 2
02.05.02 Pengelolzan Lingkungan Hidup Milik Desa - B
02.05.03 ~ Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran lentang LH dan Kehutanan (Dipilih) B B
020589 Lainain Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan LingkunganHidepe
02.06 ~ Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika = e
02.06.01 Pembuatan Rambu-rambu di Jatan Desa ) - B B
020602 |  Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balih DIl -
020603 |  Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa =
02 05.04 " Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transpnrm.su Desa
020805 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa (dipilih)
© 02.06.99 ~ Lainlain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika ]
02,07  Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral . B - B
oz o7.01 Pemalliharaan Saruna dan Prasnrana Energi Alternalif Dasa B
02.07.02 Pﬂmbungtmmmmmn Sarana & Prasarana Energi Altematif Desa
mg}' 99 Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa _ ~ - -
02.08 Sub Bil.ilnﬂ Pariwisata = - — = -
02.08.01 Famnl.lharaln Sarnna dan Prasamna Parma.m M.qhk Dasa h . 3 .
020802 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik (Dipih)
 02.08.03 Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa — o - =
| 020898 Lain-Lain Legiatan Sub Bidang Pariwisata. e S——
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN e
0301  Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
~ 03.01.01 Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa
03.01.02 Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes B
_ Dba.n1.03  Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlllnuungan Masy, Skala Lakal Dasa B -
- 03.01.04 Persiapan Kesispsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
03.01.08 Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa ' === N
 03.01.06 Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin === Tl
03 01.07 — PatatlhsannnyuluhanJSminrlsanl kepada Masy. di Bid. Hukum & Pnllndungan an 3
 03.01.99 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat L
 03.02 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan —
03.02.01 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa ) e
03.02. o2 i Fengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan {Wﬂklr Desa tkt. KnniKﬂb.l'Kut:l ==
03.02.03 mmmnrmummmmwmmxmmrm Raya Keagamaandll)
03.02.04 ~ Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Millk Desa
~ 03.0205 __ PambangunanRehabiitasi Sarana P Prasarana Kebudayaan/Rumah AdatKegamaan Milik Desa (Dipilih)
03.02.98 Lain-lain Keglatan Sub Bidang Kubudayaan dan Keagamaan
0303 Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga il -
. 03.03.01 Penglriman Kontingen Kepemudaan & nluhraga Sebagai Wakil Desa tht Kocmahmnta ==
03.03.02 Penyelenggaraan Pelatinan Kepemudaan Tingkat Desa o
_ 03.03.03 Panyulangga raan Fntwa!.anmha Kepemudaan dan C.'Ia raga Tingkat Desa o .
03.03.04 __ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepamudaan dan Olahvaga Milik Desa B
g: :.:g: hmhlngunanxmhnﬂrﬂ::nnnummn Sarana dan Prasarann Kepemudaan £ glufﬁgu Milik Desa =
Pembinaan Karangta Kmnmmhmga Tingkat Desa
03. EIEI. .89 Lain-lain Kegiatan Sub B|dang Kaplmudnun dan Olahraga _ = o .
0304 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat - -
03.04.01 Pembinaan Lembaga Adat - . .
 03.04.02 P!i'l'bnlnn LKMO/LPM/LPMD . ——
03.04.03 Pembinaan PKK - -
03 04.04 Pelatihan Fﬂlm Lembaga Kemasyarakatan ——— = =SS
030499 | Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat -
04 BIDANG PEHERDAYMH MASYARAKAT I i =
04.01 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan ) S
04.01.01 __ Pemeiiharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa I =
04.01.02 Famellhuman Pelabuhan Parikanan Sungnlﬂ(&ul Milik D
D4.01.03 _ Pembangunan/RehabiltasiPeningkata Ka mmﬂpﬂﬁ“ ana
04.01.04 ~ Pembangunan/Rehabllitasi/Peningk t&n o e Do M O
i S gkatan Pelabuhan F'aril:anan Sungai/Kecil Milik Desa
s ~ Bantua (Bibit/Pakan/dil) -
;‘:3:3 ﬂ"mhj:;ﬁ'ﬂ”"'“fpﬂﬂﬂnalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan (Dipilin) -
egticebl Kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
04.02 Sub Bidang Pertanian dan Pmmaknn . —_—
04.02.01 Peningkatan Produksi Tanama Pangan (alat produksi P i - — —
04.02.02 ~ Peningkatan Produks| :alam.lc“an (alat = anenggingan) ———
YT ﬂmdulmlfpnngaln]aanﬂmndang} -
P _ Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa {Lumbung Desa dil) =——
04.02.04 __ Pemeliharaan Saluran Irigas| Tersier/Sedarhana e
04.02.05 — —

Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Petemakan




KODE HAMA BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN
1 2

04.02 06 Pembangunan/RehabiitasiPeningkatan Saluran Ingasi TersieuSederhana
04.02.99 ~ Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Petamuitan - i I
0403 |  Sub Bidang Peningkstan Kapasitas Aparatur Desa. S
04.03.01 Peningkatan Kapasitas Kepala Desa 3 S
040302 |  Peningkatan Kapalitas Perangkat Desa S
040303 |  Peningkatan Kapasitas BPD B
04.03.99 i ~ Lain-lain Kegl.l.tnn qu Bugann Fenlngkntan hpa;ltn ﬁparatur Desa - - B
04.04 Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perfindungan Anak dan Keluarga )
04.04.01 Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perampuan
04.04.02 ~ Pelatihan dan Penyuluhan Perindungan Anak =
04.04.03 Pelatihan dan Panguatnn Panynndang D'r_fﬁbre :Phenynndang Dusal:rlhﬂna} -
ii-t'._m.ag o Lan-hi.rl Kegiatan Sub Biﬂnn Pmmmﬂyaln Permpuan Perlindungan Anak l:lan Keluarga
04.05 o Sub Bidang Koparasi, Usaha Micro Kecll dan M-mmn {t.lllrr.lt] ) B
040501 Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM
04,0502 Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Hamngnh dan Hoperlsn
cﬁnana_ ) Pengadaan Teknologi Tg_pgl Guna Unl.uk Pnngn_l:nblng,an Ekonomi Padesaan Non P'T.'_‘E_T?"“ o
04.05.99 Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)
0408 3I.Ih Blﬂlm.aﬂhung-;i'l Penanaman n Modal = =
04.06.01 Pembentukan BUM Desa (Parsiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa) -
040602 |  Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)
04.08.88 Lain-lain Kegiatan Sub ﬁldunn Dul:unn.ﬁ Penanaman Modal B - o o
04.07 _ Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian - - B
040701 |  Pemelharaan Pasar Desa/Kios Millk Desa - N
04.07.02 Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa = =
04.07.03 = Pengembangan | Induul.rl Kecil Tingkat Desa B a
040704 Mmﬁaﬁmnnﬂmﬂm imimmﬂk usaha atammu pmmiclif
::-1.9';_'.99 Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
05 'BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA o
05.01 Sub Bidang Penanggulangan Bencana -
05.01.00 Penanggulanan Bencana - e —
05.02 ~ Sub Bidang Keadaan Darurat B -
05.02.00 Penanganan Keadaan Darurat == ——
ex03 _ Sub Bidang Keadaan Mendesak e ——————— —
05,02.00 Penanganan Keadaan Mendesak — - T _




Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur

Lampiran Xl
Nomor  : 2 Tahun 2023
Tanggal : 16 Januari 2023
PEDOMAN UMUM

PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2023

BAB1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memandatkan bahwa .Desa
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat. Karenanya Desa juga berwenang untuk mengatur penetapan prioritas
penggunaan Dana Desa.

Selama tahun 2020 sampai tahun 2022 fokus terbesar penggunaan Dana Desa
adalah untuk menanggulangi wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang
berdampak kepada berbagai sendi kehidupan masyarakat baik aspek sosial,
ekonomi, kesejahteraan masyarakat maupun budaya dan telah menimbulkan
korban jiwa, dan kerugian material. Seiring dengan berjalannya waktu, pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) semakin terkendali sehingga berimplikasi
terhadap perubahan arah kebijakan penggunaan Dana Desa. Penggunaan Dana
Desa tahun 2023 lebih difokuskan untuk pemulihan ekonomi, peningkatan sumber
daya manusia dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan tetap
memperhatikan permasalahan yang masih mengemuka seperti penanganan
stunting, pelaksanaan padat karya tunai Desa, pengembangan ekonomi Desa serta,
penanganan bencana alam dan nonalam yang sesuai kewenangan Desa.

B. Tujuan
Memberikan arah Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 untuk pemulihan
ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan
bencana alam dan nonalam untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.

C. Prinsip
Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip :
1. Kemanusiaan adalah pengutamaan hak dasar, harkat dan martabat manusia:
Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan ke i :
pentin seluruh war
Desa tanpa membeda-bedakan; = af
3. Kebhinekaan adalfah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman
b?.ldflya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan
nilai-nilai kemanusiaan universal;
4. Keseimbangan alam adalah i
: pengutamaan perawatan bumi yang lestari unty
keberlanjutan kehidupan manusia; e ;
S. Kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Desa sebagaimana tertuang

didalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2
023 den tet .
kewenangan Desa; dan gan tetap memperhatikan

berdasarkan fiata. dan informasi faktual, tanpa dipengaruhi pendapat atau
pandangan pribadi dan terlepas dari persepsi emosi, atau imajinasi.




BAB Il
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. SDGs Desa 1 .
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang selanjutnya disebut

Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembang‘unan Desa.adalah
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta
penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan rlanar.. pembangunan
sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi !okal, serta
pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang
dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemnu@
kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi
Desa di masa depan.

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh
Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk

mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa
sebagai berikut :
1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan
SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan: dan
SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan.
2. Desa ekonomi tumbuh merata
SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata;
SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan:
SDGs Desa 10: desa tanpa kesenjangan; dan
SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan,
3. Desa peduli kesehatan

7. Desa berjejaring
SDGs Desa 17: kemitraan un bangunan Desg
: tuk
8. ;)ena tanggap budaya . - .
DGs Desa 16: Desa damaj berkeadi
dilan; dan
SDGs Desa 18- kelembagaan desa dinamis dan budaya desg adaptif.




B. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa
Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai
kewenangan Desa meliputi :
Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha
milik Desa/badan usaha milik Desa bersama, mencakup :

X

a.

b.

d.

pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa
bersama:

penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik
Desa bersama; dan

pengembangan usaha dan/atau unit usaha badan usaha milik Desa
dan/atau badan wusaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada
pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk
unggulan kawasan perdesaan, antara lain :

1) pengelolaan hutan Desa;
2) pengelolaan hutan adat;

3) pengelolaan air minum;
4} pengembangan produk pertanian, perkebunan, dan/atau peternakan;

5) pengembangan  produk  perikanan  (pembenihan, pengasapan,

penggaraman, perebusan dan lain-lain);

6} Pengembangan pemasaran dan distribusi produk; dan

7) Pengelolaan sampah.

kegiatan lainnya untuk mewujudkan pendirian, pengembangan, dan
peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa dan/atau
badan usaha milik Desa bersama sesuai dengan kewenangan Desa dan
diputuskan dalam Musyawarah Desa.

Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha
milik Desa/badan usaha milik Desa bersama meliputi :

d.

bidang pertanian, perkebunan, peternakan danj/atau perikanan yang
difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa
dan/atau perdesaan;

bidang jasa, usaha industn kecil, dan/atau industri rumahan yang
difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan
Desa dan/atau perdesaan;

bidang sarana dan prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau
perdesaan;

pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial;
pengelolaan hutan yang menjadi sumber tanah objek reforma agraria
untuk program kesejahteraan masyarakat;

pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan
berkelanjutan; dan

kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi
produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan
usaha millk Desa bersama sesuai dengan kewenangan Desa dan
diputuskan dalam Musyawarah Desa.

Pengembangan Desa wisata meliputi :

a.

® g

pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana Desa wisata seperti : pergola, gazebo, pondok wisata atau
homestay, dan /atau kios cenderamata;

promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
pelatihan pengelolaan Desa wisata;

pengembangan investasi desa wisata

pengembangan kerja sama antar desa wisata; dan



f.

pengembangan Desa wisata lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan
diputuskan dalam Musyawarah Desa.

C. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa ‘
Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai

kewenangan Desa meliputi :
Perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa

melalui indeks desa membangun :

1.

® Mmoo o

h.

pendataan potensi dan sumber daya pembangunan Desa;

pendataan pada tingkat rukun tetangga;

pendataan pada tingkat keluarga;

pendataan warga pekerja migran;

pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan;

pendataan kesenian dan budaya lokal termasuk kelembagaan adat;
pengadaan prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi
untuk menunjang perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan
pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun meliputi :
1) tower untuk jaringan internet;

2) komputer;

3) smartphone; dan

4]  langganan internet.

pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan
diputuskan dalam Musyawarah Desa.

penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani :

.

pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan

dan/atau perikanan :

1)  pengadaan bibit atau benih;

2) pemanfaatan lahan untuk kebun bibit atau benih;

3) pelathan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan,
dan/atau perikanan;

4) pengembangan pakan ternak alternatif;

5] pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan,
peternakan, dan/atau perikanan terpadu;

6) pembukaan lahan pertanian/perkebunan;

7) pembangunan dan/atau normalisasi jaringan irigasi;

8] pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan usaha tani:

9) pembangunan kolam;

10) pembangunan kandang komunal;

11) pengadaan alat produksi pertanian, perkebunan, perhutanan,
peternakan dan/atau perikanan;

12) pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan,
peternakan dan/atau perikanan lainnya sesuai kewenangan desa.

Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa:

1) Pembangunan lumbung pangan Desa;

2] Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung lnmbung
pangan desa antara lain akses jalan, tembok penahan tanah, jaringan
air,

3] Pembangunan prasarana pemasaran produk pangan;

pengolahan pasca panen;

1)  pengadaan alat teknologi tepat guna pengolahan pasca panen;

2] pelatihan pengelolaan hasil panen;

pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik,

atau bioponik.




E.

pengembangan jaringan pemasaran produk pertanian, perkebunan,

perhutanan, peternakan dan/atau perikanan; y

pengembangan usaha/unit usaha badan usaha milik Desa/badan usaha
milik Desa bersama yang bergerak di bidang pangan nabati dan/atau
hewani, termasuk namun tidak terbatas pada penguatan/penyertaan
modal; dan .

penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan
Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

3. Pencegahan dan penurunan stunting di Desa: ,
Tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan dan penurunan stunting

melalui :

a.

b.

pelatihan kesehatan ibu dan anak;

penyuluhan dan konseling gizi, air susu ibu eksklusif, dan makanan
pendamping air susu ibu;

pemberian makanan tambahan yang beragam, bergizi, seimbang, dan
aman dan berbasis potensi sumber daya lokal bagi anak usia di bawah 5
{lima) tahun;

pengadaan, tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai
media deteksi dini stunting;

penyediaan air bersih dan sanitasi;

perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui
serta balita terhadap jaminan kesehatan;

pendidikan tentang pengasuhan anak;

upaya pencegahan perkawinan dini;

pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk
pembangunan kandang, kolam dan kebun dalam rangka penyediaan
makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah;
peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader posyandu
dan pendidik pendidikan anak usia dini;

pemberian insentif untuk kader pembangunan manusia, kader posyandu,
dan kader kesehatan lainnya yang menjadi kewenangan Desa;

kegiatan pencegahan dan penurunan stunting lainnya sesuai dengan
kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

4, Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa :

a.

pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau
prasarana perpustakaan desa/taman bacaan masyarakat, termasuk
pengadaan buku dan bahan bacaan lainnya;

pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau
prasarana pendidikan anak usia dini, termasuk buku, peralatan belajar
dan wahana permainan;

pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau
prasarana taman belajar keagamaan;

pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atan
prasarana olah raga, adat, atau budaya;

bantuan insentif pengajar pendidikan anak usia dini/taman kanak-
kanak/taman belajar keagamaan, taman belajar anak, dan pusat kegiatan
belajar masyarakat;

bantuan biaya operasional penyelenggaraan perpustakaan desa/taman
bacaan masyarakat, pendidikan anak usia dini, dan taman belajar
keagamaan; dan

peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa lainnya yang
sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.




Peningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan

dan pemberdayaan masyarakat Desa :

a.

E.

kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu
perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil,
penghayat kepercayaan, warga difabel, kelompok masyarakat miskin, dan
kelompok rentan lainnya;

penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok
marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan
masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, warga difabel,
kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;

pemberian bantuan hukum untuk kelompok marginal dan rentan yaitu :
perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil,
penghayat kepercayaan, warga difabel, kelompok masyarakat miskin, dan
kelompok rentan lainnya;

penguatan nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk
kesalehan sosial di Desa;

pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus,
difabel, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya)} sebagai dasar
pelaksanaan program/kegiatan pembangunan Desa dan pemberdayaan
masyarakat Desa yang bersifat afirmatif]

pelatihan, sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi tentang
pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak,
termasuk tindak pidana perdagangan orang; dan

kegiatan peningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh lainnya
sesual dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa

6. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa :

a.

optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional :

1) sosialisasi dam promosi kebijakan pelaksanaan program jaminan
kesehatan nasional melalui komunikasi, informasi dan edukasi;

2) advokasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional; dan

3)  kepiatan optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan
nasional lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan
diputuskan dalam Musyawarah Desa.

penanggnlangan penyakit menular dan penyakit lainnya :

1) kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat, dan
konsumsi gizi seimbang;

2) pencegghan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit
seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus,
gangguan jiwa, Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dan penyakit

lainnya;

3) penyediaan media komunikasi informasi dan edukasi penyakit
menular;

4) pemberian bantuan makanan tambahan bagi pasien penyakit
menular;

5) pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan Desa; dan

6) kegiatan penanggulangan penyakit menular dan penyakit lainnya
yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam
Musyawarah Desa

pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap

narkotika dan prekursor narkotika :

1) kegiatan keagamaan untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;

2) penyuluhan, sosialisasi, atau seminar tentang bahaya narkoba;




3) pagelaran, festival seni, dan budaya untuk pencegahan
penyalahgunaan narkotika;

4) olahraga atau aktivitas sehat untuk pencegahan penyalahgunaan
narkotika;

5) pelatihan relawan atau pegiatan anti narkoba;

6) penyebaran informasi untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika
melalui pencetakan banner, spanduk, baliho, poster, atau
brosur fleaflet;

7) kegiatan lainnya dalam rangka pencegahan dan pemberantasan
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor
narkotika yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan
dalam Musyawarah Desa

pengembangan pelayanan kesehatan sesuai kewenangan Desa :

1) pengadaan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan
prasarana pondok bersalin Desa, pondok kesehatan Desa, pos
pelayanan terpadu, dan pos pembinaan terpadu;

2) bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat, bidan dan
tenaga medis lainnya bagi Desa yang belum memilild akses layanan
kesehatan; dan

3) insentif untuk kader kesehatan masyarakat;

kegiatan perluasan akses layanan kesehatan lainnya yang dengan

kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa

7. Dana operasional Pemerintah Desa
Dana operasional Pemerintah Desa meliputi biaya koordinasi, penanggulangan
kerawanan sosial masyarakat, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya untuk
mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa yang diberikan setiap bulan.

.

biaya koordinasi dapat digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi
yang dilakukan bersama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah,
Pemerintah Desa lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam
rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan
lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa;

biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat dapat digunakan
untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan
kerawanan sosial yang disebabkan karena
kemiskinan/kesusahan/musibah, keterbatasan dana, konflik sosial,
bencana yang menimpa warga/masyarakat; dan

biaya kegiatan khusus lainnya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan
promosi, protokoler, pemberian untuk masyarakat yang berprestasi,
kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, penguatan rasa
kebangsaan dan kesatuan, dan pemberian apresiasi kepada orang
dan/atau masyarakat yang membantu fugas Pemerintah Desa, diluar
kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

8. penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem melalui :

a.

penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan sosial dan
jaminan sosial bagi masyarakat miskin, usia lanjut, dan difabel yang belum
mendapatkan jaminan sosial dari pemerintah pusat dan pemerintah
daerah.

peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan usaha mikro kecil dan
menengah, pengembangan ekonomi lokal, dan penyediaan akses pekerjaan.
penyediaan lapangan pekerjaan termasuk melalui Padat Karya Tunai Desa.
meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan mendekatkan akses
layanan dasar yang sesuali kewenangan Desa antara lain
membangun /mengembangkan pos pelayanan terpadu, pos kesehatan desa,




pendidikan anak usia dini, meningkatkan konektivitas antarwilayah Desa
antara lain membangun jalan Desa, dan jembatan sesuai kewenangan
Desa.

e. Bantuan pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi rumah layak huni dan
sehat untuk warga miskin dan warga miskin ekstrem.

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam bentuk material/bahan bangunan

(bukan untuk upah tenaga kerja). Pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi

dikerjakan secara gotong royong. Pemilihan penerima bantuan rumah layak

huni dan sehat untuk warga miskin dan warga miskin ekstrem ditentukan

dengan kriteria :

a. bertempat tinggal di wilayah Desa;

b. diputuskan melalui Musyawarah Desa;

C. ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa; dan

d diberikan bantuan maksimal Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
dalam bentuk material/bahan bangunan.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk mendukung percepatan

penghapusan kemiskinan ekstrem :

Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi keluarga miskin ekstrem

merupakan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang

Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Pemberian Bantuan Langsung

Tunai Dana Desa tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan pendapatan

keluarga miskin ekstrem di Desa. Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

yang diberikan kepada keluarga miskin ekstrem berdasarkan peraturan

perundangundangan yang berlaku. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

dialokasikan maksimal 25% (persen) dari total pagu Dana Desa setiap Desa.

Kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah sebagai berikut :

a. keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan, dan diutamakan
untuk keluarga miskin ekstrem;

b. keluarga yang terdapat anggota keluarga rentan sakit menahun /kronis;

c. keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/atau

d. keluarga yang terdapat anggota keluarga difabel.

D. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesual dengan kewenangan
Desa
Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk mitigasi dan penanganan
bencana alam dan nonalam meliputi :

1.

Mitigasi dan penanganan bencana alam Pengadaan, pembangunan,
pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana
alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya :

a. pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;

b. alat pemadam api ringan di Desa;

c.  pertolongan pertama pada kecelakaan untuk bencana;

d. pembangunan jalan evakuasi;

e. penyediaan penunjuk jalur evakuasi,

f. kegiatan tanggap darurat bencana alam;

g. penyediaan tempat pengungsian;

h. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;

i rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana
alam: dan

T sarana prasarana untuk mitigasi dan penanggulangan bencana yang

lainnya sesual dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam
musyawarah Desa.




Mitigasi dan penanganan bencana nonalam

a.

bencana non alam yang muncul akibat endemik, wabah, atau virus bakteri

yang berdampsk luas bagi kehidupan masyarakat Desa seperti Corona

Virus Disease 2019 (COVID-19), malaria, demam berdarah dengue, kolera,

disentri.

bencana non alam yang muncul terhadap hewan dan ternak seperti :

penyakit menular mulut dan kuku, antraks;

bencana non alam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti

hama wereng, hama belalang;

bencana non alam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti

hama wereng, hama belalang;

bencana non alam yang muncul karena gagal teknologi dan gagal

modernisasi seperti gagal pengeboran;

Desa Aman COVID

Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produlktif

di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan

protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan

cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Adapun hal yang berkaitan
dengan program Desa aman COVID-19, sebagai berikut :

Penggunaan Dana Desa untuk mendukung aksi Desa Aman COVID-19

antara lain :

1) membentuk pos jaga desa atau memberdayakan pos jaga desa yang
telah ada;

2) sosialisasi dan edukasi adaptasi kebiasaan baru dan penerapan
secara ketat protokol kesehatan;

3) pembelian masker, vitamin dan obat sesuai arahan satuan tugas
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) kabupaten/kota bagi warga
kurang mampu, serta kebutuhan lainnya yang diputuskan dalam
musyawarah Desa khusus/musyawarah Desa insidental;

4) menyiapkan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan
(hand sanitizer);

5) melakukan penyemprotan cairan disinfektan sesuai keperluan;

6) menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-
waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;

7) memfasilitasi kebutuhan logistik warga kurang mampu yang sedang
melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Desa;

8} melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan melaporkannya
kepada satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19) Daerah; dan

9) Mendukung operasional tugas relawan Desa aman Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19).

relawan Desa aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Relawan Desa

aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan struktur sebagai

berikut :

1)  ketua : kepala Desa

2)  wakil : ketua badan permusyawaratan Desa

3] anggota:

a) perangkat Desa;

b) anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
¢) kepala dusun atau yang setara,

d) ketua rukun warga;

€] ketua rukun tetangga;

f) pendamping lokal Desa;




g) pendamping Program Keluarga Harapan (PKH]};
h) pendamping Desa sehat; .
ij  pendamping lainya yang berdomisili di Desa; v N P
j) bidan Desa;
k) tokoh agama;
1) tokoh adat;
m) tokoh masyarakat;
n) karang taruna;
o] pemberdayaan kesejahteraan keluarga; dan
p) kader pemberdayaan masyarakat desa.
4) mitra:
a) bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat;
b) bintara pembina Desa; dan

c)

pendamping Desa.

5) tugas relawan Desa aman COVID-19 :

aj

b)

g

h)

melakukan edukasi dan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan
baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan;
mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta
orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan
penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak
mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring
pengamanan sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik
vang telah maupun yang belum menerima; dan

melalkukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan,
menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih
tangan (hand sanitizer) di tempat umum.

menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-
waktu siap digunakan ketika dibutuhkan

menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan,
serta pencegahanpenyebaran wabah dan penularan Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19);

memfasilitasi kebutuhan logistik bagi warga kurang mampu
yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau
ruang isolasi Desa; dan

menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) seperti nomor telepon
rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulan, dan lain-lain.
Pelaksanaan mitigasi dan penanganan bencana alam dan
nonalam dapat mengacu kepada Keputusan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigsasi Nomor 71
Tahun 2021 tentang Panduan Penanganan Bencana di Desa
mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam lainnya
sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui
musyawarah Desa.

BAB III

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. Kewenangan Desa

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan peraturan Desa yang
mengatur mengenai kewenangan Desa berdasarkan hak asal- usul dan
kewenangan lokal berskala Desa.
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2. Dalam hal Desa tidak memiliki Peraturan Desa yang mengatur mengenai
lcewenangnn Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala\

Desa, dasar penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah peraturan
bupati/wali kota tentang daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul
dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan.
3. Dalam hal tidak terdapat peraturan bupati/wali kota yang mengatur mengenai
kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala
sa, Desa tetap dapat menentukan Prioritas Penggunaan Dana Desa sesual
dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

. Swakelola

1. Program dan/atau kegiatan yang didanai dengan Dana Desa harus dilaksanakan
secara swakelola oleh Desa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020
tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa.

2. Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat melakukan
pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
tentang pengadaan barang dan jasa di Desa.

3. Kegiatan pengembangan kapasitas warga Desa yang didanai Dana Desa harus
dilaksanakan secara swakelola oleh Pemerintah Desa atau kerja sama antardesa
dan dilarang dikerjakan oleh penyedia barang/jasa.

. Padat Karyva Tunai Desa
1. Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat
Karya Tunai Desa;
2. pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, perempuan kepala
keluarga, anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
3. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total
biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa;
. pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;
. pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa dikelola dengan menerapkan
protokol kesehatan; dan
6. Jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa meliputi antara lain :
a.  pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan
1) pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan
perkebunan;
2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran
dan lain-lain; dan
3) penanaman tumpang sari tanaman pokok dilahan perkebunan
b. wisata Desa
1}  kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik Desa
dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik Desa
dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
3] membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi wisata.
c.  perdagangan logistik pangan
1) pemeliharaan bangunan pasar;
2) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama
berperan sebagai aggregator untuk membeli komoditas Desa untuk
dijual kembali di pasar yang lebih luas;
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3) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama
memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk
melakukan produksi; dan

4) tambahan penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan
usaha milik Desa bersama kepada produksi yang menguntungkan di
Desa.

d. Perikanan

1) pemasangan atau perawatan karamba bersama;

2) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik Desa
dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan

3) membersihkan Tempat Pelelangan lkan (TPI) dan tempat penjualan
ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan
usaha milik Desa bersama.

e. Peternakan

1) membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik Desa
dan/atau badan usaha milik Desa bersama;

2) penggemukan termak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola
badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
dan

3) kerja sama badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik
Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak
untuk pupuk organik.

f. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan

1) perawatan gudang milik badan usaha milik Desa dan/atau badan
usaha milik Desa bersama;

2) perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik Desa
dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan

3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana
Desa.

D. Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa
Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan melalui penilaian terhadap
daftar program/kegiatan pembangunan Desa untuk difokuskan pada upaya
pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, mitigasi dan penanganan
bencana alam dan nonalam yang mendukung SDGs Desa. Hal-hal yang diperhatikan
dalam penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut :

1.

5.

berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah yang ada di Desa
dipilih program/kegiatan yang paling dibutuhkan masyarakat Desa dan yang
paling besar kemanfaatannya untuk masyarakat Desa, sehingga Dana Desa
dilarang untuk dibagi rata;

program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus lebih banyak melibatkan
masyarakat Desa khususnya Padat Karya Tunai Desa;

program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan secara
swakelola dengan menggunakan sumberdaya yang ada di Desa;

program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya
keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang; dan

program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara
partisipatif, transparan dan akuntabel.

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa harus merujuk kepada data masalah

dan potensi Desa sebagaimana hasil perbaikan, dan konsolidasi data SDGs Desa
dalam sistem informasi desa.




E. Pengembangan kegiatan di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 diprioritaskan untuk menjalankan ketenrtuan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan I{euan‘gan
Negara dan Stabilitasi Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang
membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Kegangan
menjadi Undang-Undang, maka pembangunan kantor kepala Desa, balai Desa
dan/atau tempat ibadah tidak diperbolehkan.

F, Tahapan Perencanaan Penggunaan Dana Desa

1. Keterbukaan informasi pembangunan Desa
Desa menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat Desa halhal sebagai
berilaut :

a. data Desa serta peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa,;
dokumen RPJM Desa;
program/ proyek masuk Desa;
besaran anggaran Desa dan sumber pembiayaan pembangunan Desa; dan
kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi
nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana
alam dan nonalam yang mendukung SDGs Desa.
2. Musyawarah dusun/kelompok

a. warga Desa mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa
berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh Desa melalui berbagai
forum diskusi.

b. tim penyusunan RPJM Desa atau tim penyusunan RKP Desa
menyelenggarakan musyawarah dusun/kelompok untuk mendiskusikan
rencana Prioritas Pengpunaan Dana Desa.

c. masyarakat Desa merumuskan usulan program dan kegiatan yang
diprioritaskan untuk didanai dengan Dana Desa; dan

d. hasil Musyawarah dusun/kelompok menjadi usulan warga dalam
Musyawarah Desa.

3. Musyawarah Desa

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam

Musyawarah Desa. Masyarakat Desa wajib mengawal usulan Prioritas

Penggunaan Dana Desa agar dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa.

Berita acara Musyawarah Desa menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen

RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa.
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BAB IV
PUBLIKASI DAN PELAPORAN

A. Publikasi

Prioritas Penggunaan Dana Desa harus dipublikasikan oleh Pemerintah Desa
kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa yang
dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta
masyarakat Desa.

Sarana publikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui :

1. baliho;

2. papan informasi Desa;

3. media elektronik;

4. media cetak;



media sosial;

website Desa;

leaflet:

pengeras suara di ruang publik; dan

media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.

Lonton aesain media pubiKasl dapat diundun di situs web Kemendaesa.go.id.

© eSOy

Pelanaran

1. Pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa dikelola dengan mengggunakan
aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa,
rempangunan Uaeran |erunggal, aan iransmigrasi.

2. Bagi Desa yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak dapat menggunakan
aplikasi sistem informasi Desa secara online, dapat melakukan pelanpnran
Prioritas Penggunaan Dana Desa secara offline dengan difasilitasi oleh Tenaga
Pendamping Profesional

BAB V
PEMBINAAN

. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat
dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan digital yaitu menggunakan aplikasi
sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

- Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah
kabupaten /kota mengendalikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun
2023 secara berjenjang dengan memberikan arahan pembinaan kepada Desa.

- Kepala Desa memberikan tanggapan dan informasi balik kepada Pemerintah Daerah
kabupaten /kota, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Pusat.
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RAN XIV : PERATURAN BUPATI QKU TIMUR
LANH Nomor : 2 Tahun 2023
Tanggal @ 16 Januari 2023

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

KECAHATAN llll!llIllllIlIIl'!l!li
DE“ IIl---IIII'iIIIII
AlAMALE eiiciiainsrsssssinsniansisssnanssans

Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN KEPALA DESA .......ccovnvvmninmnsmissmmmssnarsses i

NOMOR : ....coocmiinmmimnnnins TAHUN 20......

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
DIDESA .........ccccnnamninnniranss

bahwa Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang efisien, efekﬁf, transparan,
pemberdayaan masyarakat,gotong-royong dan akuntabel sangat dlpgrlukan bagi
ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan
berdampak pada peningkatan pelayanan publik;
hahwauntukmewujudkanPengadaanBarang/Jasa _
Necacchiagaimanadimaksuddalamburuf a, perluditetapkan Tim PelaksanaKegiatan
(TPKY-

bahwa vyang namanyatercantumdalamKeputusaninidipandangmampu  dan

elenuiisyaraluniukditelaphansebagal i Felarsanakeygiatan (1PR) Ul Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

PeraturanPemerintahNomor 43 Tahun 2014
teniangPeraturanPelaksanaanUndang-UndangNomor 6 Tahun 2014
ientangDesa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 123,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539}, sebagainiciia
telahdiubahdenganPeraturanPemerintahNomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentanq
Furdiuian Pelaksanaan Undung-Undang Nomor & Tahun 2014 tentang Desa
(Leinbaran Negare Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 41,
Tambahani embaran Neaara Renublik Indonesia Nomor 6321):

PeraluraniPomeintehNomor 60 Tahun  20idtcolanuy Dans Do Yaoa
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Tndonesia Tahun 2014Nomor 168, Tamhahant embaran Mecara
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denganParaturanPemerintanNomaor8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Pemarintah Nomar 60 Tahun 20714tentana Dana Desa Yang
Sorsenniny dand Ancaanan Poondanaian thn Bodaitia Migiara ffiandbasran Mowsa

Republik Indunesia Tahun 20i6Nomor 57, Taembehaniembaran Negaia
Reniibiik Tndnnesia H:‘uTu'li'ERﬁ-fE;

aa N T e s _ £
-

FEsuiEn moiian Delam Negen Nomoer 20 Tahun 2018 fenisng Penasio:
Desa (Berila Negata Republik Indenesia Tahun 2018 Nomol 611);

Baraturant nmbanab nhitnbanbionaadasndaeapn faeo Bramaorintakh Wrm ik
et . 3 g :
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PennardazsnBRaranal/izes di Nees:

r S aLU el IDUpeUUYal INUITIEH T 1Y Uiy AT UTON ‘u rariun
2018tentangPedomanPengelolaanKeuanganDesa (LembaranDaerahKabupaten
Ogan Komering Ulu TimurTahun 2018Nomor70);

PeraturanBupatiOganKomering Ulu TimurNomor 74Tahun 2020tentangPedaman

Tata Cara PengadaanBarang/Jasa di Desa (LembaranDacrahabupaten Caan
Komering Ulu TimurTahun 2020Nomor74);



Menetapkan
PERTAMA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

h. Peraturan Desa ........ Nomor .... Tahun 201...tentangAnggaranPendapatan dan

BelanjaDesaTahunAnggaran 202....
i. Hasil Rapat Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Desa ........cccccevimurnes

MEMUTUSKAN :

Mengangkat Tim PelaksanaKegiatan (TPK) di Desa..........c......, S€bagai berikut:
Ketua S asmivmassdEEASESINRISEARERsansEnsSneaLis baRILE

Sekrelatis: ¢ il

Anggota b e .. dst

: Tugas pokok dan kewenangan Tim PelaksanaKegiatan (TPK) adalahsebagaiberikut :

a. Melaksanakan swakelola;

b. menyusun dokumen lelang;

c¢. mengumumkan dan melaksanakan lelang untuk pengadaan melalui
penyedia;

d. memilih dan menetapkan penyedia;

e. memeriksa dan melaporkan hasil pengadaan kepada Kasi/Kaur; dan

f.  mengumumkan hasil kegiatan dari Pengadaan.

Dalammelaksanakan tugas dan kewenangannya, TPK bertanggungjawab
kepadaKepala Desa ..............coonnn-nS€l2ku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan
Keuangan Desa.

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang

sesuai, berdasarkan APB Desa ...................., Tahun Anggaran .................

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan
:Tell‘kan perubahan sebagaimaa mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat
ekeliruan,

Ditetapkan di ......covrevinreeeeescnnnennin,s
Pada tanggalc.auiinsy 20
KEPALA DESA .......ccou....

||||||||||

Tembusan kepada :

1. Yth. Bupati OKU TimurmelaluiCamat
2. Yth. BPD Desa

------ T I T

L

3. Yang bersa ngkutan;

4. Arsip.



LAMPFIKAN AV | PREATURAN BUFATT LKU TIMUK

MNomor

: 2 Tahun 2023

Tanggal : 16 Januari 202’_3_

FORMAT DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

A NAFTAR CONTOH FORMAT PENGADAAN RARANC/JASA MELALUI PENYEDIA

(PERMINTAAN PENAWARAN)
NO CONTOH FORMAT JENIS FORMAT
1 Surat Permintaan Penawaran Form_PB]D.D
2 | Surat Penawaran Harga Form_PBJD.E
3 Kerangka Acuan Kerja (KAK) Form_PB]D.F
4 | Daftar Rincian Penawaran Harga Barang/Jasa Form_PB]D.G
5 Surat Undangan Klarifikasi dan Negosiasi Form_PB]D.H
6 | Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Form_PB]D.I
7 Surat Persetujuan Penawaran Form_PB]D.]
8 | Berita Acara Pembukaan Penawaran, Penilaian dan Penetapan | Form_PBJD.K
Pemenang

B. DAFTAR CONTOH FORMAT PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA

(LELANG)
NO CONTOH FORMAT JENIS FORMAT
1 | Pengumuman pengadaan Form_PBJD.A
2 | Survey Harga Form_PBJD.B
3 Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Form_PB]D.C
4 Surat Permintaan Penawaran Form_PB]D.D
5 | Surat Penawaran Harga Form_PBJD.E
6 Kerangka Acuan Kerja (KAK) Form_PBJD.F
7 Daftar Rincian Penawaran Harga Barang/Jasa Form_PB]D.G
8 | Surat Undangan Klarifikasi dan Negosiasi Form_PBJD.H
9 Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Form_PBJD.]
10 | Surat Persetujuan Penawaran Form_PBJD.]
11 | Berita Acara Pembukaan Penawaran, Penilaian dan Penetapan | Form_PBJD.K
Pemenang

12 | Pengumuman Hasil Form_PBJD.L
13 | Undangan Penjelasan Umum Form_PBJD.M
14 | Berita Acara Penjelasan Umum Form_PBJD.N
15 | Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan Form_PB]D.O
16 | Surat Perjanjian Kerjasama Form_PB]D.P
17 | Surat Penyerahan Hasil Pekerjaan Form_PB]D.Q
18 | Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Form_PE]D.R
19 | Berita Acara Pembayaran Form_PBJD.5
20 | Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Form PBJD.T
21 | Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Form_PBJD.U
22 | Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Form_PBJD.V
23 | Surat Pernyataan Kebenaran Usaha Form_PB]D.W




1.

CONTOH FORMAT PENGUMUMAN PENGADAAN

PENGUMUMAN

Dalam rangka pengadaan barang/jasadiDesa..........
sebagai berikut :

SR

B-

Paket Pekerjaan

Tahun Anggaran

Nama TPK

Lokasi

Ruang Lingkup Pekerjaan
Nilai Total HPS

Waktu Pelaksanaan

JADWAL PROSES LELANG

.......................

.......................

-----------------------

Form_PBJD.A

............

............

...................................

No.

Uraian

Pukul Tempat

1

Persiapan

Balai desa

Aanwijzing/
Penjelasan

Balai desa

Penerimaan dokumen
penawaran

Balai desa

Pembukaan dokumen
‘penawaran

Balai desa

Evaluasi penawara_n
dan kelengkapan
dokumen

Ba]ai”a::iesa

Penetapan
Pemenang

Balai desa

Surat Perjanjian/
Surat Perintah Kerja

Balai desa

Mengetahui

Kepala Desa .....onersaninnns

Tim Pelaksana Kegiatan
Desa .ianasia,
Ketua




2. CONTOH FORMAT SURVEY HARGA

FORM SURVEY HARGA

DESA
KECAMATAN :
KABUPATEN

Form_PB]JD.B

=
=]

Nama/Jenis Barang

Satuan

Harga

Keterangan

O |0 [ ~T | || (L2 B2

=t
=

fury
[y

[a—y
%

[y
Wl

H
o

[y
i

TOTAL

Harga sudah termasuk pajak yang berlaku

BEtEEp EENEGmEEEEESEEEmrEd A RS R LR

Yang Melaksanakan Survey
Kaur/Kasi ... Selaku
Pelaksana Kegiatan Anggaran,




3. CONTOH FORMAT HP5

Form_PBJD.C

Desa
Kecamatan :
Kabupaten
Provinsi
Harga Jumiah Jumlah
Uraian Volume | Satuan satuan (Rp) | Total (Rp)
El b C d e=hxd f
1. BAHAN
1
i
3
4
5
6
7
a8
dst.
Sub Total 1} =
2. ALAT
3
2 "
3
a4
5
B
dst. .
Sub Total 2} -
3. UPAH
1 —
2
3
&
dst.
- ~_Sub Total 3) -
Jumlah Biaya Kontruksi (142+3)|
4. BIAYA OPERASIONAL
1 _ —
2
3
a
dst.
S ~ Biaya Operasional & -
Total Biaya
Kaur/Kasi ....cccomveeerrvecenens 3€l2KU

Pelaksana Kegiatan

Anpparan,




Form_PBJD.D

4. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN PENAWARAN

TIM PELAKSANA KEGIATAN
DESA . cnee KECAMATAN ...ccomcriomarns KABUPATEN ...oermeserrrnes
JAlAN cmiiiriiis [ [171;11] pm— = Telepon s o
Nomor ] Kepada ‘
Sifat : Penting Yth. Direktur/Pimpinan/Pemilik
Lampiran : - .
Perihal : Permintaan Penawaran Di
Pengadaan Barang/Jasa =00 s
Sehubungan dengan akan dilaksanakan kegiatan .......... , yang didalamnya
terdapat pekerjaan ...
Adapun spemﬁkas: tekms yang kam1 persyaratkan adalah :
a. Ruang lingkup pekerjaan ...
b. Daftar barang/jasa:
No Jenis Barang/Jasa Volume Satuan
Selanjutnya, apabila Saudara berminat dan bersedia melaksanakan
pekerjaan tersebut, diminta segera mengajukan Surat Penawaran.
Surat Penawaran ditujukan kepada Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Desa
- Kecamatan ... Kabupaten ..o, dengan
'l(nfpn'lu-an th'.'lﬂ'.:n harilat -
1. Surat Penawaran dibuat I'.Fll'tgk'lp 3 {tlga} asli bermaterai Rp. 10.000 dan
harus sudah kami terima tdnggal
(T h“-li dak 1 Lrllﬂ!‘!‘ﬂl.ﬂl.l I-Il.lll.lj.l.!_lll L
a. kerangka acuan kerja (KAK);
b. rincian barang/jasa;
c. volume;
d. spesifikasi teknis;
e. gambar rencana kerja (apabila diperlukan);
t. waktu pelaksanaan pekerjaan); dan
g formulir surat pernyataan kebenaran usaha.
Demikian Permintaan Penawaran Pengadaan Barang/Jasa ini kami
sampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.
Mengetahui Tim Pelaksana Kegiatan
Kaur/Kasi ... .. Selaku [DICESF: .
Pelaksana Kegtatan ﬁnggaran, Ketua,
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5. CONTOH SURAT PENAWARAN HARGA

KOP PENYEDIA BARANG/IASA

Nomor : Kepada
Sifat : Penting Yth. Ketua Tim Pelaksana Kegiatan
Lampiran : 1 (satu) berkas Desa
Perihal : Penawaran harga di
Menanggapi surat Saudara tanggal ... e . Nomor

i . perihal Permintaan Penawaran Pengadaan Barang/Jasa, ITlEIkB
bersama ini kami mengajukan penawaran harga untuk melaksanakan pekerjaan
tersebut.

Adapun harga penawaran yang kami ajukan adalah sebesar Rp.........ccoeeee.

( Rupiah) dengan rincian sebagaimana terlampir,

Sesuai dengan persyaratan yang diminta, bersama ini kami lampirkan :
kerangka acuan kerja (KAK);
rincian barang/jasa;
volume;
spesifikasi teknis;
gambar rencana kerja (apabila diperlukan);
waktu pelaksanaan pekerjaan); dan
formulir surat pernyataan kebenaran usaha,

NHbhwN e

Demikian Surat Penawaran Harga ini kami sampaikan untuk menjadikan
periksa, dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Direktur/Pimpinan/Pemilik

....................................




6. CONTOH BENTUK KERANGKA ACUAN KERJA (KAK])

A. Latang Belakang

B. Maksud dan Tujuan
C. Sasaran Kegiatan

D. Lingkup Kegiatan
E. Lokasi Kegiatan

F. Sumber Pendanaan
G. Pelaksana Kegiatan

H. Jangka Waktu Pelaksanaan

[Kop Surat]

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Form_PB]D.F

KEPALA DESA....cvvmnnes
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7.  Contoh Daftar Rincian Penawaran Harga Barang/Jasa
KOP PENYEDIA BARANG/JASA
DAFTAR RINCIAN PENAWARAN HARGA BARANG/JASA
SUDAH TERMASUH PAJAK-PAJAK KEPADA NEGARA DAN BEA CUKAI

Harga

No Jenis Barang/Jasa Volume | Satuan Satuan EEaRI;:g]a
(Rp)
JUMLAH

G s RUPIah)

Direktur/Pimpinan/Pemilik

LAl A RN RN R AR R
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8. Contoh Surat Undangan Klarifikasi dan Negosiasi

TIM PELAKSANA KEGIATAN
DESA ..o KECAMATAN ............. KABUPATEN .......counuis
01T R —— NOMOT ..ccovee:. TEIEPON ooconireranssnss ssamemsmasssssancess
Nomor  : Kepada
Sifat : Penting Yth. Direktur/Pimpinan/Pemilik
Lampiran : -
Perihal : Klarifikasi dan Negosiasi Di
Menindaklanjuti  surat Saudara tanggal ... . nomor
......................... perihal Penawaran Harga, bersama ini kami sampaikan hal-hal
sebagai benikut
1. Setelah menerima dan mempelajari isi surat penawaran harga Saudara, pada
prinsipnya kami tidak keberatan, tetapi berdasarkan harga penawaran yang
Saudara ajukan kami perlu melakukan klarifikasi dan negosiasi harga terhadap
penawaran Saudara tersebut.
2. Untuk keperluan dimaksud kami mengharap kehadiran Saudara besok pada :
Hari Y TR
Fangeal ¢ laissisimasi
Jam Y sttruermmes st
Acara : Klarifikasi dan Negoisasi harga
‘ Dem_ikian untuk menjadikan maklum dan atas kehadirannya disampaikan
terima kasih.
Mengetahui Tim Pelaksana Kegiatan
Kaur/Kasi ...viummeiin Selaku DeSa .o .
Pelaksana Kegiatan Anggaran, Ketua,




Fnrm_PBID.lJ
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BERITA ACARA KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI HARGA

INUILLIUL & werernnnssamersssnnnssssssss '
POKETIAAI T +ovverrersrnrnsarenssmmmmmmmmsenstrsssimrsssissstesssiniesss
i ; | Ribu
ari i Cvvienees Tanggal ... BUlAN 1. ooveeeeeeiesreneesess LEDUD Dua !
Pade: 55 720 & wWin Aanman manaamhil tommnat A

marda p'l'lln 1 5 :
. kami yang bertandatangm di bawah ini telah melakukan klarifikasi dan

negosmsn harga atas pcketjaan

Rapal dipimpin oleh ketua lim Felaksana Kegia@an Ljesa ... s fecamatan
Kabupaten ... dengan pihak Penyedia Barang/Jasa dari

................................

.............................

Pada saat klarifikasi dan negosiasi harga, pihak Penyedia Barang/Jasa yang dihadiri oleh
menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pihak Penyedia Barang/Jasa dari menyatakan telah menerima semua sural yang
berkaitan dengan proses pekerjaan .. s

2. Bahwa pihak Penyedia Barangf.lasa dan weses  MENyambut baik dan
mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah dlbenkan selama ini dan semoga
kerjasama yang telah berjalan dapat dilanjutkan.

Adapun mengenai pengajuan penawaran untuk melaksanakan pekerjaan tersebut disampaikan
hal-hal sebagai berikut :

a. Besarnya jumlah penawaran harga yang diajukan oleh Penyedia barang/jasa dari
....................... adalah  sebesar Rp...ccmies Lo Rupiah)
termasuk beban pajak dan bea materai.

b.  Adapun mengenai rincian jumlah penawaran dapat dilihat dalam lampiran surat penawaran
harga.

c.  Setelah dilakukan beberapa pembicaraan baik menyangkut negosiasi serta beberapa klarifikasi
maka kedua belah pihak secara bersama-sama telah menyepakati pengurangan atas penawaran

yang diajukan Penyedia Barang/Jasa dari .......cmnmninccsnisnininnnas sebesar Rp....ccoovvvenniaes
[ Rupiah) menjadi sebesar Rp. . sl Rupiah) termasuk beban pajak
dan bea materai yang harus dlbﬂ.}"ﬂ]‘ F-:nyedla Barang/Jasa dari ... dan
selanjutnya Penyedia Barang/Jasa dari .. . akan membuat dan menyampaikan

Surat Penawaran yang baru sesuai hasil kcsepakatan ini dcngan rincian sebagai berikut

Harga Satuan Harga

No. Jenis Barang/Jasa Volume Satuan
(Rp) (Rp)

d. Kesgpakatan lain yang dihasilkan pada saat klarifikasi dan negosiasi harga adalah bahwa
mas‘_,mg~masing pihak bersepakat untuk menuangkan proses kerjasama ini dalam bentuk Surat
Perjanjian Kerjasama yang akan dibuat setelah proses klarifikasi dan negosiasi harga
disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.




Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai
cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direktur/Pimpinan/Pemilik Tim Pelaksana Kegiatan
Desa s
Ketua,
Mengetahui
Kaur/ Kasi... i Selaku
Pelaksana Kegiatan Anggaran
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10. Contoh Surat Persetujuan Penawaran

TIM PELAKSANA KEGIATAN
DESA i KECAMATAN ............ KABUPATEN .....coeceees
Jalan oo NOmOr .....c... Telepon ...cecveerisisarnsnsssnansnsiassns
Nomor - Kepada N
Sifat : Penting Yth. Direktur/Pimpinan/Pemilik
Lampiran : 1(satu)bendel e
Perihal  : Persetujuan Penawaran Di
Berdasarkan  Berita  Acara  Klarifikasi  dan  negosiasi  Harga
OO s i iiiiivinstaasmnsias tangEal i , maka pada prinsipnya kami
tidak keberatan dan dapat mencrima dengan penawaran harga yang telah disepakati
sebesar Rp. .....ccccomnennins (Rupiah).
Sehubungan hal tersebut, diminta kehadiran Saudara besok pada :
Hari - ——
Tanggal
FaMT 8 e
TEMPBAL - |} covismsiansmasnssssnssmanssnns
Acara Penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama
Adapun konsep Surat Perjanjian Kerjasama sebagaimana terlampir. Demikian
untuk menjadikan maklum dan atas kehadirannya disampaikan terima kasih.
Mengetahui Tim Pelaksana Kegiatan
Kaur/Kasi ... S8laku DESA wimsissmnsesresanne
Pelaksana Kegiatan Anggaran, Ketua,
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11. Contoh Berita Acara Pembukaan Penawaran, Penilaian dan Penetapan Pemenang

BERITA ACARA
PEMBUKAAN PENAWARAN. PENILAIAN DAN PENETAPAN PEMENANG

TOTTIOT © civeceeessrmnmsmnsrsansnssrasmsnnsarssss

TENTANG :
PEKERJAAN © c.ooiciieemssssemsmmmnsnanssasassssanansabons

Pada hari ini .....cccoeneea tanggal ....ooceerivenenns bulan s s
telah melaksanakan rapat.

Rapat dibuka pada pukul ......ccoeeeveen. , oleh Ketua/Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan........ccuus
yang dihadiri oleh :

e Ketua, Sekretaris dan para anggota; ’

e Para peserta calon pemasok barang/jasa yang telah diundang dan mengambil dokumen

Pengadaan, yaitu :

a. Toko/Pemasok/Kontraktor: . ......cccommmmenriassinnn . 5 R
b. Toko/Pemasok/Kontrakior:....cocccvmieermnnmrrmssnsernes I - TR (o i e e
¢. Toko/Pemasok/Kontraktor:.....cocvriueminnennsseniiinns 5 1 o AP T

Adapun rangkaian acara adalah sebagai berikut :

No Agenda Kegiatan Hasil Kesepakatan g
| | Penerimaan Penawaran Peserta Yang memasukkan Penawaran sebanyak
2 | Pembukaan Penawaran Pembukaan Penawaran dilaksanakan mulai pukul ........

sid e Jumlah penawaran vang dibuka sebanyak ..........
3 | Penilaian/ Evaluasi Penawaran | Berdasarkan kriteria penilaian penawaran, maka diperoleh

{Ranking Penawar) rangking hasil penilaian Penawaran sebagaimana
terlampir.
4 | Penetapan Pemenang Berdasarkan hasil evaluasi/penilaian penawaran yang

masuk maka ditetapkan

Pemenang  Pengadaan ini adalah Toko/ Pemasok/
Kontraklor & e dengan harga penawaran
sebesar Rpoccvniicccinenn

Pada akhir acara sekali lagi Ketua Panitia menyampaikan nama dan jumlah penawaran dari
peserta yang dinyatakan sebagai Pemenang dihadapan seluruh Peserta yang hadir.

Rapat ditutup oleh Ketua/Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang
{Bahan/Alat/Pekeriaan) pada pukul .....cccoooervcinicccnnnnen.

Demikian Berita Acara pembukaan. penilaian, dan penctapan pemenang ini dibuat dalam

ST, P M e T § Al Fndmammemt mlal Mamtita Thas modana das ™ Fduay avsnlell dawd celaw

Pemasok untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.




TIM PELAKSANA KEGIATAN .......

DEBAL.......commmemisiermmsitinmspssisns
KEDUDUKAN TANDA TANGAN
NO NAMA
DALAM PANITIA
| A D 0 - SEKRETARIS ¢ U S oL e
3 || scesnansiaisvtisasennn | AINCIRICET A g,

WAKIL DARI CALON PEMASOK/KONTRAKTOR

| . Toko/Pemasok/Kontraktor :
2. Toko/Pemasok/Kontraktor

---------------------------------------------

MNama AR Nama

...............................

Jabatan eFrr o Jabatan

...............................

..............................

Tanda Tangan | .., Tanda Tangan
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12. Contoh Pengumuman Hasil Pengadaan

PENGUMUMAN

Dalam rangka pengadaan barang/jasa di Desa ..., Kami telah
melaksanakan proses pemilihan penyedia Barang/Jasa untuk Kegiatan pembangunan sebagai
berikut :
gy PHREEReREfaRn . === i e R s oS e Rl
b.  Lokasi DMENBRIE scsasnsiviiohusasibtaniuesis Desa
¢.  Ruang Lingkup Pekerjaan
d.  Nilai Total HPS R i ol A T A S SO o)
e.  Waktu Pelaksanaan B n A AR A ) hari kalender
f.  Penyedia Barang vVl TR g
N U ——

Mengetahui

Kepala Desa ...

Tim Pelaksana Kegiatan
B oonsomsssamomaars
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13. Contoh Undangan Penjelasan Umum

TIM PELAKSANA KEGIATAN
BESK e KECAMATAN ........... . KABUPATEN ........cco..
Aalamat: DEsa .......ccerevensensseniees: KECAMALAN ...ovvvcsesessssnnesenn. Kabupaten OKU Timur

Nomor  : 005/ /20.. Kepada
Lampiran : Yth. Toko/ CV .
Perihal  :Undangan Penjelasan Umum
Di
Tempat
Dalam rangka pengadaan barang/jasa di Desa ........... . TA 20.., kami akan
melaksanakan pekerjaan sebagai berikut:
a. Paket Pekerjaan
b, Nilai Total RAB o3 1L 00 (o)
Sehubungan dengan hal tersebut mohon kehadiran Saudara besok pada :
Hari
1anggal 7 i 200
Jam R . WIB
Tempat : BalaiDesa........cocccorvnrieninns KEG ....conrernonorrorassamsssrsns

Acara : Penjelasan umum tentang pengadaan barang/jasa

- Demikian untuk menjadikan maklum, atas kerjasamanya disampaikan terima
111,

Tim Pelaksana Kegiatan
Desa ..
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14. Contoh Berita Acara Penjelasan Umum

TIM PELAKSANA KEGIATAN
KECAMATAN ..ocoiieimnsrnnnaens
DESA coviveirmsrrreennens
Aalamat: Desa ....ccoerenn KoBe s sicviniiens

BERITA ACARA PENJELASAN UMUM

Pada hari ini ..o tangEal ...ooomecuernens batlan ciiiiin e FAHL - siccsiionsmnssnsraseay
bertempat di Balal Desa «.ooovvnmnnrsiesisnnnnnsn: KeCamatan .......ccveresamsessarsssasnssossss . telah dilaksanakan
Penjelasan umum kepada Calon Penyedia berkaitan dengan pengadaan barang/jasa Pekerjaan
......................... yang didanai dar ... Tahun 20... yang dihadiri oleh TPK,
Perangkat Desa, Calon Penyedia serta unsur terkait lainnya seperti yang tercantum dalam daftar
hadir.

Setelah dilakukan penjelasan berkaitan pengadaan barang/jasa selanjutnyapeserta
menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. TPK telah menyampaikan dan menjelaskan Instruksi kepada penyedia, jadwal pengadaan Barang
dan Jasa (terlampir);

2. Calon penyedia telah memahami dan siap mematuhi aturan dan mekanisme yang ditetapkan oleh
TPK.

Demikia berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

CALON PENYEDIA Tim Pelaksana Kegiatan
| B Tt R s e e o
Ketua

MENGETAHUI,
KEPALA DESA .............
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15. Contoh Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENYELESAIKAN PEKERJAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama e
Jabatan T ————
Toko/Pemasok/Kontrakior

Tahun didirikan atau Nomor ijin Usaha (bila ada)  :...ccviiiiiniiiinrmnicsne s sissassessanns
Alamat Toko/Pemasok/ Kontraktor DA NSRS YA VSIS RIS

Dengan ini menyatakan bahwa, apabila toko/pemasok/kontraktor kami keluar sebagai
pemenang/pelaksana pekerjaan: ............... pada TPK............cc........., maka kami bersedia dan
sanggup melaksanakan/menyelesaikan seluruh pekerjaan dimaksud dsesuai dengan ketentuan-
ketentuan yang ada, selama ............... o SRR ) hari kalender, terhitung sejak hari dan tanggal
ditandatangani surat perjanjian kerja.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarmnya untuk dapat digunakan
secbagaimana mestinya.

Toko/Pemasok/Kontraktor

MATERAI Rp 10.000,-

Nama |elas,
Tanda Tangan Jabatan



16.
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Contoh Surat Perjanjian Kerjasama

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

NOIMOT © oeocearrsraessserisnssssessssmmssssnnannssss
Pada hari ini .....ccoomvennnnee Fanggal v Bulan ....ccoeieerans Tahun Dua Ribu Dua Puluh
bertempat di ..ooeveveeecesnmnnnnrisisieniens . kami yang bertandatangan dibawah ini :
I. Nama o S A B TSRS AR e pe s assran s (AAREE TR
Jabatan - Pelaksana Kegiatan Anggaran Desa ..o
Kecamatan .....coeeesenes Kabupaten .......ccoiieneinans
Alamat o Jalan iisiseisinsssessissie NOMOT .vovrrnnvens
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
II. Nama :
Jabatan - Direktur/Pimpinan/Pemilik ...
Alamat A S P S

Selanjutnya disebut PTHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEUDA untuk selanjutnya, disebut PARA PIHAK.

Bahwa PARA PIHAK telah sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian, dengan
ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan dalam perjanjian ini adalah ...
Pasal 2
NILAI PEKERJAAN
Nilai Pekerjaan vang disepakati untuk penyelesaian pekerjaan dalam perjanjian ini adalah
sebesar Rp e, A —— Rupiah) termasuk pajak dan bea materal.
Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK PERTAMA berhak menerima hasil pekerjaan tepat pada waktunya

(2) PIHAK PERTAMA berkewajiban membayar biaya penyelesaian pekerjaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2

(3) PIHAK KEDUA berhak atas pembayaran untuk penyelesaian pekerjaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan hasil pekerjaan tepat pada waktunya.

Pasal 4
JANGEA WAKTL PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu untuk menyelesaikan pekerjaan adalah ............ (......) hari kerja mulai tanggal

....................... sampai dengan tanggal ... sehingga pekerjaan harus selesai dan
diserahkan pada tanggal.................




Pasal 5
FORCE MAJEURE
(1) Yang dimaksud dengan force majure adalah suatu keadaan terjadi di luar kemampuan
PARA PIHAK vang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya
(2) Apabila terjadi keadaan force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka PARA
PIHAK terbebas dari kewajiban yang harus dilaksanakan.

Pasal 6
SANKSI

Apabila penyelesaian pekerjaan melebihi batas waktu yang disepakati maka PIHAK KEDUA
dikenakan sanksi berupa:
1. sanksi administratif, berupa peringatan/teguran tertulis;
2. membayar denda scbesar ......... % dari nilai pekerjaan dengan nominal sebesar Rp.

.............. {iicsinizzsianiis Rupiah)
3. gugatan sccara perdata, dan/atau
4. pelaporan secara pidana kepada pihak yang berwenang,

Pasal 7
KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian ini dibuat rangka 5 (lima) dua diantaranya bermaterai cukup dan mempunyai
kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
DIREKTUR/PIMPINAN /PEMILIK L) L0 €] — SELAKU
PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN

MENGETAHUI,
KEPALADESA ............. . SELAKU

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
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Contoh Surat Pernyataan Kebenaran Usaha

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN USAHA

Yang bertandatangan di bawah ini :

MNama Iy e RN T
Tempat/Tanggal lahir R Do
Alamat Toko/Pemasok/ Kontraktor B AR AR R A S B P

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya benar-benar mempunyai
usaha di bidang penyediaan ..............c.c.eu.c.... yaitu Toko/UD ................. yang masih berjalan
dan beralamat di ......cooovviricerinsinse s

Demikian surat pernyataan ini kami buat, apabila dikemudian hari ternyata palsu saya
bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ey LEl=bIN-thn
Yang Menyatakan,

Materai Rp 10.000,-




LAMPIRAN XV1 : PERATURAN BUPATI OKU TIMUR
Nomaor : @ Tahun 2023
Tanggal : lﬁ_anuMﬁ 2{)23

Form_PB]D.Q
17. Contoh Surat Penyerahan Hasil Pekerjaan
KOP PENYED ARAN SA
Nomor - Kepada
Sifat : Penting Yth. Ketua Tim Pelaksanaka Kegiatan
Lampiran : 1 (satu)berkas D s e s i
Perihal : il jaa di
Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: ...
(1171711 R , maka perlu kami sampaikan bahwa pekerjaan

ceener. telah selesai dan dengan ini kami kirimkan hasil
pelaksanaan pekerjaan untuk diteliti sudah sesuai dengan spesifikasi teknis atau
belum.
Demikian untuk menjadikan periksa dan atas kerjasamanya disampaikan
terima kasih.

Direktur/Pimpinan/Pemilik

----------------------------------------------




LAMPIRAN XVII : PERATURAN BUPATI OKU TIMUR
Nomor : 2 Tahun 2023
Tanggal IE_Januari 202.'_3 -

Form_PBJD.R

18. Contoh Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan

BERITA A PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN
NOMOT © covevreeceinnness

WIB bertempat di ... kami yangg bertandatangan di bawah ini secara bersama-
sama telah melakukan pemeriksaan atas pekerjaan yang telah dikerjakan Penyedia Barang/Jasa dari

..............................................................

Pemeriksaan hasil pekerjaan dipimpin oleh Ketna Tim Pelaksana Kegiatan Desa

......................... Kecamatan ...................c........ Kabupaten ...........cuoeeernn.. dengan pihak Penyedia
Pada saat pemeriksaan hasil pekerjaan pihak Penyedia Barang/jasa dihadiri oleh ................. g
dengan hasil sebagai berikut :

I. Bahwa Tim pelaksana Kegiatan Desa ......cccoeiviiinnerinns KECRMBIATE woseriisssiiisssiussamisniss
Kabupaten ..........cccoonssivenrnnnee.. menyatakan telah menerima hasil pekerjaan yang telah
diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa dari ........oooooovoivovoveiiinns dan telah sesuai dengan
yang disepakati bersama.

2. Penyedia Barang/Jasa menyambut baik dan mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang
telah diberikan.
Demikian berita acara ini dibuat rangkap 5 (lima) dua diantaranya bermaterai cukup dan
mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

DIREKTUR/PIMPINAN/PEMILIK “”DP :SL:KSA"A KEGIATAN
KETUA
MENGETAHUI,
KAUR/KASI —........... . SELAKU

PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN




LAMPIRAN XVIl : PERATURAN BUPATI OKU TIMUR
Nomor : 2 Tahun 2023
Tanggal : 16 Januari 2023

Form_PBJD.S
19. Contoh Berita Acara Pembayaran
BERITA ACARA PEMBAYARAN
MORMOE S it i sn bl
Pada hari ini ....cccoomininies TanGREL .o cosemmones Bulan ......cceuee. . Tahun Dua Ribu Dua Puluh
bertempat di ...imssissessssssmsassrsssnnrey telah dilaksanakan pembayaran atas pekerjaan antara :
I. MNama R A Ry L G Pt PP RS PR, St
Jabatan : Pelaksana Kegiatan Anggaran Desa .........coocvieeeee
Kecamatan ................. Kabupaten ........cccoeeieanenes
Alamat & JOIBI orariuersinsssnsnmessispissssasaiasvirsbbunin NOmOr ....coouee
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
II. Nama E RGeS R
Jabatan : Direktur/Pimpinan/Pemilik ......cceo.ce.
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: ........... tanggal ......ccceene

atas pekerjaan, telah membayar kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp ..o

PIHAK KEDUA berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: ................ tmggal S Atas
PeRREA o . telah melaksanakan pekerjaan .........cccoovniiicnncisnncinnn,
sesuai permintaan PIHAK PERTAMA dan telah menerima pembayaran atas pekerjaan
tersebut disaksikan oleh ...............c..ccceuun...., Kepala Desa .................. Kecamatan .......cooeeeenne
Kabupaten ...imvai Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan

mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku.
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
DIREKTUR/PIMPINAN /PEMILIK KAUR/KAS! .o SELAKU
PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN

MENGETAHUI,
KEPALADESA ... — SELAKU
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa



LAMPIRAN XVII : PERATURAN BUPATI OKU TIMUR
Nomor : 2 Tahun 2023
Tanggal : 16 Jm_‘tuari 2023

Form_PBJD.T
20. Contoh Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan
BERITA AC PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN
INOITIOT § ...ocvecrassmmmssnssssarsssssansnsesessnsonsases
T K —— Tangeal s Balan:uinie Tahun ... bertempat di
................................... telah dilaksanakan penerimaan hasil pekerjaan antara :
I. Nama iy S AR AR 5535 RO R AN A S E N S AR S o R RAR AR A s Ama e
Jabatan : Pelaksana Kegiatan Anggaran Desa .........cccccee.
Kecamatan .........c.c..... Kabupaten ........ccoummssicins
Alamat s AN s e s NOmMOT .cvnineens
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
Il. Nama R R 1
Jabatan : Direktur/Pimpinan/Pemilik ................
Alamat SR R T
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa telah menerima hasil pekerjaan ...........cccece.e. dalam

keadaan baik dari PIHAK KEDUA sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: ................

PIHAK KEDUA telah menyerahkan hasil pekerjaan .............ccoiimncnnne dalam keadaan baik
kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : ................... tanggal

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan
mempunyai kekuatan  hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
DIREKTUR/PIMPINAN /PEMILIK KETUA TIM PELAKSANA KEGIATAN
DESA
KETUA
MENGETAHUI,
KAUR/KASI ...ovvvrrscraecnnnnns

SELAKU PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN




LAMPIRAN XVII : PERATURAN BUPATI OKU TIMUR
Nomor : 2 Tahun 2023
Tanggal :16 Ja.nu,ar_i 2[}2.':3

Form_PBJ]D.U
21. Contoh Laporan Pelaksanaan perkejaan
TIM PELAKSANA KEGIATAN
DESA i KECAMATAN ...ccovnen KABUPATEN .....ccocoenes
JALAD «oceerenrmeenmnitssnsnnssspesin Nomor ......... 1) 7o O—
Nomor Kepada
Sifat : Penting Yth. Kaur/Kasi ..
Lampiran :1 (Satu) Berkas selaku pelaksana Kegiatan Anggaran
Perihal :La n Pe naan Pekeria Di
Berdasarkan Keputusan kepala Desa .....civennnnnnnn. Kecamatan ...............
Kabupaten/Kota ................ Momprs: i Tahun ......... tentang ...
Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa ............. Kecamatan ..............
Kabupaten .............. Tahun Anggaran .......... , bersama ini kami laporkan dengan
hormat bahwa pekerjaan ............. telah selesai dilaksanakan pada tanggal ................
Adapun dokumen laporan pelaksanaan pekerjaan ..o
sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Tim Pelaksana Kegiatan
DS canigisaessi
Ketua




LAMPIRAN XVIl : PERATURAN BUPATI OKU TIMUR
Nomor : 2 Tahun 2023
Tanggal : 16 Januari 2023

Form_PBJD.V

22. Contoh Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan

BERITA RA SERAH TERIMA PENYELESAIAN S1L. PEKERI]
11 1178 e RPN

Pada hari ini .................... Tanggal ......c........... Bulan ............... Tahun .............. bertempat di

.................................. , telah dilaksanakan penerimaan hasil pekerjaan antara :
I. Nama T TC P S ——
Jabatan Kaur/Kasi sreeneeenenns S€laku pelaksana Kegiatan Anggaran
3.~ Kecamatan ................ Kabupatet ...
Alamat $ o TN s RS R NOmOr ...cconeene
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
II. Nama R RN 5 A <0 | M V1.
Jabatan : KepalaDesa ....................
Kecamatan ................. Kabupaten ............ccccceeecuee
Alamat D Jalan e Nomor ..............

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa telah menyerahkan penyelesaian hasil pekerjaan
....................... dalam keadaan baik dari PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA telah menerima penyelesaian hasil pekerjaan
keadaan baik kepada PIHAK PERTAMA.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 5 (lima) dua diantaranya bermaterai cukup dan
mempunyai kekuatan  hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
KEPALA DESA oo KAUR/KAST oo

SELAKU PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN




Lampiran XVIl PeraturanBupatiOganKomering Ulu Timur
Nomor : 2 Tahun2023
Tanggal : 16 Januari2023

KOP

ﬁ

BERITA ACARA SERAH TERIMA KEGIATAN

NOMOR § cevvreressrectsssnssisnnnssssnnsssannnmasnnnrssss
Pada hari ini .coeoevveeneeeo. tanggal o bulan
taRUN ovvvrevneenerens oo yang bertanda tangan di bawah ini :
MNama
Jabatan . Ketua Tim PelaksanaKegiatan (TPK).
Alamat
Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa ......coiemenenes NOMIDE  ciceerrecioniemmesssssnsssnsaansin 5

selanjutnyadisebut PIHAK PERTAMA.

MNama ok e e

Jabatan . Kaur/Kasi .cocoerereeeeennnnne. Selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran.
Alamat e R A S e pim

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA Selaku PengelolaKegiatan pada
Desa...............TahunAnggaran .,..yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala

Desa s menyerahkankegiatankepada PIHAK KEDUA, sebagai berikut :
Nama Kegiatan :
Kegiatan Pembangunan
Bertempat di RT/RW
Jumlah Anggaran :
Panjang/Volume 100%
Realisasi Anggaran
Realisasi Panjang/Volume
Sisa Anggaran L B S A R A
Sisa Panjang/Volume
DemikianBeritaAcaraSerahTerimaKegiataninidibuatdengansebenarnyadandi
buatrangkap 4 (empat) untukdigunakansebagaimanamestinya.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
MENGETAHUI,
BADAMN PERMUSYAWARATAN DESA......... KEPALA DESA
I b s

Selaku Pemegang Kekuasaan
Pengelolaan Keuangan Desa




Lampiran XVII . PeraturanBupatiOganKomering Ulu Timur
Nomor : 2 Tahun 2023
Tanggal : 16 Januari 2023

BERITA ACARA SERAH TERIMA AKHIR PEKERJAAN

KEGIATAN PEMBANGUNAN ......cooceeesnersnee DUSUN cocviiiiiinnenes RTo i RWL Ly
DESA srasRaRRreadianANe
TAHUN ANGGARAN i

——— e ——,——————————————

Pada hari ini ........ tanggal ......... bulan .......... tahun ...ccccveeenene bertempat di Kantor Desa
Ere— ., Kecamatan .. s .., Kabupaten ...
Kaml ',rang hertam:la tangan dl hawah ini:
1. NEMB 00 5 e
Jabatan Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)
Alamat : rrseesnenranara
Berdasarkan Surat I‘{eputusan Kepala Desa dissiain s NI sisvicunsesin v RaN i SRR AR A st
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Nama = lcrsessesssssssesecsssssssnnns
Jabatan Kaur!l{an vee.... sSelaku Pelaksana Kegiatan Anggaran.
Alamat :

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa :
1) Pihak Pertama untuk terakhir kah menyerahkan hasil pekerjaan berupa :

Nama Kegiatan R P TIEmRma—

Kegiatan PembBanBunan I iciiiaivirmiiiiisavssavassissinsioenass
Bertempat di RT,H'RW "

Jumlal AnNBRaran: = 3 Eiiiieiiiidessibiiieaivessesssnisianiniarit
Panjang/Volume IDD% B AR AR R G A R R

Realisasi Anggaran H
Realisasi Panjangf'-.fulume

Sisa Anggaran

Sisa Panjang/Volume D R R S T N
kepada Pihak Kedua, dan Pihak Kedua menerima penyerahan tersebut;
2} Pekerjaan dinyatakan selesai tanggal ............ coccveneneee 20....;

3) Dengan adanya Serah Terima Akhir Pekerjaan ini, maka segala kewajiban Pihak Pertama
kepada Pihak Kedua tentang Pengelolaan Kegiatan dinyatakan telah berakhir.

Demikian berita acara ini kami dibuat rangkap 4 (empat) agar pihak-pihak yang
berkepentingan dapat mengetahuinya.

Yang menyerahkan, Yang menerima,
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

LRR LR L L T T L T P TP

MENGETAHUI,
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA......... KEPALA DESA
KETUA,

Selaku Pemegang Kekuasaan
Pengelolaan Keuangan Desa

----------------------------------------



Lampiran XVl : peraturanBupatiOganKomering Ulu Timur
Nomor : 2 Tahun 2023
Tanggal : 16 lanuari 2023

KOP
Eﬁ

BERITA ACARA SERAH TERIMA KEGIATAN

NOMOR & vvvreiissssmcssssssiamnsasssssnsssanrsasasnnrrans
Padahariini  ..occeceeeeenee. tanggal  .ooooiiimannnen bulan
tahun +oevvvvevenseene oo yang bertandatangan di bawahini :
Nama
labatan - Kaur/Kasi .......coeeevvennn... selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran.
Alamat S nnsearasseamsasanedd bhbasebe
selanjutnyadisebut PIHAK PERTAMA.
Nama
labatan : Kepala Desa ....ooociiiiiinne selaku Pemegang Kekuasaan

Pengelolaan Keuangan Desa.
Alamat O IR R TR SR e S S YA
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA SelakuPelaksana Kegiatan Anggaran pada
Desa..............TahunAnggaran .,..menyerahkankegiatankepada PIHAK KEDUA,
sebagaiberikut :

NamaKegiatan
KegiatanPembangunan
Bertempat di RT/RW
JumlahAnggaran .
Panjang/Valume 100%
RealisasiAnggaran

................................................

RealisasiPanjang/Volume
SisaAnggaran
Sisa Panjang/Volume
DemikianBeritaAcaraSerahTerimaKegiataninidibuatdengansebenarnyadandi
buatrangkap 4 (empat) untukdigunakansebagaimanamestinya.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

------------------------------------------------------------------

MENGETAHUI,

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA,




Lampiran XVIl : PeraturanBupatiOganKomering Ulu Timur
Nomor :  2Tahun 2023
Tanggal : 16 Januari 2023

BERITA ACARA SERAH TERIMA AKHIR PEKERJAAN

KEGIATAN PEMBANGUNAN .......cccoccvennnen DUSUN . RT. RW. ...
DESA ranisssassvnsssas

TAH u H ANGGARAN AnransEsiddddsREedREREEe
— e — e

Pada hari ini ........ tanggal ......... bulan .......... tahun .............. bertempat di Kantor Desa
...................... , Kecamatan ......ciieerennns, KIDUPAEN ..cccrivniiiicncnniinnnns,
Kami yang hertanda tangan di bawah ini:
1. Nama
Jabatan :Kaur}Kasi vireneneeanee-. S€laku Pelaksana Kegiatan Anggaran.
Alamat e
selanjutnyadisebut PIHAK PERTAMA,
2. Nama R
Jabatan : Kepala Desa .......cocoevienns selaku Pemegang Kekuasaan
Pengelolaan Keuangan Desa.
Alamal: 3= st

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1) Pihak Pertama untuk terakhir Icall menyerahkan hasil pekerjaan berupa :
NamaKegiatan O LT
KegiatanPembangunan

Bertempat di RT,’RW .
JUMBARANERATAN 5w s
Panjang/Volume 1I'JD% P
RealisasiANGRAran 1 i iiiiciiciivirserseessesnssossssnsessssnsnns
Reallsasman]ang,{vglume T G AR S B
SisaAnggaran
Sisa Panjang/Volume o

kepada Pihak Kedua, dan Pihak Kedua menerima penv,rerahan tersehut

2) Pekerjaan dinyatakan selesai tanggal ............ ccvuvnnn... 205

3) Dengan adanya Serah Terima Akhir Pekerjaan ini, maka segala kewajiban Pihak Pertama
kepada Pihak Kedua tentang Pelaksana Kegiatan dinyatakan selesai.

Demikian berita acara ini kami dibuat rangkap 4 (empat) agar pihak-pihak yang
berkepentingan dapat mengetahuinya.

Yang menyerahkan, Yang menerima,
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

iiiiiiiiiii AL L P T T ) LR LT T e Y
srsmREEA R

MENGETAHUI,

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.........
KETUA,




Lampiran XVl : PeraturanBupatiOganKome ring Ulu Timur
Nomor : 2 Tahun 2023
Tanggal : 16 Januari 2023

ey PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

| | 1) 37 ——

KECAMATAN ......ccoonmmmmssunnesninsnas

m

Kepada
NOMIOF  *° eveunvesnsansrnase Yth.g;r_ektur! Pimpinan Toko.....
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Pesanan permintaan Barang/jasa

Berdasarkan  Perjanjian Kerjasama  pengadaan  Barang/jasa
Nomor : .....ccoceevnre.- tanggal .......c.ovveeeeen.., untukmemenuhikebutuhan:

KegIatdn | iccceamiisivsraniseiiis
Pekerjaan :......... R ———
Lokasi

Selanjutnya diminta kepada saudara untuk mengirimkan barang/jasa
sesuai daftar terlampir ke alamat kami.
Pembayaranakandilakukankemudianbilabarang/jasa yang kamimintaditerima.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua TPK,

L L Ny NN TN
—— e



o PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

| | DESA EFEREEEEEN RS ERE RN RN Y]]
| (07X T3 .1 R —

Jin. ...

= pan o -

LampiranPesanan Permintaan Barang/Jasa

Nama Barang/Jasa Ruang Volisme Spesifikasi Keterangan

e lingkup Pekerjaan

B | -~ | o~

10

1

Ketua TPK,




Lampiran XIX : PeraturanBupatiDgaanmering Ulu Timur
Nomor : 2Tahun2023
Tanggal 16 januari 2023

NOTA BUKTI PEMBELIAN

................. 20,000
I = Y T
TUBMN cenreevnnrsannanans
AT vesisasaisnasasrasnarnrasens
Nota No. ...
lah
Banyaknya Mama Barang Harga Satuan Jum
Jumlah Rp.
Terbilang ! .ococeveniosvsanasunnroneas
Yang Menerima, HormatKami,
Ketua Tim PelaksanaKegiatan (TPK)/ PimpinanToko ..........cceeues 4

PelaksanaKegiatan,

(IS NS NIRRT ENEN )

Mengetahui,
KasifKaur .............
Selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran,

llllllllllllllll AEsRTARRARRS

Keterangan :
Diisisesuaidengan nota/FakturdariPenyedianBarang/Jasa




Lampiran XX PeraturanBupatiOganKomering Ulu Timur
Momor : 2 Tahun 2023

BUKU MATERIAL Tanggal : 16Januari 2023

KECAMATAN ...ooiinmnnenssnssnnans
KABUPATEN ....cccvnnnnnnnns

No Note : .......c.....
Plat Jumliah ok
a i Barang Yang et.
No. Hari Tanggal Jam Nama Sopir Nesidnenaii Jenis Barang ditegima
1
2
3
dst
Pihak Kedua/ Pihak Pe:tamaf"
Pimpinan Toko ....coevvvurenenns Ketua Tim PelaksanaKegiatan (TPK)

......... AR R R R R A AN BB R GG ERE R R E R R AR B R AR R

Mengetahui,
Kasi/Kaur ........coun.
Selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran,

Keterangan :
UntukBelanjabahanBakuBangunan dan Galian



Lampiran XX! : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur
Nomeor : 2 Tahun 2023
Tanggal : 16 Januari 2023

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

g TIM PELAKSANA KEGIATAN
DESA. FEEAEENNEEEEE R
I KEMTA" AEsEsEEsEAREER R
AR imniis il il s
e e e e e S
BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG
KEGIATAN RSP S o S S e
PEKERJAAN AT s PP

DESA ......coeeetie..KECAMATAN ..covvnnrannnnes
KABUPATEN ....ccccoonvnnnieannns

Pada hari ini ............ tanggal ......... Bulan .......... Tahun wasenarsey  Kami yang
bertanda tangan dibawah ini :

ll Nama : AL L R R L LT R YT
Jabatan : Ketua Pelaksana Kegiatan (TPK)

Desa ........c.cueie. KeC. .onnennn,.. Kabupaten ......ocoenevvins
o

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

ZI Nama : AL R T T ITT]

Jabatan : Direktur/Pimpinan Toko ...............
Alamat : ........ccormemnene

SimmdiEERE RN e

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Sesuai dengan Pesanan, maka PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK KESATU
Belanja .............. PP — sesuai daftar terlampir.

Demikian Berita Acara Serah Terim

y 2 Barang ini dibuat dengan sebenarnya
dipegunakan sebagaimana mestinya. . ’ it o

Yang menyerahkan : Yang Menerima :

PIHAK KEDUA PIHAK KESATU,
TOKD uivianiii i Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK),
e L LLETTTTTTTTYTTeY 2sasssesssesssssnnsssssssens

Pimpinan
Mengetahui,
Kasi/Kaur .............
Selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TIM PENGELOLA KEGIATAN

0] 2.7 ——

:I -\." KEMTAH AfEEniEREARE AR RERERERE
- Alamat: .vcvecciennes i ek
m

DAFTAR BELA"JA SAEEESAEEERRERENE
DESA .----.--------"ECAHATA" FEREERE AR

“AB"FATEH FEERAEEAEE R AR ARmEEE R
r —
No NamaBarang Volume Keterangan
Yang menyerahkan :
- PIHAK KEDUA feci ook EE””T‘E
KO vaiositona
g o Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK),
Arzussssssessssessgpesagyes
Pimpinan B

Selaku Pelaksana Kegiafa'ﬁ':ﬂ;nggaran,



Lampiran XXII : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur
Nomor : 2 Tahun 2023
Tanggal : 16 lJanuari2023

PEMERINTAHDESA ........ccooiiiiiiea

TANDA TERIMA
KUITANSI PENGELUARAN

Sudah Terima dari : Kaur Keuangan
Uang Sejurmiah : Rp -
Terbilang

Untuk Pembayaran

Mama Keglatan : {difsi kode) Kegiatan .......coooiiiiiinnnn

Kode Rek. Belanja . (diisi kode} Belana ..o ieeiiianninennns

Potongan Pajak, Pajak Daerah dan Lainnya :
Potongan Pajak

Nitai : Rp .
PPN : Rp -
PPh Pasal ... . Rp -

dibayarkan : Rp -

Total Pembayaran :|Rp -

Lembar Persetujuan Pembayaran :

Setuju dibayarkan :

Yang Membayarkan,

Mengetahui,
Kuasa Pengguna Anggaran,




Lampiran XXill : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur
Nomor : 2Tahun2023
Tanggal : 16 Januari 2023

Tatacara Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

(" sekretariaDesa )

/_ Pelaksana Kegiatan \ (Verifikasi)
=« SPP * Meneliti
* Pernyataan Kelengkapan
Pertanggungiawaban [ 0|  * Menguji
Belanja Kebenaran /tagihan
» Bukti Transaksi «  Menguji

k A \ Ketersediaan Dana _//

I

Kepala Desa
* Menyetujui

[ Rekanan/Pihak Penyedia ].—.r/ n“;{nmh
« Membayar

» Mencatat
[ Kas Negara (Pajak) }—‘ * Memungut Pajak
y 22




Lampiran Xxi¥ ¢ Peraturan Bupati Ogan Komering Wl Timur
Remaor 1 1 Tahun 2023
Tanggal i 16 lanuari 2013

Catatn . Gambar dibual secara manual

LOGO

GAMBAR PERENCANAAN

KABUPATEN

Digambar Oloh :

Pelaksana Keglatan (Kader Teknis) / Pembuat
Gambar

Dipariksa dan Disetujui Oleh :
Dinas/instansi terkalt danfatau Tenaga
Frofesional

{Jika tersedia)

Lembar ...... Dar ..

... Lembar



Lampiran XXV : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur
MNomor - 2 Tahun 2023
Tanggal : 16 Januari 2023

BERITA ACARA
PENYAMPAIAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

BERSUMBER DARI DANA ...ccinnvaens BB p———
DESA ...cvvveveceinsnnssss KECAMATAN .ooiiinvnniinenns
TAHUN ANGGARAN .....cccvinmmnniniiannnnnes .

B e ]

Pada hari ini v s o0] 174 1 | I e e bulan
ERHUR, wonovninvmas 4va yang bertanda tangan di bawah ini :

Mama R A S T AT RS e AR SRR

Jabatan : Kepala Desa ....cccevvense

Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
Alamat

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
Nama RN R
Jabatan : Ketua BPD
Alamat B R o A R S BRI R R

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA bersama dengan jajaran pemerintah desa, telah
menyampaikan laporan pelaksanaan Kegiatan yang bersumber dari Dana
ssissnenennnnns T@ahap ... kepada PIHAK KEDUA dan Masyarakat, dengan rincian
sebagai berikut :

1. Kegiatan ............c.c.oesee.... dengan Dana sebesar Rp. coocvvvvnnnnnn
(Pembangunan ............cccoee VOIUME c.oviiiviiniiniisivrnsanens )

2. Keglatarn i aniniiiiasig dengan Dana sebesar Rp. ...c.oovvvvvinnn
(Pembangunan .............u... Volume .. iiiviviveincesnnsanssnnss)

3. Keglatan ........ccccvsissnsisanes dengan Dana sebesar Rp. ..cccovvvnvnnnnn
(Pembangunan .........c.ccee.. VOIUME ceviiviiiiiiiciieinnnnnnnsl)

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 4 (empat) dan ditandatangani
kedua belah pihak pada tanggal tersebut diatas untuk dipergunakan sebagaimana.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
KETUA BPD ........... KEPALA DESA ......




Lampiran XXVl  : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur

Nomor : 2 Tahun 2023
Tanggal : 16.Januari 2023

LAPORAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SEMESTER PERTAMA
PEMERINTAH DESA ........
TAHUN ANGGARAN .........
REALISASI
KODE REKENING URAIAN ANGOARAN ANGGARAN | SUMBER DANA
(Rp)
(Rp)
1 5 3 4 5 6




Lampiran Xxvila

Momaor 2 Tahun 2023

- INFOGRAFIK -
APBDes AWAL TAHUMN 202.....
DESA - mcivamrs
KECAMATAN ccociniarmnrmims i

Pemerintah Desa
menyelesatkan APBOes Awal Tahun 202..... dengan mengembanglan Anggaran untuk

Penyelengaraan Pemerintah dengan 2

Ketamatan Kabupaten OKU TIMUR bersama B telah

Iokasi untuk Pembangunan, Pembinaan dan dan

peraturan Bupati Dgan Kemering U Thmur

SUMBER
KODE URAIAN ANGGARAN DANA
REKEMING
4 PENDAPATAN —
41 Pendapatan Asll Dasa (PAD]
411 Hasil Usaha Desa B
4.2 Pendapatan Transper HHHX
4.2.1 Dana Desa [DD5) XXX
4.2.2 Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusl Daerah [PEH) HEER
4.2.3 Alokasi Dana Desa (ADD) EXKH
4.3 Pendapatan Lain-Laln (DLL] KKXK
4.3.68 Bunga Bank HEXE
4.3.7 Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah AXKX
JUMLAH PENDAPATAN EREK
BELAMIA
1 BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA AKX
11 Penyelenggaraan Belanja 5ltap, Tunjangan dan Cperasignal Pemerintahan Desa
1.1.01 Penyedizan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa EEEX
1.1.02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Peranghkat Desa £ 655 SN [—
dst ...
1.2 Penyediazn Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
1.2.01 penyediaan Sarana [Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan L LT R (R
dst ...,
Z BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGLINAN DESA HAKNK
21 Sub Bidang Pendidikan
2.1.01 Penyelengearaan PAUD/TE/TPASTPDY/Madrasah Mon Formal Milik Desa (Honaor, Pakaian dllf| xxxx | ceee
dst ...
22 Sub Bldang Kesehatan
2202 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, [nsentif) xxx | e
dst ...
2.3 Sub Bidang Pekarjzan Umum dan Penataan Ruang
23,10 Pembangunan/RehabilitasifPeningkatan/Pengerasan Jalan Desa ALK
dst ...
3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN EEKK
3.2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
3.2.01 Pemblnzan Group Kesentan dan Kebudayaan L5 S
dst v
4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HEKK
4.7 Sub Bidang Pertanian dan Paternakan
4.2.01 Peningkatan Produksi Tanaman Panggn | .
dst ... RS 5
BIDANG PENANGHLLANGAN BENCANA, KEADAAN DAAURAT DAMN MEMDESAK DESA HNENK
5.1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana
5.1.00 Keglatan Penanggulangan Bencana KHHN
5.3 Sub Bidang Keadaan Mendesa
5.3.00 Penanganan Keadaan Mendesa KHER
JUMLAH BELAMIA XXMM
SURPLUS / {DEFISIT) EEXA
] |PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan HEEY
6.2 Fengeluaran Pembiayaan AEKX
|PEMBIAYAAN NETTO KEXN
5154 LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN LR

Alamat Pengaduan :
1. Kecamatan ...

2. Inspektorat Kabupaten




Lampiran XXVILD

- INFOGRAFIX -
APBDes PERUBAHAN TAHUN 202......
DESA ..-ccrmnmnris
KECAMATAN --comnmememesi

pemerintah Desa ........ Kecamatan
menyelesaikan APEDes perubahan Tahun 202....-
untuk Penyelengaraan Pemerinta

Kabupaten OKU TIMUR bersama BPD telah
dengan mengembangkan Anggaran
h dengan alokas| untuk pembangunan, Pembinaan

Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur
Momer 2 Tahun 2023

Alamat Pengaduar :
1. Kecamatan
2. Inspektorat Kabupaten

ANGGARAN BERTAMBAH/ | SUMBER
KODE URAIAN [BERKURANG) | DANA
REKENING SEMULA | MENJADI
3 FENDAEATAN XRKX R ER KHAK
41 Pendapatan Asli Desa [PAD] LD P
4.1.1 Hasil Usaha Desa aatds St e
4.2 Pendapatan Transper e
4.2.1 [ana Desa {DD5) KHAK EAMK KAEN
4.2.2 Penerimaan Bagl Hasil Pajak Retribusi Daerah [PBH) HEXK HELRX HEEX
4.2.3 Alokasi Dana Desa (ADD) KERX HANK XANX
4.3 Pendapatan Lain-Lain (DLL} EAKN HEKN HEKX
4.3.6 Bunga Bank EHHK AHHER EHEK
437 Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah EHKR EHEX KENEX
JUMLAH PENDAPATAN AR AN WEKR HNEKN
BELANIA
1 BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA L ER S HNEXK KAER
11 Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
1.1.01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa HEEX KKK AEHN
1.1.02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa HEKK EE TS PR 2.7 TR
1.2 Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintaban Desa
1201 Penyediaan Sarana {Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan AKHX XN P50 3 S [
dsl ...
2 BIDANG PELAKSANAAN PEMEANGUNAN DESA WA KAXXN HEEXK
21 Sub Bidang Pendidikan
210 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPATPO/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaiar P AN e T
dst ...
22 Sub Bidang Kesehatan
2.2.02 Penyelenggaraan Posyandu {Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) XXX HEKN RKAXKE | e
dst ...
2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.3.10 Pembangunan/RehabilitasifPeningkatan/Pangerasan lalan Desa KA AN KEEX ¥idx | e
dst ...
3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN A RN EAMK EHNN
3.2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
3.2.01 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan KAEX MUXN L% 5§ U
dst ...
4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KNXX KXXX KEEX
4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
4.2.01 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
dat ..., KAXXK KEXH KEXR
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA KMXX KMMX KKMN
5.1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana
5.1.00 Kegiatan Penanggulangan Bencana XHEX EHNH T .
53 Sub Bidang Keadaan Mendesa
5.3.00 Penanganan Keadaan Mendesa EEER EXXX KXEX
JUMLAH BELANIA KENX KHEN | KERX L
SURPLUS / (DEFISIT) KANX KAXN KHEK
3 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan EHER KHAR KEEX
6.2 Pengeluaran Pembiayaan EXEN EHAN KEHN
PEMBIAYAAN NETTO ) ke | mxxw | xxox
51SA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN - B Xaxx | xxxx | xxxx




Lampiran XXVIlLE

- INFOGRAFIK -

LAPORAN PELAKSANAAN APBDES
SEMESTER PERTAMASAKHIR TAHUN .......
DESA iinvinrimninss
KECAMATAN .ocorrsicsmanirerem

Peraturan Bupati Qgan Komaring Ulu Timur

Namer : 2 Tahun 2023

REALISAS| | SUMBER
KODE URAIAN ANGGARAN
REKENING ANGGARAN DANMA
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asl Desa [PAD]} EEKX EEEX
4.1.1 Hasil Usaha Desa XKEAK KKK
4.2 Pendapatan Transper KNAK HMKX
4.2.1 Dana Desa {DDS) ENRN EARX
4322 Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daersh (PBH) EEEN KERX
423 Algkasi Dana Deza (ADD] ENEX EXKX
4.3 Pendapatan Lain-Lain (DLL) ENAK KNXX
4.3.6 Bunga Bank R EXAR
4.3.7 Lain-laln Pendapatan Desa Yang Sah EHKE EHKX
JUMLAH PENDAPATAN Lk L L EENE
BELANIA
1 BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA HEXX XHAN
11 Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
1.1.m Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa EEXX Kixx =t
1.1.02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa EXEN 5 T T
dst ...
1.2 Penyediaan Sarana Prasarana Pemnerintahan Desa
1201 Penyediaan Sarana {Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan EXNE Eaxx | e
2 BIDANG PELAKSAMNAAN PEMBANGUNAN DESA EXKX ENNE
2.1 Sub Bidang Pendidikan
2.1.01 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPO/Madrasah Nan Formal Millk Desa (Hanor, Pakaian dil] % xx ARAK
dst ...
2.2 Sub Bidang Kesehatan
2.2.02 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif] ENEN ENKX
dat ...
23 Sub Bldang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.3.10 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa KANK LT T R,
dst ...
3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN ENax AAKX
3.2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
3201 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan ERE HEXK
dst ...,
4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAKX HKKN
a2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
4.2.01 Peningkatan Produlsi Tanaman Pangan
det ... KNXR Xxx
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA HHEX EEXN
5.1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana
5.1.00 Keglatan Penanggulangan Bencana LER waxx | L
5.3 Sub Bidang Keadaan Mendesa
5.3.00 Penanganan Keadaan Mendesa ENEX XEEX
JUMLAH BELANJA WM KA XXX
SURPLUS / [DEFISIT) AKX KEEX
6 PEMBIAYAAN
6.1 i
!E . :Enerlrmaan Pembiayaan ENkn e
d engeluaran Pembiayaan EXNE R
PEMBIAYAAN NETTO HENX AXEX |
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN LLEE ] LEEE

Alamat Pengaduan :

2, Inspektorat Kabupaten




Lampiran XXVill  : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur
Momor ; 2 Tahun 2023
Tanggal : 16 Januari 2023

Form 1

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN

TAHAP ........
SUMBER DANA ALOKASI DANA DESA (ADD) | DANA DESA (DDS)
TAHUN ANGGARAN ..... trmreeans R

Kegiatan
Pekerjaan
Lokasi
Angagaran
Realisasi
Sisa
Pada hari ini ....... Tanggal ... Bulan ... TaAUN o Berternpat didusun ........ Desa

. Kecamatan ................ telah dilakukan Pemeriksaan bersama terhadap kegiatan Pembangunan

sesum ﬁéﬁﬁan hasil pemeriksaan bersama tersebut terdapat hal-hal sebagai berikut :

Mapun penjelasan secara spesifik berkenaan dengan pemeriksaan bersama tersebut disajikan dalam
format tefampir,

Dari hasil Pengukuran dan pemeriksaan Pekerjaan yang telah dilakukan, bila ada hal-hal yang berkenaan
dengan Rekomendasi perbaikan agar dapat segera ditindaklanjuti.

Demikian Berita Acara ini kami buat, agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengetahuinya.

Ditandatangani bersama :
Nao. MNama Jabatan Tanda Tangan

%mm:wmm.hmm_,

Menyetujui ;
Kepala Desa ......oecoveeienne

Mengetahui :
Tim Varifikasi : Kotua BPD ..viveriessininnen




Lampiran XXVl : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur
MNomor : 2 Tahun 2023
Tanggal : 16 Januari 2023 .

Form 2

Gambar Lampiran Hasil Pengukuran dan Pemeriksaan -

Menyetujul Tim Pelaksana Kegiatan
Kepala Desa Ketua




Lampiran XXVIll  : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur
Momor : 2 Tahun 2023
Tanggal : 16 Januari 2023,

Form 3
FORMAT PEMERIKSAAN KEGIATAN
Kegiatan
Desa
Kecamatan
Kabupaten/Kota
Tanggal
Pekerjaan yang diperiksa
Sketsa |Jumlah/V| Ukuran/Dimensi | Kualitas Pekerjaan
2 2 Gambar | olume .
No. Jenis Pekerjaan e yang Sesual s‘l‘idalr._ _— Tidak Catatan Pemeriksaan
Ukuran | dicapai | Rencana i Sesuai
ncana
Mengetahui
Kepala Desa ....coovvwireiorecris i Pameriksa




Lampiran XXVIll  : Peraturan Bupali Ogan Komering Ulu Timur
MNomeor ; 2 Tahun 2023
Tanggal : .16 Januari 2023

Form 4
FORMAT FEMERIKSAAN KEGIATAN

Kegiatan

De=sa
Kecamatan
Kabupaten/Kota
Tanggal

Bahan dan Alat yang diperiksa

Volume kualitas
MNo. J Baha Alat Catatan Pemeriksaan
° et .shan sesuai | tidak | Sesuai | tidak %

Mengetahui
Kepala Desa ..o Pemeriksa




Lampiran XXVIIl  : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur
Nomor : 2 Tahun 2023
Tanggal : .16 Januari 2023

Formn 5

Dokumentasi Hasll Pemeriksaan




